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Prakata

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke
hadirat Allah sumber segala ilmu. Karena tanpa izinnya, penulis tidak
akan mampu mengenal aksara dengan sabaik ini. Tidak lupa penulis
juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dan mendukung sehingga karya sederhana ini dapat penulis
selesaikan.

[lmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah
perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang. Kendati studi
perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para ahli-ahli
ekonomi sejak kaum markantilis dan Adam Smith sampai Marx dan
Keynes, namun mereka hanya tertarik pada masalah yang pada
hakikatnya bersifat statis dan umumnya lebih dikaitkan dengan
kerangka acuan lembaga budaya atau sosial Eropa Barat.

Baru pada tahun empat puluhan atau awal abad ke-19, setelah
Perang Dunia II, para ahli ekonomi mulai mencurahkan perhatiannya
pada masalah negara terbelakang yang tersebar pada tiga benua yaitu
benua Afrika, Asia, dan Amerika Latin (A3L). Ekonomi pembangunan
dalam perspektif Islam jika ditelusuri sesungguhnya telah ber-
langsung sejak zaman Nabi Ibrahim a.s sampai datangnya Rasulullah
Muhammad saw. (571-632 M).

Pembangunan ekonomi dalam Islam sebenarnya sudah ber-
langsung sejak zaman Nabi Ibrahim a.s sampai datangnya Rasulullah
Muhammad saw. (571-632 M). Sebagai kepala pemerintahan, Nabi
Muhammad saw, telah menunjukkan prestasi (kinerja) ekonomi
melalui belanja modal yang berasal dari pajak dan investasi
masyarakat (Kharaj, zakat, hums, Jizyah dan kaffarah) yang telah
mengukir prestasi manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip
keadilan (al-kits) melalui tuntunan wahyu (“Al-Qur’an”).

Keadilan distribusi melalui asas kesamaan dan keutamaan ini
merupakan bukti tanggung jawab pemerintah terhadap stabilitas
pembangunan ekonomi. Melalui buku ini, penulis ingin menguraikan
seperti apa pembangunan ekonomi dalam Islam. Semoga karya
sederhana ini akan memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang
dan menambabh literatur perbankan syariah dalam kaca mata Islam,

Penulis
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Kata Pengantar

--- Prof.Dr.Hamadi B Husain ===

Assalamualaikum,
Bismillah,

Buku ini berisi serangkaian telaah mendalam tentang pem-
bangunan ekonomi dalam Islam. Dalam buku yang terdiri dari sepuluh
bagian ini, penulis mencoba memaparkan bagaimana pembangunan
ekonomi dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, pembangunan
ekonomi dalam Islam sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim
hingga masa Nabi Muhammad, kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan
terus berlangsung sampai saat ini.

Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang menyeluruh,
integral, dan komprehensif untuk mengatur tata kehidupan manusia
dengan segala aspek kehidupan dari yang sederhana hingga paling
rumit. Termasuk dalam bidang ekonomi, konsep dalam Islam sudah
tertuang dalam Al-Qur'an dan as-sunnah yang bisa dijadikan pijakan.

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep
pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang
bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Konsep ekonomi Islam
mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat
muslim. Sehingga setiap aktivitas manusia termasuk kebijakan
ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat
sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam.

Yang perlu diketahui juga Islam telah merumuskan sistem
ekonomi yang berbeda dari sistem lainnya. Sebab, ekonomi dalam
Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan
umat muslim dalam segala aktivitasnya, sesuai tujuan-tujuan syariah
(maqosid asy-syari'ah) dan strategi dalam mencapai tujuannya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya para
pembaca studi-studi ekonomi syariah dan perkembangan pem-
bangunan ekonomi di tanah air. Selamat membaca.

Malang, 6 Mei 2023
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BAB 1

Konsep Ekonomi Pembangunan

Krisis ekonomi menurunkan kemampuan dalam penyediaan
jasa pelayanan sarana dan prasarana, terutama karena berkurangnya
kemampuan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan operasi dan
pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana fisik yang ada. Upaya
untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penyediaan jasa
pelayanan sarana dan prasarana mengalami tiga permasalahan;
pertama, pembangunan sarana dan prasarana tidak mudah karena
mencakup penggunaan kapital yang sangat besar, waktu pengembali-
an modal yang panjang, penggunaan lahan yang cukup luas,
memanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu
waktu yang panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu.

Di sisi lain kemampuan ekonomi nasional cukup terbatas, baik
dana yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Sementara tingkat
penggunaan dana belanja masyarakat selalu mengalami peningkatan.
Kedua, pembangunan sarana dan prasarana merupakan prakondisi
bagi perkembangan kesempatan dan peluang baru diberbagai bidang.
Artinya bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk mendorong
perlunya tambahan pelayanan sarana dan prasarana. Ketiga, meng-
hadapi persaingan global sekaligus memahami permintaan masya-
rakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana memerlukan
restrukturisasi dalam penyelenggaraan usaha pelayanan sarana dan
prasarana.
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Berbagai implementasi ekonomi pembangunan yang selama ini
ditarapkan oleh banyak negara, kemiskinan, pengangguran dan
ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang
belum pernah berhasil diatasi secara memuaskan. Berbagai teori
ekonomi telah dipraktikkan, tapi kegagalan merupakan faktor utama
hancurnya sistem ekonomi yang diterapkan. Kapitalisme dan
sosialisme merupakan teori ekonomi yang saling menyerang,
kemudian hancur dan muncul kembali teori komunisme yang
menolak Kkinerja pemerintah yang gagal terhadap pemerataan
konstribusi pendapatan negara melalui penarikan pajak yang
dianggap telah meruntuhkan kekuatan ekonomi masyarakat Eropa
saat itu.

Sebaliknya, dalam sejarah perkembangan manusia pernah
tercatat suatu perkembangan di mana pertumbuhan ekonomi
mencapai diatas rata-rata kebutuhan masyarakatnya di Timur Tengah
sekitar tahun 100 Hijriah. Negara tersebut adalah negara yang di-
pimpin oleh khalifah Umuar bin Abdul Azis. Di negara ini hampir tidak
ada lagi penduduk miskin, pengangguran, tidak ada lagi ketimpangan
regional, sehingga menyulitkan badan amil zakat nasional untuk
menemukan dan menyalurkan zakat dan sedekah.! Dari fakta emperik
tersebut, H. G. Well mengatakan bahwa “Islam telah menciptakan
suatu yang lebih bebas dari kekejaman dan penindasan sosial yang
tersebar luas dari masyarakata mana pun yang pernah terdapat di
dunia, karena sesungguhnya, konsep Islam tentang negara sejahtera
bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi yang
terpenting adalah bahwa nilai spritual, soaial, dan politik yang
berakhlak Islami. Suatu dukungan terbesar dari ajaran itu adalah
mendorong manusia untuk berkerja dan terhina bagi mereka yang
tidak berusaha”.2

Nampaknya sejarah membuktikan bahwa sebuah negara men-
jadi makmur, dengan jumlah penduduk miskin yang paling rendah,
bila pemerintah yang berkuasa berhati mulia, beriman, bertaqwa, dan
menerapkan pola hidup sederhana bagi para pejabatnya dengan
mengembalikan kekayaan negara yang pernah dikuasai oleh setiap
pejabatnya. Dan kekayaan tersebut dimanfaatkan untuk membangun
rakyat dalam setiap aspek kehidupannya. Pada sisi lain pemilik modal

IM. Abdul Mannan, Islamic Economics, Teory and Practice, terj. M. Nstangin, Teori
dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 352.
2 M. Abdul Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice, h. 358.
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atau penduduk yang kaya mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya,
secara melambaga dengan penyaluran yang tepat pasa sasaran.

Demikian pula dengan sumber-sumber yang menyangkut hajat
hidup orang banyak, termasuk pengelolaan sumber daya minyak, air,
dan sumber daya hutan, dikuasai oleh negara, dan hasilnya hanya
ditujukan secara totalitas untuk kesejahteraan rakyatnya. Itulah salah
satu contoh yang oleh Hasan Aedy menyebutkan “negara dunia” yang
pernah menerapkan ekonomi pembangunan dalam perspektif [slam,
yang esensinya adalah tergantung kepada lima pilar utama, yaitu (1)
Penguasa yang tidak serakah, dan menganut pola hidup yang
menengah, tidak mewah dan juga tidak kikir. (2) Kesadaran dan
keikhlasan masyarakat atau pemilik kekayaan untuk membayar zakat,
infak, sadakah, wakaf, dan sebagainya. (3) pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan wakaf yang telah melembaga disalurkan tepat waktu,
tepat jumlah, dan tepat sasaran. (4) Pengelolaan kepemilikan umum;
sumberdaya air, sumberdaya minyak, sumberdaya hutan dan sumber
daya lainnya oleh negara untuk Kkesejahteraan sepenuhnya. (5)
menjaga dan memelihara bumi dari kerusakan.3

Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang adil menjadi per-
bincangan yang menyebabkan lahirnya teori ekonomi pembangunan
dan menjadi salah satu cabang ilmu ekonomi yang lahir setelah perang
dunia kedua, berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh
banyak negara-negara sedang berkambang. Jadi konsep dan strategi
ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam, sesungguhnya cukup
sederhana. Dengan karakter dan ciri khas yang berbeda dengan sistem
ekonomi liberal yang mengagung-agungkan kepemilikan individu, dan
menafikan kepemilikan kolektif. Bukan juga seperti ekonomi sosialis
dan komunis yang mengagung-agungkan kepemilikan negara atau
kepemilikan kolektif dengan menafikan kepemilikan individu.
Sebaliknya ekonomi Islam hanya dengan bermodalkan sumberdaya
manusia yang beriman, bertagqwa dan berakhlak mulian, cerdas, dan
kreaktif sambil melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur,
transparansi dan akuntabel.

Bertolak dari semua itu, reformasi yang dimulai beberapa tahun
lalu di Indonesia telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, salah
satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan.
Aspek pemerintahan yang dimaksudkan disini adalah aspek

3Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, h. 3.
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hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pada aspek ini isu yang
mencuat adalah adanya tuntutan otonomi daerah yang lebih luas dan
nyata yang harus diberikan kepada daerah. oleh karena itu, sejak
tanggal 1 januari 2001 bangsa Indonesia memulai babak baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dimana otonomi daerah dilaksana-
kan di seluruh dati II (kabupaten/kota).

Reformasi yang diwujudkan dengan pelaksanaan otonomi
daerah, diharapkan tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar dana
perimbangan yang diperoleh, tetapi perbaikan dan perubahan
terhadap pengelolaan keuangan negara, mampu memberikan
konstribusi dan menghilangkan ketimpangan pendapatan melalui
distribusi yang berasaskan keadilan sosial bagi semua anak bangsa.

Perbedaan yang sering mengemuka dikalangan praktisi
ekonomi berkaitan dengan desentralisasi fiskal telah berlangsung
cukup lama. Isu utama yang menarik untuk didiskusikan adalah
ketergantungan fiskal dengan salah satu indikator kesejahteraan
masyarakat, yakni belanja moda dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat
ambiguitas mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu
apakah pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari belanja
modal/fiskal atau justru sebaliknya. Menurut Bahl dan Linn,
pendelegasian sebagai urusan keuangan publik dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah merupakan konsekuaensi dari pencapai
taraf hidup masyarakat yang lebih baik.# Pernyataan ni didukung dua
argumentasi sebagai berikut; Pertama, median vote theory yang
memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan prestasi
masyarakat daerah. Pelayanan publik disesuaikan dengan permintaan
masyarakat setempat. Kedua, fiskal mobility theory yang menggambar-
kan tingkat mobilitas penduduk antardaerah yang dipicu oleh tingkat
kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup
orang akan mendorong mereka untuk memilih daerah yang
menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya, Oates
menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome
dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan Pemerintah Daerah
yang tercipta karena makin penting peran Pemda dalam otonomi

4Roy Bahl dan ].F. Linn, Urban Public Finance In Developing Contries Publshed for
the World (New York: Oxford University Press, 1992), h. 19.
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daerah.5 Secara teori pendelegasian fiskal kepada pemerintah yang
berada di level bawah diperkirakan memberikan peningkatan
ekonomi mengingat pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan
masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibandingkan
dengan pemerintah pusat, sehingga dapat memberikan pelayanan
publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang
diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh
lebih cepat karena mereka berhadapan langsung dengan penduduk
daerah/kota yang bersangkutan.

Argumentasi lain yang mendasari munculnya “kompetisi”
antara daerah akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa
yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalan-
kan oleh pemerintahnya. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah
bervariasi dengan adanya perbedaan level desentralisasi fiskal, maka
hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daearah
mampu memacu pembangunan daerah melalui penyediaan sarana
dan prasarana umum.® Sehubungan dengan pendapat Davoodi
tersebut, Oates berpendapat bahwa pembangunan ekonomi suatu
daerah akan berimbas pada penciptaan sektor publik di daerah. Lebih
lanjut dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberkan
konstribusi dalam bentuk peningkatan efesiensi pemerintah dan laju
pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisa terhadap 58 negara
ditemukan bahwa rendahnya tingkat desentralisasi fiskal akan
mereduksi tingkat tingkat pendapatan per kapita masyarakat.”

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi
dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dukumen
anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah
(APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Proses pe-
nyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan
dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui panitia/
badan anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi
daerah berkewajiban membuat draf/ rancangan APBD, yang hanya
bisa diiplimentasikan setelah disahkan oleh DPRD dalam proses

SW. E. Oates, Fiskal Decentra-lizition and Economic Development, (New York:
National Tax Journal, LXV 12, 1993), h. 37-40.

6 Davoodi and H. Zou, Fiskal Decentralization and Economic Growth: A Cross
Country Study: Journal of Urban Economic No. 43, h. 244-247.

7W.E. Oates, Fiskal Federalism (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), h.
423.
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retifikasi anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum
APBD dan Prioritas dengan Plafon Anggaran yang akan menjadi
pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran
belanja.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD
sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun
pengalokasian sumberdaya menurut Adrian Fozzard merupakan
permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. 8 untuk itu,
menurut Halim pengalokasian anggaran belanja modal merupakan
tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat,
khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal
rendah.?

Pemerintah Daerah mengalokasian dana dalam bentuk
anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.
Alokasi belanja modal ini ditetapkan didasarkan pada kebutuhan
daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksana-
an tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu,
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah
daerah seharusnya merubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja
daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif
kurang produktif. Menurut Saragih, pemanfaatan belanja hendaknya
dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan
aktivitas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan Ideks
pembangunan Manusia itu sendiri.l® Sejalan dengan pendapat
tersebut, Stine mengatakan bahwa penerimaan pemerintah hendak-
nya lebih banyak untuk program-program layanan publik.!! Sebetul-
nya kedua pendapat ini menyiratkan bahwa pentingnya pengalokasi-
an belanja untuk berbagai kepentingan publik.

8Adrian Fozzard, The basic Budgeting Problem: Approches to resource allocationin
the public and their implications for pro-poor budgeting: Center for Aidand Public
Expenditure, (Overseas Development institute ODI, Working, 2001), h. 147.

9Abdul Halim, Manejemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: UPP YKPN, 2001), h. 65.

10Juli Panglima saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 64.

11William F Stine, Is Local Goverment Response ti Federal Aidsymetrical ? Evidence
From Pennsylvania Country Goverment in an era of Retrenchment, (National Tax
Journal 47. No.4, 1994), h. 179-816.
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Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai
pengeluaran dan penerimaan (pendapatan) dimasa yang akan datang,
umumnya disusun dalam satu tahun. di samping itu anggaran
merupakan alat control atau pengawasan terhadap baik pengeluaran
maupun pendapatan di masa yang akan datang.12

Sejak tahun 1997 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal
1 April dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun khusus
untuk tahun 2000, tahun anggaran akan dimulai pada tanbggal 1 April
dan berakhir tanggal 31 Desember.

Keberhasilan otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan
kemandirian finansial daerah yang bersangkutan, sehingga mampu
membiayai pengeluaran pemerintah dan melakukan kewajiban
daerah tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak,
retribusi dan keuntungan perusahaan daerah yang dioptimalkan
sehingga ketimpangan regional antar daerah dapat direndahkan.
Kemandirian keuangan daerah, tercermin pada peningkatan
Pendapatan Asli Daerah, yaitu semakin besarnya peran PAD maka
semakin besar pula derajat kemandirian keuangan daerah. Sebalik-
nya, semakin rendah PAD suatu daerah, maka semakin Kkecil
kemandirian keuangan daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, apabila sumber-sumber penerimaan daerah
terbesar berasal dari Dana Perimbangan antara pemerintah Pusat dan
daerah, maka pembangunan daerah yang bersangkutan sangat
tergantung pada dana tranfer dari pemerintah pusat, yaitu dana Bagi
hasil Pajak (BHP) dan Alokasi Khusus (DAK). Selain kedua faktor
tersebut didalam peningkatan pembangunan ekonomi daerah sangat
ditentukan oleh investasi swasta yang berperan dalam menciptakan
lapangan usaha, kesempatan kerja, dan meraih keuntungan sebagai
hasil produksi barang dan jasa yang menimbulkan nilai tambah (value
added) sehingga swasta tersebut mampu menggerakkan perekonomi-
an daerah.

Diperlukan strategi, agar pembangunan daerah dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Salah satunya
adalah dengan kebijakan-kebijakan fiskal daerah melalui berbagai

12Musgrave dalam Suparmono, Ekonomi Pembangunan, Edisi keenam,
(Yogyakarta: BPFE, 2002), h, 6.
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kebijakan pengeluaran pemerintah (govermant expenditure). Misal-
nya, tidak semua pememrintah daerah memiliki cukup sumber daya
keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerahnya.
Ada yang tinggi kemampuan sumber daya keuangan, ada pula yang
rendah sumber daya keuangan. Hal tersebut sangat tergantung dari
besaran penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-
undang No. 33 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah
adalah pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD)
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang tidak mengikat.
Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (PKPD) merupakan
mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah yang terdiri dari Dana
Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP) dan (SDA), Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pem-
biayaan daerah berasal Sisa Lebih Anggaran daerah (SILPA), pinjaman
daerah, dana cadangan daerah dan privitisasi kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Hubungan fiskal antar pemerintah di Indonesia mengalami
pasang surut dalam menemukan profil/pola baru yang ideal yang
mempresentasikan aspek keadilan, bukan hanya pemerintah pusat
dan daerah, melainkan juga antar pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota. Indonesia pernah menerapkan praktik
transfer fiskal yang tersentralisir terutama yang berkaitan dengan
sistem perpajakan. Sejak mengadopsi pola desentralisasi berdasarkan
Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah,
perkembangan ke arah desain intergovernmental fiskal yang lebih
terdesentralisir dinilai sangat lamban oleh sebagian kalangan. Hal ini
diperkuat oleh Silver yang berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru
mempunyai kontrol yang cukup tinggi terhadap dana-dana yang akan
dialokasikan kepada pemerintah daerah mengingat, karena saat itu
pemerintah pusat sangat meragukan kapasitas pemerintah daerah
dalam mengelola urusan “ domestiknya.13 ” di samping itu terdapat
anggapan bahwa pemerintah daerah kurang memiliki kompetensi
administrasi sehingga bisa lebih independen dalam masalah
keuangan.

13C. Aziz Silver, L]. dan L. Scoeder, Intergovernmental Tranfer and desentralisatio
in Indonesia,Bolletin of Indonesian Economic Studies, No. XXXVI], (...,tp.,2001), h. 45-
62,
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Menurut Luky Arfirman, krisis politik dan ekonomi, telah
memicu pemerintah daerah untuk mengambil peran dan tanggung
jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan daerahnya masing-
masing, terutama setelah lengsernya Presiden Soeharto.14 Menurut-
nya, sistem sentralisasi telah menyisahkan berbagai persoalan
ekonomi (glokalisasi sosial) sehingga berbagai provinsi dan
kabupaten/kota di Indonesia sulit mengatur keuangan, disebabkan
pembagian keuntungan terbesar terserap oleh pemerintah pusat, dan
pemerintah daerah hanya menerima 25% dari total setoran
pendapatannya.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Forrester mengatakan
bahwa, menyusul lengsernya Presiden Soeharto, terdapat tekanan
untuk reformasi setiap kebijakan yang bernuansa koropsi, kolusi, dan
nepotisme.!5 Salah satu contoh kebijakan dimaksud adalah beberapa
daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah, namun
memperoleh hasil pendapatan yang tidak fair dari pemerintah pusat.
Untuk itu, menurut Tadjoeddin, Presiden habibie yang melanjutkan
estafet kepemimpinan bangsa, berinisiatif melakukan reformasi
kebijakan menuju era desentralisasi dan demokratisasi.

14Luky Alfirman dan Edy Sutriono, Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan
Produk Domestik Regional Bruto, dengan Menggunakan pendekatan Grager dan Vector
Autoregression, Jurnal Keuangan Publik, (Jakarta, Departemen Keuangan, 2006), h. 12

15 Forrester dan R.J. May, The Fall of Soeharto (Singapore, Select Books, 1999), h.
8-16.
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BAB 2

Teori Pembangunan Ekonomi Dalam
Islam

[lmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah
perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang. Kendati studi
perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para ahli-ahli
ekonomi sejak kaum markantilis dan Adam Smith sampai Marx dan
Keynes, namun mereka hanya tertarik pada masalah yang pada
hakikatnya bersifat statis dan umumnya lebih dikaitkan dengan
kerangka acuan lembaga budaya atau sosial Eropa Barat.16 Baru pada
tahun empat puluhan atau awal abad ke-19, setelah Perang Dunia I,
para ahli ekonomi mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah
negara terbelakang yang tersebar pada tiga benua yaitu benua Afrika,
Asia, dan Amerika Latin (A3L).

Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam jika ditelusuri
sesungguhnya telah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim a.s sampai
datangnya Rasulullah Muhammad saw. (571-632 M).17 Sebagai kepala
pemerintahan, Nabi Muhammad saw, telah menunjukkan prestasi
(kinerja) ekonomi melalui belanja modal yang berasal dari pajak dan

16H. F. Williamson dan C. A. Buctrick (ed), Economoc Development: Principles and
Patters, dalam M. L. Jhingan, The Economics of Development Planning, Terj. D. Guritno,
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (CetXll, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2010), h. 3.

17K. Ali, A Study of Islamic, Terj. Ghufron A. Mas’adi, sejarah Islam, (Tarikh
Pramodern), (Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.39 dan 105.
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investasi masyarakat (Kharaj, zakat, hums, Jizyah dan kaffarah) telah
mengukir prestasi manejemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip
keadilan (al-kits) melalui tuntunan wahyu (“Al-Qur’an”).18

Menurut Abu Bakar,1® keadilan distribusi melalui asas ke-
samaan dan keutamaan merupakan bukti tanggungjawab pemerintah
terhadap stabilitas pembangunan ekonomi, sehingga tidak meng-
herankan jika Abu Bakar memerangi orang muslim yang enggan mem-
bayar zakat (perang Riddah).20 Prestasi dan kinerja pemerintahan Abu
Bakar menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
ekonomi Madinah dapat dipertahankan sampai masa pemerintahan
Umar Ibn al-Khattab.

Menurut Umar ibn Khattab, pembangunan ekonomi jangka
panjang, dibutuhkan kerja sama dan dukungan masyarakat. Untuk itu
semua, Umar mengambil empat kebijakan yaitu; Pertama menambah
anggaran belanja pemerintah untuk lebih meningkatkan infrastruktur
yang telah dibangun sebelumnya, sehingga akses ekonomi antar
wilayah yang baru dikuasai umat Islam dapat berjalan lancar; Kedua
meskipun pendapatan negara mengalami peningkatan signifikan,
namun penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan, dan sisanya
dikembalikan ke Baitul Mal; ketiga untuk menghindari terjadinya
koropsi (pemborosan), pihak eksekutif dilarang campur tangan dalam
mengurusi keuangan negara; Ketiga distribusi pendapatan Kkerja
disesuaikan dengan prestasi yang dicapai. Semakin besar prestasi
kerja, semakin besar pula hasil yang ia terima ;2! Keempat diwan
(tunjangann sosial) pemerataan distribusi sehingga wanita, anak-

18Kharaj yaitu pajak tanah, ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah.
Khums yaitu pajak proprorsional sebesar 20%, dalam perkembangannya terdapat
perbedaan di kalangan ulama sunni dan syiah. Kalangan sunni berpendapat obyek
hums berasal dari harta rampasan, sedangkan golongan syiah mengatakan obyek
hums termasuk semua pendapatan. Jizyah adalah pajak dari orang-orang non muslim,
dan kaffarah merupakan harta tanpa pewaris. Selengkapnya dapat dilihat pada;
Kadim As-Sadr, Fiskal Policies in Early dalam Bagir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed),
essays on Iqtisad: Islamic Approach to Economic Problems,(Nur Corporation: Silver
Spring USA, 1989), h. 130-131.

19Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, h. 163.

20Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, (Cet. 1], Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1994), h.9.

21]rfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab, h.
150.
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anak, dan budak menerima tunjangan sosial, 22 dan kebijakan ter-
hadap mereka yang kurang berutung tetapi memiliki tenaga yang
kuat, Umar ibn al-Khattab mengunakan strategi “ sort Cart ” setelah
terlebih dahulu dibina dan diberi bantuan (peralatan pertanian) se-
adanya, sehingga mereka dapat merubah status sosial dari penerima
zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) dan sektor
pertanian saat menjadi sektor utama (unggulan) dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat dan itu semua secara tidak
langsung dapat menunjang pencapaian ekonomi pembangunan
diberbagai sektor.23

Ketika Umar ibn al-Khattab meninggal, kebijakan fiskal
pemerintahan Madinah dilanjutkan oleh Ustman ibn Affan. Adapun
kebijakan Ustman dalam fiskal antara lain membangun irigasi, jalan,
pembangunan pelabuhan laut untuk kegiatan ekspor-import dan
pembentukan organisasi kepolisian untuk mengamankan jalur
perdagangan.

Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan
kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai
wilayah yang di taklukan, negara membutuhkan dana tambahan.
Untuk itu, kebijakan Utsman membagi-bagi tanah negara untuk
reklamasi dan konstribusi kepada Baitul Mal, sehingga pendapatan
negara sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika di-
bandingkan dengan masa pemerintahan Umar ibn Khattab.24 Langkah
ini di ambil dengan pertimbangan; pertama kebutuhan pemerintah
terhadap fiskal semakin bertambah sementara input hasil
pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menggambarkan hasil
yang maksimal; kedu mayoritas masyarakat Islam saat itu adalah
petani, maka sangat naif jika tanah negara dijadikan lahan tidur
sementara pengangguran dan kemiskinan terus bertambah; dan
ketiga untuk memutuskan rantai urbanisasi, maka pusat-pusat
ekonomi di daerah pedesaan perlu dikembangkan (desentralisasi).

22 [rfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab, h.
163-164.

23M. A. Sabzwari, Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al-Khurafa al-Rasyidun,
dalam Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata Publishing,
2005), h. 90.

24M.A.Sabzwari, Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al-Khurafa al-Rasyidun,
dalam Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: The
International Institute of Islam: Thought Indonesia, 2001), h. 44.
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Menurut Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa’ad Al-
Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi atau lebih dikenal sebagai Abu
Yusuf (113-182 H/ 731-798 M),25 dengan latar belakang sebagai
fuqgaha beraliran ar-ra’yu, sehingga tidak mengherankan jika Abu
Yusuf banyak menggunakan dalil nagliah untuk mewujudkan al-
maslahah al-ammah (kemaslahatan umum).26 Dalam konteks
maslahah al-ammah, ada tiga konsep keuangan publik yang dilakukan
yaitu; pertama, penarikan pajak sebagai sumber pendapatan negara
dibolehkan dan tanggung jawab pemerintah diukur melalui tingkat
kesejahteraan dan pendapatan per kapita masyarakat; kedua, untuk
menghindari terjadinya ketimpangan dan menjamin pertumbuhan
ekonomi, pajak pertanian harus dihapuskan dan pengawasan
terhadap petugas pajak diperketat, sehingga koropsi dan penindasan
dapat terhindari; ketiga, cara memperoleh sumber pembelanjaan
untuk pembangunan jangka panjang, belanja modal (fiskal) harus
benar-benar terukur melalui pembangunan infra struktur seperti
membangun jalan, jembatan, pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan,
serta bendungan besar dan kecil.2? Untuk mengimplimentasikan
kebijakan di atas, Abu Yusuf mengatakan bahwa perlakukan yang adil
dan jujur terhadap pembayar pajak tanpa penindasan memiliki
dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan
pajak, sehingga ketimpangan dan kemiskinan dapat terminimalisir.28

Menurut Asy-Syaibani (750-804M) dalam al-Kasb (teori
pendapatan) mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan
anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri
kecuali dengan empat perkara, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan
tempat tinggal.2 Menurutnya, ekonomi pembangunan dapat ter-
wujud, manakala pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pem-
bangunan dapat menjamin kemaslahatan masyarakat. Untuk itu
dibutuhkan regulasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

25Dalam penulisan selanjutnya penulis menggunakan Abu Yusuf. beliau cenderung
memaparkan berbagai pemikiran ekonomi pembangunan dengan menggunakan
analisis qiyas yang didahulukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian yang
mendalam terhadap Al-Qur’an.

26Hammad bin Abdurrahman Al-Janidal, Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtisha al-Islam,
(Jilid [, Riyad: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba’ah wa al-Nasyr, 1406 H), h. 129-131.

27Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1979), h. 14-16.

28M. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari, Shatibi’s Objectives, h. 1.

29Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, al-Iktisab fi al-Rizq al-muktathab, (Cet. ],
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h. 17.
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untuk membiayai orang miskin. Apabila seseorang bekerja dengan
niat melaksanakan ketaatan kepada Allah, pekerjaan tersebut niscaya
akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya.? Dengan demikian,
distribusi pekerjaan dengan niat ibadah merupakan objek ekonomi
yang mempunyai dua aspek pembangunan, yaitu aspek pembangunan
religius dan aspek pembangunan ekonomis.3! Aspek pembangunan
religius merupakan tradisi pemikiran pada zamannya, dan pem-
bangunan ekonomi lebih difokuskan untuk membantu orang miskin
antara lain melalui investasi sehingga sektor keuangan publik dapat
dimanfaatkan seefesien mungkin.

Secara makro, As-Syaibani mengoreksi kebijakan ekonomi
sebelumnya, yang cenderung mempertahankan tradisi pemikiran
ekonomi Islam. Padahal, menurutnya, persoalan lain yang tidak dapat
dipandang sepele adalah persoalan keamanan dan kesejahteraan
masyarakat terutama pada wilayah-wilayah yang baru saja dikuasi
tentara Islam dan memiliki kultur perekonomian yang berbeda. Pada
saat yang sama, jika dilihat tingkat pendapatan negara melalui
pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang relatif rendah (al-
kasb), yang berimplikasi terhadap ketimpangan dan disintegrasi.32

Jika As-Syaibani banyak menyinggung persoalan kelemahan
pemerintah dalam fiskal dan ketimpangan ekonomi antar wilayah
serta penanggulangannya. Pendapat Abu Ubaid lebih tertuju pada
persoalan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu
pemerintahan dari pada teknik efesiensi pengelolaannya.33 Meskipun
Abu Ubaid secara spesifik tidak menjelaskan tentang ekonomi
pembangunan, namun beberapa gagasan tentang sistem penggunaan
keuangan publik memiliki tujuan dan makna yang sama dengan
ekonomi pembangunan dalam Islam terutama menyangkut masalah
keadilan redistribusif dari sisi pendapatan dan pemanfaatan. Menurut
Abu Ubaid, keadilan ekonomi merupakan prinsip utama dalam konsep

30Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, 1 al-Ikhtisad fi al-Rizq al-Mustathab, h. 17.

31Adiwarman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Edisi ketiga,
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.263.

32Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, al-Iktisab fi al-Rizq al-muktathab, h..48.

33Nama lengkapnya,Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi
Al-Baghdadi.pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al Rasyhid, ia diangkat sebagai
qadi (hakim) di Tarsus sampai tahun 210 H. Karya munumental dan fenomenal adalah
kitab al-Amwal, yang menjelaskan tentang keuangan publik (public finance) analisis
yang dilakukan terutama berkaitan dengan usaha mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui instrumen zakat, fai seperti pengelolkaan keuangan publik di masa Nabi saw.
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ekonomi pembangunan, yang berimplikasi kepada kesejahteraan
ekonomi dan keselarasan sosial. Adapun keseimbangan antara hak-
hak individu, publik, dan negara menurutnya ; jika kepentingan
individu tersebut berbenturan dengan kepentingan publik, maka
kepentingan publik lebih diutamakan (maqashid al-ammah).

Dalam hal retribusi pendapatan, Abu Ubaid menyatakan bahwa
zakat tabungan dapat langsung diberikan kepada negara, atau
langsung kepada penerimanya, sedangkan zakat komoditas harus
diberikan kepada pemerintah, dan jika tidak, maka kewenangan
agama dinyatakan tidak ditunaikan.34 Pentingnya keuangan publik ini
disadari sepenuhnya oleh Abu Ubaid, bahwa sumber keuangan publik
akan mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan yang tentunya
akan berimplikasi terhadap kemaslahatan bersama karena saat itu
sumber keuangan publik sebagian berasal dari komoditas pertanian
masyarakat non muslim.35

Jika Abu Ubaid lebih menyoroti prinsip keadilan retributif
terutama menyangkut keuangan publik, maka teori dan pemikiran
ekonomi pembangunan Yahya bin Umar (213-289 H) memiliki
kesamaan dengan teori As-Syaibani yaitu motivasi (niat) untuk
infestasi. Dalam kitab Ahka>m al-Su>q Yahya bin Umar mengatakan
bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari ketagwaan seorang muslim kepada Allah.36 Dalam perspektif
ekonomi pembangunan, ketagwaan merupakan asas vital yang
berfungsi sebagai alat kontrol sosial (social control) pembangunan
dalam berbagai aspek yaitu aspek material dan aspek spritual. Dengan
demikian, ekonomi pembangunan dalam perspektif Yahya bin Umar
tidak sekadar pada persoalan distribusi pendapatan saja, melainkan

34Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Kitab al-Amwal (Beirut: t.p. 1989), h. 680.

35Salah satu sumber pendapatan keuangan negara adalah fa’i yaitu berupa harta
benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan, dan jizyah sebagai
jaminan keselamatan dan perlindungan mereka. Beberapa catatan dalam fikih
muamalah, asas pengelolaan tanah (musaqah dan mukhabarah) merupakan salah satu
ketentuan yang berlangsung selama berabad-abad dengan maksud untuk
meningkatkan pendapatan dan menjamin keselamatan non muslim. Mereka
menawarkan untuk mengolah tanah sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia
memberikan sebagian dari hasil produksinya. Jumlah kharajnya, setengah dari hasil
produksi. Selengkapnya lihat (Euis Amaliah, 2009: 147-149).

36Hammad bin Abdulrrahman Al-Janidal, Manhij al-Bahitsin fi al-1qtishad al-Islam,
h.: 52.
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konstribusi manusia terhadap ekonomi pembangunan berdampak
pada kepatuhannya terhadap kehendak Allah SWT.

Menurut Al-Mawardi (974-1058 M),37 dalam Kitab al-Ahkam as-
Sulthaniyyah, teori keuangan publik selalu terkait dengan peran
negara dalam ekonomi pembanguna. Negara dibutuhkan karena ber-
peran sebagai regulator pembangunan untuk memenuhi kebutuhan
kolektif seluruh warga negaranya. Imamah (pemerintah) merupakan
kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu
keharusan untuk terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.38
Pimpinan negara memiliki peran aktif dalam merealisasikan tujuan
pembangunan, ia berkewajiban menggunakan keuangan publik untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur
untuk memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan
stabilitas dan pemenuhan ekonomi.

Menurut al-Mawardi, tugas utama pemerintah terhadap fiskal,
adalah membangun infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuh-
an ekonomi, menyediakan lapangan kerja, mendirikan lembaga
pendidikan dan kedokteran. Untuk melaksanakan kebijakan itu, maka
keterlibatan masyarakat sebagai bagian dalam pengambilan
keputusan politik mutlak diperlukan. Menurutnya, masyarakat harus
dipandang sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan.

Adapun ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang relatif
rendah, menurutnya, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah
semata, melainkan tanggung jawab masyarakat untuk melihat peluang
usaha lain dalam menunjang pendapatan dan memenuhi kebutuhan
dasarnya.

Adapun tujuan dan sasaran ekonomi pembangunan adalah
terpenuhinya kebutuhan material dan kebutuhan spritual. kedua
kebutuhan ini merupakan tujuan ekonomi yang ingin diraih oleh
setiap individu. Sabahuddin mengatakan bahwa analisis komparatif
Al-Mawardi dalam Kitab as-Sulthaniyyah dengan Kkarya-karya

37Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi’i lahir
di kota Basrah pada tahun 364 H, selanjutnya digunakan Al-Mawardi. Pemikiran
ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tulisnya, yaitu Kitab
Adab ad-Dunya wa ad-Din dan al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Kitab Adab al-Dunya wa ad-
Din, ia menjelaskan tentang prilaku ekonomi mikro yaitu pertanian, peternakan,
perdagangan, dan industri. Adapun Kitab al-Hawi di salah satu bagiannya Al-Mawardi
membahas tentang mudharabah. Pengelolaan dunia yang maksudkan adalah tujuan
dan fungsi ekonomi terhadap jiwa, akal, harta, dan keturunan.

38Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al; Kutub, 1978), h. 5.
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sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan masalah-masalah
keuangan dengan cara yang lebih sistimatis dan runtun. Sumbangan
utamanya terletak pada teori tentang pembebanan pajak tambahan
dan dibolehkannya peminjaman publik3? Usaha mendorong
pertumbuhan ekonomi, investasi merupakan salah satu syarat mutlak
yang harus dilakukan, karena jika keuangan negara mengalami devisit
maka langkah-langkah yang diambil adalah menaikan atau membuat
standar pajak baru dan menggunakan dana pihak ketiga yang
tersimpan di Baitul Maal. Pinjaman publik harus dikaitkan dengan
kepentingan publik, namun demikian tidak semua kepentingan publik
dapat dibiayai dari dana pinjaman publik. untuk mengatasi hal-hal
yang tidak diinginkan, Al-Mawardi memberi dua estimasi yaitu biaya
untuk melaksanakan fungsi-fungsi mandatori negara dan biaya untuk
kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain,
dana pinjaman publik hanya dapat dilakukan untuk membiayai
berbagai barang dan jasa yang disewa oleh negara dalam kerangka
mandatory functions. Adapun terhadap jenis kewajiban yang bersifat
lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, negara dapat
memberikan pembiayaan yang berasal dari dana-dana lain, seperti
pajak.40

Al-Ghazali (1058-1111 M) mengatakan bahwa tujuan ekonomi
pembangunan adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia
dan kemaslahatan di akhirat.4! Al-Ghazali mendefinisikan ekonomi
dari segi fungsi kesejahteraan sosialnya dalam membangun sebuah
kerangka hirarki utilitas individu dan sosial yang teripartive yakni
kebutuhan (daruriyah), kenyamanan (hajatiyah), dan kemewahan
(tahsiniah). Hirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggal-
an tradisi Aristoteles yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang
terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang
eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang praktis.42

39Sabahuddin Azmi, Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought
(New Delhi: Goodword Books, 20002), h. 34.

40Sabahuddin Azmi, Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought: h.
88.

41Nama lengkapnya, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-
Ghazali. Dalam disertasi ini penulis menggunakan Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid
Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, juz, 2, (Bairut: Dar al-Nadwalbh, t,t,), h.109.

42Todd Lowry, The Archelogy of Economic Ideals: The Classical Greek Tradition
(Durham: Duke University Press, 1987), h. 220.
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Kunci pemeliharaan lima panca tujuan,*3 terletak pada
penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan makanan, pakaian, dan
perumahan. Menurutnya, meskipun tujuan aktivitas ekonomi
menempatkan aspek pertama sebagai daruriyah, namun bersifat
fleksibel, karena aspek budaya ekonomi manusia mengikuti deret
waktu, zaman, dan tempat. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari
semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima panca tujuan
tersebut, tetapi kebutuhan untuk menghilangkan rintangan dan
kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-
kegiatan dan hal-hal yang jauh dari sekadar kenyamanan, melainkan
bersifat melengkapi, menerangi atau menghiasi.

Adapun peran negara dan keuangan publik tidak sekadar diukur
melalui pembangunan infrastruktur semata, melainkan pemanfaatan
belanja modal (fiskal) benar-benar dapat didistribusikan dengan adil
dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat
terpenuhi, maka angka kemiskinan dan pengangguran akan
berkurang dan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan
kemaslahatan manusia dapat diraih.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjaga stabilitas
negara, sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka
rendah, maka stabilitas nasional kacaubalau, kemiskinan bertambah
dan ketimpangan ekonomi regional pun tidak terelakan. Berikut
analisis Al-Ghazali;

“Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat

dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah

fondasinya, dan penguasa yang mengatasnamakan negara
adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini
lemah, masyarakat akan ambruk”.44

43Tujuan hakiki yang ingin dicapai dari kenerja ekonomi adalah untuk melindungi
dan memelihara lima hak dasar, yaitu melindungi al-din, nafs, nasl, mal, dan aql
Tujuan-tujuan tersebut menurutnya, sesuai tuntunan wahyu. Menurut Al-Ghazali,
sifat utama manusia adalah kecenderungan memiliki nilai lebih atas sesuatu yang
dianggap berharga, dan jika manusia sudah berhasil memperoleh, ketakutan untuk
habis nilai tadi, sehingga mendorong manusia untuk terus berusaha meraih
semuanya. Lihat, Abu Hamid Al-Ghazali, lhya ‘Ulum al-Din, juz, 2 t.th: h. 231.

44Al Ghazali, Thya ‘Ulum al-Din, juz, 2, t.th: h. 17. Lihat juga karya Al-Ghazali lainnya,
Mizan al-Amal (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1964), h. 297, dan Book of Counsel for King,
Nasihat al-Muluk, (New York and London: Oxford University Press, 1964), h. 59.
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Adapun kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan
stabilitas ia mengatakan;

“Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, dan membuahkan
kemiskinan dan pengangguran, orang-orang tidak memiliki
pijakan lagi; kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau balau,
penduduknya mengunsi dan pindah ke daerah lain, sawah dan
ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan
publik menurun, kas negara kosong, kemaslahatan dan
kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak
lagi tunduk dan menghormati penguasa yang tidak adil, bahkan
banyak orang kehilangan sumber kehidupan dan berdoa
semoga kemalangan menimpanya”.45

Menurut Ibnu Taimiyah (1263-1328 M),%¢ secara kontekstual
teori ekonomi pembangunan tidak sekadar dilihat pada aspek tujuan
semata, melainkan pada aspek proses dalam mencapai tujuan
ekonomi pun perlu mendapat perhatian. Dalam Kitab Majmu al-
Fatawa, dijelaskan bahwa standar harga penjualan barang dan jasa
harus menggunakan prinsip keadilan,*” penjualan yang terlalu mahal
dari hasil penimbunan merupakan salah satu faktor penghambat
terhadap tertumbuhan ekonomi pembangunan.® Meskipun peng-
gunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu
Taimiyah tampaknya merupakan orang pertama kali manaruh
perhatian khusus terhadap permasalahan penetapan harga yang adil.
Tujuan penetapan harga dan keberpihakan terhadap keadilan
ekonomi (al-kits) adalah untuk mencapai maslahah bersama dalam
pembangunan ekonomi yang berimplikasi terhadap magqashid as-
syari’ah.

45Abu Hamid Al-Ghazali, I[hya ‘Ulum al-Din, juz, 2, t.th:h. 56.

46Nama lengkapnya Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, selanjutnya digunakan
Ibnu Taimiyah, beberapa gagasan penting antara lain adalah menetapan harga yang
adil, mekanisme pasar dan regulasi harga-harga kebutuhan lainnya.

47Lihat, Ahmad ibn Hanbal, musnad, (Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.11-13. Dan
Al-Radi, Nahj al-Balaghah min Kalam Ali bin Abi Thalib, (Vol. 5, Kairo: Al-Istiqgamah
Press, t.tP, h. 110-113. Dalam Adi Warman A. Karim, 2006, h. 354.

48lbnu Nujaim, al-Ashbah wa al-Nazhair (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, 1980), h.
360-365.

20 Pembangunan Ekonomi Dalam Islam



Pencapaian maqashid as-syari’ah, menurut Asy-Syatibi (wafat
790 H/ 1388 M), adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan
akhirat.# Menurutnya Asy-Syatibi, Magqashid as-syari’ah dapat
terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat
terwujud dan terpelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Dalam kerangka tersebut, As-Syatibi membagi maqashid pada
tiga tingkatan yaitu dharuriyyah, hajatiyah, dan tahsiniyah.5® Dalam
konteks pembangunan ekonomi, pendapat As-Syatibi memiliki
kesamaan dengan pendapat Al-Ghazali tentang konsep maslahah.
Namun dari segi pelaksanaan, kedua pemikiran tersebut mengguna-
kan pendekatan yang berbeda. Menurut Fahim Khan, pandangan Al-
Ghazali tentang ekonomi pembangunan cenderung menggunakan
pendekatan tasauf ekonomi, sementara As-Syatibi lebih condong
menggunakan ushul al-figh sebagai metode berpikir dalam menetap-
kan hukum-hukum ekonomi pembangunan,5! sehingga implikasi dari
pemikiran tersebut (muamalat) terhadap pembangunan ekonomi
memiliki dua tujuan yaitu tujuan materian (dunia) dan tujuan spritual
(kekekalan di akhirat).

Menurut Ibn Khaldun (1332-1406 M) pemerintah mempunyai
tanggung jawab dalam penggunaan fiskal negara untuk meningkatkan
ekonomi pembangunan menuju tingkat kemakmuran rakyat.
Menurutnya Khaldun, semakin besar belanja pemerintah dalam pem-
bangunan ekonomi, semakin tinggi pula produkvitas perekonomian
yang dapat diukur melalui pendapatan negara. Sebaliknya, jika belanja
fiskal menunjukkan angka yang rendah, maka pencapaian
kemakmuran ekonomi akan lambat dan berdampak pada penurunan
pendapatan negara.52 Sehubungan dengan belanja modal, analisa
Umar Chapra terhadap kitab muqadimah, yang ditulis dalam The
Future of Economics and Islamic Perspective; bahwa pertumbuhan
ekonomi merupakan hal yang dibutuhkan bagi penduduk dalam
menjamin stabilitas hukum dan politik. Dalam hal produksi sebagai

49Nama lengkapnya adalah Abu Ishak bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-
Gharnati Al-Syatibi, selanjutnya disebut As-Syatibi atau Al-Syatibi, al-Muwafaqat fil
Ushul al-Syari’ah, (]ilid II, Kairo:Musthafa Muhammad, t,th.), h. 374

50 [bnu Khaldun, t.th.: 8).

51M. Fahmi Khan, Shatib’s Ibjektives of Shari’ah and Some Implications for Consumer
Theory, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), (Reading in Islamic
Economic. t.t), h. 193.

52Jean David C. Boulakia, Ibn Khaldun; A Fourteenth Century Economist, dalam
Journal of Political Economy, No. 5, (Chicago: Chicago University, 1971),h. 1105-1118.
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unsur penting dalam perekonomian, Ibnu Khaldun menyarankan agar
pemerintah harus dekat dengan rakyatnya, sehingga dapat menyerap
fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Subsidi sebagai kebijakan
pembangunan ekonomi penting dilakukan, seperti layaknya air
(sungai) yang membuat hijau dan mengaliri tanah di sekitanya
sementara.

Menurut Al-Magqrizi (1364-1442 M), pembangunan ekonomi
harus dipusatkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuh-
an ekonomi. pembangunan di bidang ekonomi diyakini dapat
mendorong perubahan-perubahan pada pembaharuan dalam bidang-
bidang kehidupan lainnya di masyarakat sehingga diharapkan mampu
mendukung dan mempercepat tujuan pembangunan itu sendiri.
Dalam usaha mencapai tujuan pembangun ekonomi, alat tukar sebagai
standar penggunaan mata uang yang tidak signifikan dapat meng-
akibatkan terjadinya inflasi.53 Kebijakan percetakan mata uang (dinar
dan dirham) campuran telah menurunkan nilai impor dan harga
barang-barang dalam negeri meningkat, produktifitas perekonomian
masyarakat menurun mengakibatkan jumlah dan peran fiskal pada
angka-angka yang rendah pula. Implikasinya dari menurunnya
anggaran fiskal, pertukaran barang-barang yang tidak signifikan
dengan rasio 48 fulus per-dirham mengakibatkan harga barang naik
menjadi 1 dirham dulunya hanya % dirham, 5+ dan dampak dari
kebijakan pemerintah pada akhirnya pertumbuhan ekonomi
cenderung rendah dan kemakmuran masyarakat semakin rendah
pula.

Beberapa teori ekonomi pembangunan yang dikritisi oleh
Jhingan dan relevan dengan teori ekonomi pembangunan dalam
perspektif Islam antara lain teori Adam Smith (1723-1790) dalam An
Inquiry into the Nature and Cause oh the Wealth of Nation tahun 1776,

53Menurut Al-Magrizi, standar penggunaan nilai mata uang dinar emas dan dirham
perak, dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap harga barang dan biaya
tenaga Kerja, dan itu semua akan berilmplikasi terhadap produksi dan pertumbuhan
ekonomi. oleh sebab itu, mata uang yang dipakai hanya dari emas dan perak.
Selanjutnya Lihat, Al-Magqrizi, AlI-Nuqul Al-Qadimah Al-Islamiyah, dalam Al-Abd Al-
Insitas Al-Karmali (ed), Kitab al-Nuqud al-Arabiyah wa al-Iskamiyah wa ‘ilm al-Namyat
(Kairo: Maktabah Al-Tsaqafah Al-Diniyah, 1986), h. 72-74.

54Al-Magqrizi, Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah, dalam Adiwarman A.
Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 418.
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terutama menyangkut pembangunan ekonomi.55> doktrin “hukum
alam” (sunnahtullah). Smith percaya bahwa setiap orang sebagai
hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya
dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingan itu demi
keuntungannya sendiri,5¢ Smith menolak moral yang bertentangan
dengan prinsip keadilan dalam pembangunan ekonomi.

Pembagian kerja menurut Smith, adalah titik awal permulaan
dari teori pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan daya
produktivitas tenaga kerja. la menghubungkan dengan: (1)
meningkatnya ketrampilan kerja; (2) penghematan waktu dalam
produksi barang; (3) penggunaan mesin untuk menghemat tenaga;
dan kenaikan produktivitas bukan dari tenaga kerja, melainkan dari
modal.

Proses pemupukan modal lebih awal sebelum pembagian kerja.
Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti
meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan
menambah secara terus menerus tabungan yang mereka sisihkan dari
pendapatan. sebagai Agen Pertumbuhan, para petani, produsen, dan
pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

55Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Cause oh the Wealth of Nation dalam
M.L. Jhingan, h. 81.

56Doktrin “hukum Alam Smith sama dengan pandangan Islam tentang harta.
Ulama-ulama fikih mengertikan harta sebagai keinginan yang condong disamakan
dengan posisi matahari di ufuk Barat, ada juga yang mengartikan sebagai posisi tiang
yang miring, bahkan dalam konteks fikih kontemporer mengartikan harta identik
dengan tahta. Ada juga yang menta’rifkan harta dengan al-mall-ma>Ilu dan ma>ling.
Lihat, Mudjid Thullah, Pengantar Fikih Muamalah, (Jakarta: Pusat Pelajar, 1987), h. 53.
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BAB 3

Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam
Islam

Sejarah penelusuran ekonomi pembangunan sebetulnya tidak
terlepas dari peranan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. dalam
pembangunan Ka’bah di Mekah. Simak (Q.S. Ali Imran; 3:97) dan (Q.S.
Al-Baqarah; 2: 125-127). Para sejarawan mengemukakan bahwa Nabi
Ibrahim a.s. membangun rumah tersebut sebagai tempat tujuan dan
tempat yang aman, untuk mengantarkan manusia supaya beriman
hanya kepada Allah Yang Maha Tunggal, yang kemudian menjadi
esensi pembangunan ekonomi terbaik sepanjang zaman.5? Sejarah dan
orientasi pembangunan Nabi Ibrahim a.s tidak sekadar diartikan
sebagai tempat ibadah umat Islam diseluruh dunia, melainkan Nabi
Ibrahim a.s. telah meletakkan dasar-dasar teori investasi sebagai salah
satu aspek ekonomi yang menunjang tujuan pembangunan manusia
seutuhnya (dunia—dan akhirat), 58 tanpa bermaksud mengabaikan
peran Nabi Muhammad saw, sebagai uswatun hasanah, pemikiran

57 Muhammad Husain Haikal, Hayat Muhammad, Cet. 111 (Jakarta: Tintamas, 1978),
h.24-34. Isu lain sehubungan dengan pembangunan Ka’bah adalah percepatan
pembangunan ekonomi masyarakat Arab dan penyebaran Islam turut dipengaruhi
oleh geografis gurun, selengkapnya dapat lihat, Philip K Hitti, Historis of Arabs; From
the Earlinest Times to the Present, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamat Riyadi,
Sejarah Peradaban Islam, (Cet. I Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 11-109.

58Pada bagian ini, penulis hanya menfokuskan kajian sejarah yang berkaitan
dengan pembangunan ekonomi yang telah diletakkan oleh Nabi Ibrahim a.s, tanpa
bermaksud menguraikan sejarah peradaban Islam secara detail.
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Nabi Ibrahim a.s kemudian disempurnakan dan dicontoh oleh
Rasulullah Muhammad saw. (innama buitsu liutammima maqarimal
akhlak) dengan akhlak pembanguna ekonomi, “ Qur’ani yang
sempurnah”.

Namun demikian, sifat dan karakter manusia ekonomi tidak
selamanya berputar mengikuti aturan yang berimplikasi terhadap
ekonomi pembangunan yang menghargai posisi manusia dan
mengedepankan nilai kemanusiaa yang berkeadilan dan berkeadaban.
Berbagai keinginan yang serba terbatas, memaksa sifat kebinatangan
saling memangsa antar sesama manusia, tidak pelak lagi hukum
karma ditegakkan dan orang lemah semakin mudah tergilas dari
percaturan kepentingan. Gap kepentingan merambah disemua
dimensi kehidupan, tidak saja persoalan pembangunan ekonomi,
melainkan juga persoalan politik, sosial, budaya dan idiologi saling
berhadapan-hadapan-mempertaruhkan antara keyakinan dan
kemiskinan ataukah menyerah tanpa pembelaan diri sedikit pun.
Apakah keyakinan melingkari kemiskinan, ataukah kemiskinan
melingkari keyakinan, terpaksa simbol-simbol agama pun menjadi
pertarungan antara Timur dan Barat. Ekonomi surga-neraka,
kemajuan bangsa kafir-kemunduran bangsa beriman, seakan dua
kutub sulit dipertemukan dalam salah satu simpang jalan menuju
dunia yang makmur, bangsa yang bermartabat, bangsa yang
bersaudara, saling membantu sebagai hamba dari satu pencipta “
Allah SWT” atau dari kultus “agama” kasih (Nabi Isa, a.s) dan “agama
“keselamatan bersama umat manusia (Nabi Muhammad saw). Dalam
konteks peradaban manusia di atas, kadang ukuran norma agama
terabaikan. Dalam konteks muamalat, posisi agama dapat mewarnai
budaya, dan budaya berperan untuk menyampaikan kehendak
Tuhan-bahasa manusia dan pesan-pesan itu dijadikan barometer
dalam pembangunan ekonomi manusia sejak ratusan abad yang lalu.

Salah satu tujuan dari setiap negara-negara berkembang
mempunyai komitmen dan orientasi terhadap ekonomi pembangun-
an. Ekonomi pembangunan yang dilaksanakan negara-negara
berkembang mempunyai perbedaan prinsipil yang dilandasi filsafat,
hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program
pembangunannya.’® Pembangunan yang dilaksanakan negara-negara

59Tjahya Supriatna, Stategi Pembangunan dan Kemiskinan, (Cet. |, Jakarta: Rineka
Cipta, 2000), h. 13.
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berkembang secara gobal merupakan suatu proses kegiatan yang
terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan
modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan
kesejahteraan masyarakat.

Seperti dikemukakan Hendra Asmara bahwa negara yang
melaksanakan politik pembangunan diawali dari negara baru
merdeka atau negara belum berkembang (under developed countres),
kemudian negara terbelakang (backward countries), setelah itu negara
kurang berkembang (les developed countries), negara miskin dan
negara sedang berkembang (developing countries), akhir-akhir ini
sering dikenal dengan negara dunia ketiga (third worla countries),s0
telah dicanangkan sejak Marshal Plan tahun 1949 suatu respon sosial
terhadap pembangunan ekonomi diseluruh dunia mulai berkembang.
Pada awalnya gagasan Presiden Amerika Serikat Hendry S. Truman,
ditujukan untuk membantu merehabilitasi negara sekutu di Eropa
setelah Perang Dunia Kedua.

Program tersebut diikuti oleh negara lain dan badan
internasional untuk membantu merehabilitasi negara-negara miskin
pasca penjajahan. Terjadilah dua kelompok negara yaitu, negara maju
(development countries) dan negera berkembang (developing
countries), yang dibarengi dengan konsep pembangunan dari para ahli
mulai dikembangkan.6! Untuk mengejar ketertinggalan suatu negara
ditarapkan konsep pembangunan yang disebut paradigma per-
tumbuhan (Growth Paradigm) dalam rangka peningkatan pendapatan
masyarakat dan Pertumbuhan Pendapatan Nasional.

Bersamaan dengan itu, muncul gagasan Rostow dalam teori
tahapan pembangunan, dalam pengamatannya terhadap pertumbuh-
an pembangunan ekonomi negara maju.62 Negara maju telah
menempuh lima tahap yaitu; tahap pertama digambarkan sebagai
masyarakat tradisional, tahapp kedua digambarkan sebagai
masyarakat yang berada pada prakondisi untuk tinggal landas, tahap

60Hendra Asmara, dalam Tjahya Supriatna, Stategi Pembangunan dan
Kemiskinan,h. 13.

61Pada awalnya bantuan rehabilitasi negara-negara miskin secara spontan
disambut positif, belakangan diketahui bahwa tujuan bantuan negara maju adalah
sebuah kompensasi politik terhadap sumber kekayaan alam negara miskin yang
berlimpah untuk digunakan sebagai kekuatan dan basis militer. Inilah sebuah hikmah
dibalik kebijakan negara maju pasca penjajahan.

62 W. W. Rostow, The Strages of Economis Growth: A Non - Communist Manifesto
(London: Cambridge University Press, 1960, dalam Sadono Sukanto, 2008: 167.
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ketiga adalah tahap tinggal landas, tahap keempat menuju kedewasa-
an, dan tahap kelima komsumsi masa tinggi. Gagasan Rostow sangat
membantu dan dirasakan sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa
mencanagkan Dasawarsa Pembangunan Pertama (1960-1970)
dengan ciri pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebesar 5%
per tahun.

Pada awalnya, pembangunan difokuskan terhadap pertumbuh-
an ekonomi. namun demikian pada hakikatnya pembangunan
merupakan suatu proses perubahan sosial kumulatif dengan ekonomi
dan demo-krasi politik. Menurut Gunnar Mpyrdal, kegiatan pem-
bangunan merupakan suatu proses dan saling terkait, terjadi dalam
lingkaran sebab—akibat yang bersifat kumulatif (Cilcular Comolative
Causation).63 Strategi pertumbuhan dalam konsep pembangunan
ekonomi menimbulkan gelombang perubahan terhadap negara maju
dan negara berkembang. Negara-negara sedang berkembang mulai
mengejar ketertinggalan maka ditarapkan konsep paradigma
pertumbuhan (Growth paradigm) yang ditandai dengan Pertumbuhan
Pendapatan Nasional (Gross National Product or GNP) yang didukung
dengan kebijaksanaan investasi, tranfer teknologi dan perdagangan
untuk industrialisasi.

Pelaksanaan pembangunan pada negara-negara berkembang
(tertinggal) dengan strategi pertumbuhan ekonomi, ternyata sasaran
peningkatan GNP tersebut di atas tidak menjamin peningkatan
distribusi pendapatan nasional bahkan harapan trickle down effect,
sehingga tidak menguntungkan kelompok negara-negara miskin.
Hasil penelitian yang dilakukan di negara-negara berkembang ter-
nyata sasaran tersebut mengabaikan aspek pemerataan pembangun-
an antara masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan
pembangian pendapatan semakin menambah beban penderitaan yang
berkepanjangan. Dudley Seers mengatakan “Stategi pertumbuhan
ekonomi memberi peluang terhadap masalah pemerataan, karena
hasil pembangunan terkonsentrasi pada sekelompok orang, sehingga
masalah pembangunan pada negara-negara berkembang semakin
kompleks yang ditandai pengangguran, urbanisasi, marginalisasi
kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan.64

63Gunnar Myrdal, dalam Tjahya Supriatna, Stategi Pembangunan dan Kemiskinan,
h. 14.

64Dudley Seers dalam Tjahya Supriatna, Stategi Pembangunan dan Kemiskinan, h.
14-15.
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Belajar dari kegagalan pertama pada Dasawarsa Pembangunan
PBB (1971-1980), maka strategi pembangunan pada negara-negara
terbelakang mulai bergeser dari strategi pertumbuhan ekonomi
(Growth paradigm) menjadi pertumbuhan dan pemerataan pem-
bangunan (growth and equity of strategy development). Strategi
pertumbuhan ekonomi negara berkembang menuju negara
industrialisasi mencanangkan pertumbuhan sebesar 6% setiap tahun
selama dasawarsa Pembangunan PBB kedua, dengan tujuan pe-
merataan dalam bidang pendapatan kesehatan, keadilan, pendidikan,
berusaha, keamanan, Kkesejahteraan sosial maupun maupun
kelestarian lingkungan yang ditandai oleh struktur perubahan
ekonomi dan sosial. Strategi ini lebih lebih diorientasikan pada
investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam
proses pembangunan.65 Dua unsur yang disebutkan terakhir, ternyata
belum menunjukan hasil signifikan, disebabkan masih kuatnya
ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju berupa
pola konsumsi, investasi, bantuan luar negeri, dan pinjaman. Hasilnya
belum terasa oleh masyarakat di berbagai negara berkembang
sehingga menguatirkan dampaknya terhadap sumber kekayaan dan
kerusakan lingkungan yang membawa malapetaka terhadap
keselamatan masyarakat kurang mampu dibeberapa negara
berkembang.

Dengan munculnya OPEC dan adanya Dialog Utara -Selatan
yang melahirkan Tata Ekonomi Dunia Baru, adalah pertanda perbaik-
an sosial ekonomi negara-negara berkembang serta merupakan
strategi Dasawarsa PBB Ketiga (1981-1990) yang diperkirakan
pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sebesar 7%
didukung dengan usaha ekselarasi pembangunan ekonominya dengan
masalah ekonomi internasional secara global, ditunjang dengan
struktur sosial serta kelembagaan yang kondusif. Dekade ini masalah
yang menjadi agenda pembangunan dan perhatian serius dari negara-
negara berkembang adalah pertumbuhan penduduk, urbanisasi,
kemiskinan, keterbelakangan, partisipasi dan organisasi sosial/
politik, kerusakan lingkungan dan masyarakat pedesaan.

Masalah penduduk dunia pada negara-negara berkembang
mayoritas dan terkonsentrasi di pedesaan sehingga proyek PBB
terhadap jumlah penduduk pedesaan negara berkembang dari tahun

65Tjahya Supriatna, Stategi Pembangunan dan Kemiskinan, h. 15.
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1970 sebesar 1,91 miliar akan berjumlah 2,62 miliar tahun 1900. Pada
negara-negara di Asia Selatan yang penduduknya berada pedesaan
akan meningkat tahun 1970 dari 0,888 miliar menjadi 1,36 miliar
menjelang tahun 1990. Kecenderungan ini berimplikasi terhadap
pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan
masyarakat.

Pada dekade pembangunan berdasarkan hasil penelitian David
C. Korten bekerjasama dengan Dewan Sosial dan Ekonomi PBB dan
bank Dunia tahun 1991menyimpulkan adanya dekade krisis karena
mempunyai relefansi akibat pembangunan antara 1980-1990
diwarnai masalah kependudukan (kemiskinan, urbanisasi, kesehatan,
dan pendapatan). Kemiskinan tahun 1980 sebesar 48% dan tahun
1990 sekitar 30,1% dari jumlah penduduk dunia, kerusakan alam
akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi pada pembangunan
manusia, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan dan
integritas pembangunan yang saling mendukung.

Kemudian ditarapkan konsep pembangunan yang berkelanjut-
an atau “Sustainabel Development” yang didukung dengan pendekatan
konsep pembangunan manusia atau Human Development, Suhadi
menjelaskan, behwa berbagai konsep pembangunan telah dilakukan
untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Konsep pembangunan
manusia mulai dimasukannya tolak ukur indeks pembangunan untuk
kesejahteraan manusia seperti harapan hidup, angka kematian bayi
dan melek huruf. Indonesia sebagai negara berkembang menganut
konsep pembangunan yang lebih luas dan menyeluruh yang
menempatkan manusia sebagai pribadi, mahluk sosial dan religius,
sehingga arah pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya
dan masyarakat seluruhnya, dengan mengusahakan pembangunan
fisik dan non fisik serta kesejahteraan. 66

Dalam pendekatan pembangunan manusia pada negara-negara
berkembang tahun 1990 sampai sekarang lebih dititik beratkan pada
pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung pertumbuhan
ekonomi, dengan strategi sustained development yang dicirikan oleh;
(a) pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan
pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa
pelayanan sosial sektor kesehatan dan gizi, sanitasi, pendidikan, dan

66Suhardi, Membangun Peternakan Tangguh: Orasi Ilmiah Pemberian Doctor
Honorius Causa, tidak dipublikasikan (Bandung: 1994), h.23.
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pendapatan bagi peningkatan Kkesejahteraan masyarakat; (b)
pembangunan yang ditunjukan pada pembangunan sosial seperti
mewujudkan keadilan, pemerataan, dan peningkatan budaya serta
menciptakan iklim pembangunan yang damai; (c) pembangunan yang
diorientasikan pada manusia untuk berbuat (subyek pembangunan)
melalui people centered devolopment dan promote the empowerment.67

David C. Korten dalam perspektif yang bersifat People centered
Devolopment” mengatakan bahwa arah pembangunan pada periode
adalah untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan dalam
rangka kelangsungan pembangunan yang serba global, yang lebih
penting pada segi tranformasi kelembagaan, nilai, teknologi, perilaku
manusia yang konsisten terhadap kualitas kehidupan sosial dan
lingkungannya.68

Negara Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup besar
di bidang kependudukan dan lingkungan hidup. Jumlah penduduk
Indonesia tahun 1990 sebesar 179,2 juta orang yang berada di daerah
perkotaan 30,9 %, dan di daerah pedesaan 69,1%. pada tahun 1993
mencapai 185 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2009 mencapai
242 juta jiwa dengan perbandingan tingkat kemiskinan mencapai
sekitar 16,8%.

Efek Lingkaran Perangkap Kemiskinan Terhadap Pembangunan
Ekonomi

Yang dimaksud dengan lingkaran kemiskinan (the vicious circle
of poverty) atau perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan
yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga
menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan
akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat
pembangunan yang lebih tinggi. Teori lingkaran kemiskinan pada
hakikatnya berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan
oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, tetapi juga meng-
hadirkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang.

67United Nation Center For Rogional Development, 1990, dalam Tjahya Supriatna,
h. 19.

68David C. Korten, People Centered Devolopment: Reflections on Development
Theory and Methods (Manila: t,p, 1982), h.142.
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Sehubungan dengan itu, Nurkse mengatakan, “ suatu negara jadi
miskin karena ia merupakan negara miskin “ (A Country is poor
because it is poor).89 Menurut pendapatnya lingkaran perangkap
kemiskinan yang terpenting adalah keadaan-keadaan yang
menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat
pembentukan modal yang tinggi. Pada satu pihak pembentukan modal
ditentukan oleh tingkat tabungan, di lain pihak adanya investor.
Dengan demikian menurut Nurkse, ada dua masalah yang meliliti
negara berkembang yaitu dari segi penawaran modal dan dari segi
permintaan modal.

Dari segi penawaran modal lingkaran perangkap kemiskinan
dapat dinyatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah,
yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebab-
kan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah, yang
berimplikasi terhadap tingkat pembentukan modal yang rendah. Dari
segi permintaan modal, corak lingkaran perangkap kemiskinan
mempunyai bentuk yang agak berbeda. Di negara-negara miskin,
perangsang untuk melakukan penanaman modal rendah, karena luas
pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan itu lebih disebabkan
oleh hasil pendapatan yang rendah pula. Pendapatan yang rendah
disebabkan okeh produktivitas yang rendah pula tentunya
berhubungan dengan penanaman modal yang rendah. Pementukan
modal yang terbatas ini disebabkan antara lain oleh kekurangan
perangsang untuk menanam modal.”0

Lebih lanjut Nurkse mengatakan bahwa peningkatan
pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap
kemiskinan seperti disebutkan di atas, tetapi juga oleh international
demonstration effect, yang dimaksud dengan ini adalah kecenderung-
an untuk mencontoh corak konsumsi dikalangan masyarakt yang
lebih maju. Adanya negara maju, memungkinkan penduduk negara
berkembang mengoinpor dan mengkonsumsikan barang-barang
industri yang mutunya jauh lebih baik dari yang dihasilkan dalam
negeri. Andaikata keadaan demikian berlaku, maka international
demonstration effect akan memperburuk lagi keadaan lingkaran
perangkap kemiskinan yang dihadapi negara-negara berkembang.”!

69R.Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, (Oxford:
Basil Blackwell, 1953), h. 1953.

70R. Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, h.: 70.

71R. Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, h. 76.
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[stilah lain yang mirip dengan teori Nurkse adalah “globalization and
indingenous Cultur” yang dipopulerkan Roland Robertson pada tahun
1977. Secara umum glokalisasi adalah penyesuaian produk global
dengan karakter lokal.”2 Ada juga yang mengatakan bahwa glokalisasi
adalah think globally and act locally (berpikir global, tetapi bertindak
lokal).

Di samping teori lingkaran kemiskinan Nurkse di atas, Meier
dan Baldwin mengemukakan satu lingkaran perangkap kemiskinan
lain. Lingkaran perangkap kemiskinan ini timbul dari hubungan saling
mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang
dan tradisional dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan.
Untuk mengembangkan pembangunan dibutuhkan tenaga kerja yang
memiliki kemapuan maksimal. Pada umumnya di negara berkembang
sumber daya manusia (SDM) masyarakat masih relatif rendah, tenaga
ahli yang dipekerjakan masih terbatas jumlahnya.”3

Kenyataan ini di berbagai negara menunjukkan bahwa makin
kurang berkembang keadaan sosial dan ekonomi suatu negara, makin
lebih terbatas sumber daya dan kekayaan alam yang dapat
dikembangkan. Sebaliknya, karena kekayaan alam belum sepenuhnya
dikembangkan, maka tingkat pembangunan masyarakat tetap rendabh,
dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian
penduduk juga terbatas.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perangkap
kemiskinan selain kekayaan alam yang kurang dikembangkan, aspek
produktifitas pun seakan menunjukkan tren yang rendah pula,
sehingga dapat mempengaruhi pendapatan reil masyarakat sehingga
tabungan menunjukkan angka yang semakin rendah pula. Semua
lingkaran perangkap kemiskinan ini merupakan totalitas sestem yang
saling mempengaruhi dan berdampak pada rendahnya pendapatan
masyarakat.

Adapun hubungan antara ketiga perangkap kemiskinan dapat
dilihat pada gambar 1 berikut ini;

72Teori ini pada awalnya sebagai sebuah kritik terhadap sikap negara maju yang
melakukan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki negara-negara
miskin di Inggris. Selengkapnya Lihat, Roland Robertson, dalam Ubaidillah dan Abdul
Razak (ed), Demokrasi, HAM, dan masyarakat Madani, Edisi Revisi (jakarta: ICC UIN
Syarif Hidayah Jakarta kerjasama dengan The asia Foundation, 2006), h. 114.

73G. M. Meier dan R. E. Baldwin, The Strages of Economis Growth: A Non -
Communist Manifesto h. 320.
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Gambar Hubungan Perangkap Kemiskinan.

Analisa mengenai penghambat pembangunan sebagaimana
gambar 2 di atas, pada dasarnya teori lingkungan perangkap
kemiskinan berpendapat bahwa; (i) adanya ketidakmampuan
mengerahkan tabungan yang cukup, (ii) kurang merangsang
melakukan penanaman modal; dan (iii) rendahnya taraf pendidikan,
pengetahuan, dan kemahiran masyarakat. Ketiga faktor utama yang
menghambat tercipatnya pembentukan modal dan perkembangan
ekonomi pembangunan akan berimplikasi terhadap rendahnya
pendapatan riil.
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BAB 4

Pengertion Ekonomi Pembangunan
Perspektif Islaom

Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam menempatkan
pembangunan pada posisi tengah, amat perduli dengan keseimbangan
antara kepentingan umum dan kepentingan individu, sehingga
maqashid dapat diraih dan tetap terpelihara. Itulah sebabnya,
ekonomi pembangunan dalam Islam memiliki peranan kunci dalam
pembangunan manusia di dunia dan di akhirat yang memberi
keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan spritual.
Untuk mendapatkan kedua kebutuhan itu Al-Qur'an memberikan
petunjuk dan dasar pijakan manusia untuk mendapatkan rezeki dari
Tuhan-Nya.

Demikian pula pandangan Al-Qur’'an tentang ekonomi positif
dan ekonomi normatif adalah satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. Kedua aspek ini akan saling melengkapi menuju kesebuah
keseimbangan ekonomi pembangunan yang barada pada nilai-nilai
aqidah, syari’ah dan akhlak. Ketiga pilar inilah sebetulnya ending
ekonomi Islam, dasar dari sebuah aktivitas manusia dalam sebuah
sistem ekonomi yang memberi arti keseimbangan antara kebutuhan
material dan kebutuhan spritual-kebutuhan dunia dan kebutuhan
akhirat-kebutuhan yang memberikan keseimbangan-sunnahtullah
bagi orang-orang yang berpikir.
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Secara filosofis, makna ekonomi pembangunan dalam
perspektif Islam dapat ditelusuri melalui petunjuk Al-Qur’an antara
lain QS Al-Jumuah/ 62: 10.

138 i Bl 1550800 8 391 138805 Com S bl 15580050 15358 28T 3L
Terjemahnya:
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.74

Allah menyadari bahwa status sosial manusia hanya dapat
diperoleh jika manusia itu berusaha dan bekerja. Dan betapa manusia
yang beruntung mendapatkan hasil kerja dengan selamat, dengan cara
yang baik dan bersih, tanpa merusak dan menganiaya orang lain,
sehingga kemudian Allah mendorong manusia, memaksakan manusia
untuk bekerja merubah sifat rendah diri menjadi rendah hati. Sifat
rendah diri dapat mengakibatkan dan cenderung meminta-minta yang
bukan haknya, sementara sifat rendah hati, akan melahirkan sikap dan
kebiasaan perduli terhadap orang-orang miskin yang tidak bisa
diberdayakan karena faktor tertertu. Perhatikan QS Al-Hajj/ 22: 77
dan QS Al-Mu’minun/ 23: 1-2 sebagai berikut;

G55 T il 05 15815 540051585018 )
“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah
Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu beruntung”.”s

Dsiaill i 3
O3A 25 la b 2 ol
Terjemahnya:
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu)
orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya.”¢

Menurut Hasan Aedy ekonomi pembangunan adalah salah satu
cabang ilmu ekonomi yang ditujukan untuk mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi negara-negara terbelakang (miskin), antara
lain adalah masalah yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi

74Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h.554.
75Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 341.
76 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 342.
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antar negara, kemiskinan, keterbelakangan, dan wusaha untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada umumnya negera-
negara terbelakan baru mendapat kemerdekaan.”?

Menurut Mannan, konsep ekonomi pembangunan dalam Islam
lebih luas dari konsep ekonomi sekuler. Dan walaupun dasar pem-
bangunan ekonomi Islam adalah multidimensional karena mem-
punyai dimensi moral, sosial, politik dan ekonomi), namun sejak awal
pembangunan moral dan spritual sudah terintegrasi dalam
pembangunan ekonomi. ini yang dinamakan “Tazkiyah al-Nafs” yang
memiliki dimensi material —spritual. Perhatikan (Q.S. Asy-Syams, 91:
7-10). Yang artinya “... Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya,
mama Dia mengilhamkan kepadamu (jalan) kejahatan dan ketaqwaan,
sungguh beruntung orang yang mennyucikan (jiwa itu) dan sungguh
rugi orang yang mengotorinya...

Lebih lanjut Manan menyatakan, pembangunan ekonomi dalam
Islam bukan hanya pembangunan material saja tetapi segi spritual dan
moral pun menempati kedudukan yang sangat penting. Salah satu
bentuk penguatan ekonomi pembangunan dalam Islam misalnya ;
takaful, tadamun, dan keamanan lembaga sosial dalam Islam lainnya
misalnya, (BAZARNAS/ BAZNAS).”8 Mannan menganalogikan
ekonomi pembangunan dapat berperan sebagai seorang Bidan yang
menolong lahirnya hasil yang sudah berwujud dari ide dan
kemungkinan terakhir yang dapat dikaitkan dengan faktor religius
dan kultural Islam.”

Adapun ruang lingkup ekonomi pembangunan dalam Islam
merupakan cita-cita pembangunan ekonomi yang bukan hanya di-
nyatakan dengan ukuran Produksi Regional Bruto (PDB) dan kenaikan
perdapatan per kepita, tetapai juga dengan syarat bagaimana cara
menaikan tingkat mutlak kehidupan si miskin untuk menghilangkan
kemiskinan, sekaligus merubah terminologi miskin dan takdir
menjadi sebuah keniscayaan “dimana ada keinginan, di situ ada jalan”.
Semua tujuan ini harus disertai dengan pemeliharaan nilai moral dan

77Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah
Studi komparatif, h. 6.

78M. Abdul Mannan, Islamic Economic, Teory and Practice, Terj. Muhammad Syafi’i
Antonio dan Karnain Parwataatmadja (ed), Teori dan Praktik Ekonomi Islam,
(Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), h394.

79M. Nejatullah Siddqi, The Economic Enterprise in Islam, Terj. Anas Siddiqi,
Kegiatan Ekonomi dalam Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.76-77.
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spritual sebagai cerminan dari konsep Mannan “Tazkiyah”
(pemurnian moral disertai pertumbuhan). Syarat pertumbuhan
ekonomi sebagai faktor pembangunan yang meliputi sumber daya
alam dan prilaku manusia sebagai subyek pembangunan. Seperti
dikemukanan oleh Lewis, bahwa pertumbuhan output per kapita di
satu pihak tergantung dari sumber daya alam, di lain pihak tergantung
dari perilaku manusia, sementara sumber daya alam yang kaya belum
sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan prilaku ekonomi pembangunan di negara-negara
berkembang merupakan pencerminan dari keinginginan untuk
mencapai pertumbuhan ekonimi, dan memainkan peran yang amat
penting dalam pembangunan ekonomi, bahkan untuk menunjukan
tingginya pertumbuhan ekonomi. Mannan mengatakan, bahwa
sesungguhnya dalam Islam tidak menutup kemungkinan untuk
memberlakukan ketentuan yang keras dan dapat dipaksakan untuk
mencapai tujuan pembangunan. Bila perlu, Islam tidak menutup
kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan melalui
kekerasan, demi tercapainya kebaikan yang sebesar-besarnya bagi
rakyatnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah antara lain adalah
meningkatkan kebutuhan hidup minimum dan keserasian sosial
dalam peralihan teknologi serta mendorong peran ulama dalam
pembangunan.
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BAB 5

Masalah Ketimpangan Ekonomi dan
Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Wacana tentang ketimpangan dan kemiskinan seringkali
dicampuradukan meskipun kedua istilah memiliki perbedaan.
Menurut Taylor, mengatakan bahwa, pada umumnya kemiskinan
menunjukkan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan tertentu.
Penduduk disebut miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan (inequality)
mendeskripsikan menjadi jurang antara yang kaya (baca: pendapatan
tinggi) dan miskin (baca: pendapatan rendah).80 Bisa jadi kemiskinan
turun namun tingkat ketimpangan dalam suatu masyarakat
meningkat. Ini terjadi ketika suatu perekonomian membaik sehingga
mampu membantu si miskin sedikit lebih kaya, namun menjadi si kaya
menjadi kaya. Sebailinya ketika perekonomian mulai menurun, ketika
pasar turun dratis, bisa saja si miskin teingkat pendapatannya
membaik, namun banyak pemodal si kaya yang mengalami kerugian
akibat transaksi di pasar modal, sehingga ketimpangan malah
membaik.

Dalam ilmu ekonomi, masalah ketimpangan seringkali kali
dianggap sebagai pemicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang
sering terjadi diberbagai daerah. Banyak cara mengekspresikan
kekecewaan melaui cara yang bisa dijangkau misalnya; Ada yang

80Thimothy Taylor, The Instant Economicst: Everything You Need to Know About
How The Economy (London: Plume Book, 2012), h. 32.
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menyikapi ketimpangan dan kemiskinan dengan membakar diri, ada
yang menyikapi dengan minum racun, ada yang menyikapi dengan
terjun dari tower listrik, ada juga yang mengambil sikap diam dan
tidak makan, bahkan ada yang menjahit mulut. Semua ekspresi dan
kekesalan secara alami berjalan mengikuti deret waktu dan telah
memuncak pada garis batas kekecewaan sehingga kadang manusia
menganiaya dirinya sendiri.

Selain ketimpangan dan kecemburuan sosial, kekerasan pada
hakikatnya merupakan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar. Studi
dibeberapa negara-negara Afrika dan negara berkembang. Mereka
lakukan kekerasan karena frustasi akibat akses lapangan kerja yang
sangat minim. Akibatnya, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari, akhirnya kekerasan muncul ketika masyarakat tidak tahu
lagi kemana dan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup
bahkan untuk yang paling mendasar sekalipun. Banyak indikator yang
dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan antara negara, antar
wilayah dan antar kabupaten /kota.

Distribusi Pendampatan

Krisis selama tahun 1997-2007, telah menimbulkan dampak
sosialekonomi-politik yang luar biasa bagi bangsa Indonesai. Kendati
kinerja ekonomi pascakrisis cenderung membaik,indikator
ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya eksklusi
sosial-ekonomi bagi kebanyak manusia Indionesia. Menurut
Burhanuddin Abdullah dan Kuncoro, Eksklusi itu timbul karena
retribusi pendapatan dan tentunya juga redistribusi kekuatan
ekonomi -politik yang berlangsung secara tiba-tiba dalam
perekonomian Indonesia. Akibatnya, mereka yang sudah miskin,
dihantam lagi dengan badai krisis.8! Ekslusi bagi mereka yang sudah
miskin dan mereka yang menjadi miskin karena krisis, tidaklah
teatrikal, namun dapat diamati bahwa hasil akhir redistribusi masih
terasa sangat menyesatkan bagi mereka mereka yang berada dibagian
bawah dari piramida soail—ekonomi. Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada tabel 5 dan tabel 6 berikut;

81Burhanuddin Abdullah, Tantangan Kita 10 Tahun Setelah Krisis: Makalah pada
sidang Pleno ISEl ke-12 (Balikpapan: t.p. 2007). h. 1-12. Lihat juga Mudradjat Kuncoro,
Ekonomi  Algomerasi; Dinamika dan Dimensi Spasial Kluster Industri
Indonesia,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012), h. 31.
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Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator ketimpangan yang
digunakan sebagai ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi dan
kemakmuran suatu negara. Pada umumnya untuk mengukur
indikator kemiskinan digunakan kriteria garis kemiskinan (poverty
line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Berdasarkan pengukuran
versi BPS bahwa besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat
dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskian adalah
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan
di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin
banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata
berbeda-beda. Ini disebabkan karena ada perbedaan lokasi dan
standar kebutuhan hidup. Penggunaan batas miskin dari besarnya
rupiah yang dibelanjakan per kapita se bulan untuk memenuhi ke-
butuhan minimum makanan dan bukan makanan.82 Untuk kebutuhan
minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang
pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi
pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dua pendekatan yang digunakan BPS yaitu pendekatan
kebutuhan dasar (basic needs approach) daan pendekatan head Count
Index. Konsep basic needs approach menggambarkan bahwa kemiskin-
an dikonseptualkan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan. head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan
kemiskinan asolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk
yang berada di bawah suatu batas garis kemiskinan, yang merupakan
nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan.
Dengan demikian garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu
garis kemiskinan makanan (food line0 dan garis kemiskinan non-
makanan (non-food line).83

Hal penting lainnya mengenai garis kemiskinan BPS adalah
hubungan dengan tren dalam mengungkapkan kemiskinan di
perkotaan dan di perdesaan. Tujuan dibedakannya garis kemiskinan
ini adalah karena biaya hidup di kota dan di desa memang berbeda.
Perbedaan tersebut ditunjukan bahwa terdapat peningkatan pangsa
pasar kaum miskin perkotaan dalam kemiskinan total di Indonesia

82BPS, Peta Penduduk Miskin di Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2004),.
H. 27.
83Mudrajat Kuncoro, Indikator Ekonomi, h.196.
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yaitu populasi perkotaan meningkat lebih cepat. Alasan lain adalah
presentase populasi orang miskin yang tinggal dikawasan perkotaan
menurut versi BPS kenyataannya meningkat lebih cepat dari garis
kemiskinan perdesaan sejak tahun 1967, sehingga di tahun 1987 garsi
kemiskinan perkotaan mencapai 70% lebih tinggi dibandingkan
kawasan perdesaan.

Akibat krisis yang terus berlanjut, sampai dengan akhir tahun
1997, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 49,5 juta
orang, atau sekitar 24,2% dari jumlah penduduk Indonesia.
Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak sepenuhnya
terjadi akibat adanya krisis ekonomi, melainkan terjadi disebabkan
perubahan standar yang digunakan. Perubahan yang bergeser dari
tahun 1968-1989 terjadi bukan semata-mata karena pergeseran pola
konsumsi, tetapi lebih karena perluasan cakupan komoditi yang
diperhitungkan dalam kebutuhan minimum, yang dilakukan agar
standar kemiskinan dapat mengukur tingkat kemiskinan secara lebih
realistis. Jumlah penduduk miskin tahun 1996 jika diukur dengan
standar yang sama tahun 1998 adalah 34,1 juta, (17,5%)). Oleh karena
itu kenaikan riil yang mungkin terjadi sehubungan dengan adanya
Kkrisis adalah 15-17 juta per tahun.

Bank Dunia menggunakan dua kriteri dalam menentukan garis
kemiskinan. Pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang
didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis
kemiskinan internasional berdasarkan PPP (purchasing power parity)
US$1 dan US$2. Untuk membandingkan tingkat klemiskinan, bank
Dunia menggunakan estimase konsumsi yang dikonversi ke dalam
dolar AS dengan menggunakan PPP (PPP for Consumtion) dan bukan
nilai tukar (exchangerate). Digunakannya PPP dan bukan kurs sebagai
dasar perbandingan kemiskinan antarnegara karena konversi kurs
nilai mata uang suatu negra terhadap PDB dan komponen-
komponennya dapat memberikan hasil yang tidak konsisten.

Menurut Bank Dunia,(2012) bila garis kemiskinan dihitung
berdasarkan purchasing power parity US$1 per kapita/hari maka
presentase kemiskinan adalah sebesar 5,9% pada tahun 2008 lebih
rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,7%.
Namun temuan bank Dunia tersebut juga memberikan isu lain, yaitu
soal sensitivikasi angka kemiskinan. Jika garis kemiskin naik dua kali
lipat, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin naik lebih dari empat
kali lipat. Ini menunjukkan bahwa perhitungan angka kemiskinan di
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Indonesia begitu sensitif terhadap perubahan harga. Fluktuasi sedikit
saja dari harga-harga kebutuhan bisa berakibat banyak sekali
penduduk yang tergolong miskin.84 Berdasarkan ketentuan tersebut,
pada tahun 1997 kondisi krisis di Asia, angka kemiskinan di Indonesia
mencapat 40,3% atau meningkat sebesar 22,6% dari tahun 1996,
naumn, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 17,7% tahun
2006 menjadi 15,4% (versi BPS) atau naik 5,9% dan 42,6% (versi
Bank Dunia) pada 2008 tingkat kemiskinan menunjukkan tren
menurun. Namun jumlah orang miskin masih substansial, terutama
bila menggunakan indikator US$2/kapita/hari versi Bank Dunia.
Meskipun tren kemiskinan diukur dengan tiga pendekatan praktis
yang berbeda.

Di Indonesia tren kemiskinan sebagaimana gambaran di atas,
jika diamati dengan cermat, tren tersebut mengalami peningkatan
yang cukup tajam terjadi di wilayah pedesaaan yang nota benenya
adalah masyarakat agraris. Rendahnya pendapatan petani (agraris)
dari tahun ke tahun menandakan bahwa kebijakan pemerintah untuk
meningkatkan pendapatan sektor pertanian belum menggambarkan
perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan. Selain itu tingkat
kemiskinan di perkotaan pun mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Untuk lebih jelas, lihat Tabel 7 berikut ini:

Provinsi yang memiliki rata-rata kemiskinan periode 2006-
2011 yang lebih tinggi dari pada Indonesia pada umumnya berasal
dari Kawasan Indonesia Timur (KIT). Tingginya angka kemiskinan
tersebut merupakan gambaran terhadap rendahnya sumber daya
manusia, di samping akses kegiatan perekonomian yang belum
maksimal, disebabkan belum meratanya pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan di wilayah tersebut. Sementara itu provinsi DKI Jakarta
rata-rata presentase kemiskinan yang paling rendah, karena DKI
Jakarta adalah pusat perekonomian nasional. Provensi-provinsi yang
memiliki sumber daya alam yang besar seperti Kalimantan Timur,
Riau, Kepulauan Riau atau jambi rata-rata presentase kemiskinan
lebih rendah daripada rata-rata presentase kemiskinan di Indonesi.
Tren lain indikator ketimpangan adalah indeks persepsi koropsi di
negara-negara berkembang.

84Mudrajat Kuncoro, Perencanaan Daerah: bagaimana Membangun Ekonomi
Lokal, Kota, dan Kawasan, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.96.
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Persepsi Korupsi di Indonesia

Bagaimana dengan korupsi. Istilah koropsi berasal dari bahasa
latin, corroptio atau corrumpere yang berarti busuk, rusak, memutar-
balikan, menyogok.85 Menurut Transparansi Internasional, korupsi
adalah prilaku pejabat publik, politisi, pegawai negeri, yang secara
tidak wajar/legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang
tidak dengan dirinya menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan. Dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi, tindakan koropsi
meliputi; (1) kerugian negara; (2) suap menyuap; (3) penggelapan
dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan
kepentingan dalam pengadaan; (7) gratifikasi (pemberian hadiah).86

Dalam catatan Transpormasi internasional (2010), bila
sebelumnya Indonesia termasuk dalam jajaran 10 besar negara
terkoropsi di dunia, sejak tahun 2003 tidak lagi masuk dalam daftar
tersebut. Nilai sebuah negara merupakan indikator jauh lebih penting
dari pada peringkatnya dalam memberikan persepsi mengenai tingkat
koropsi yang terjadi di negara tersebut. Pergeseran peringkat pun bisa
terjadi dengan berbagai sebab antara lain laporan kinerja pemerintah
yang belum menampilkan akuntabilitas yang tinggi, tranparansi, dan
kejujuran.

Tranparancy International (2008) memberi peringkat kepada
suatu negara berdasarkan tingkat koropsi yang terlihat ada di antara
pejabat pemerintah dan politisi di negara tersebut. Indeks yang
disebut “Indeks Persepsi Koropsi” (IPK) atau corruption Perception
Index (CPI) merupakan indeks gabungan, sebuah hasil polling dari
berbagai polling, kumpulan pendapat ahli terkait korupsi dan survei
bisnis yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen dan
terkemuka, indeks ini mencerminkan pendapat seluruh dunia,
termasuk pendapat pakar yang bertempat tinggal di negara-negara
yang dievaluasi.

Kendati IPK Indonesia membaik sejak tahun 2000, rekor
Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN. Pada tahun 2010,
IPK Indonesia menempati peringkat ke-111 dari 178, di tahun 2011
peringkat Indonesia sedikit bergeser menjadi 100 dari 188 negara.

85Mudrajad Kuncoro, Perencanaan Daerah: bagaimana Membangun Ekonomi
Lokal, Kota, dan Kawasan, h.253.
86KPK 2009.
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Untuk lebih jelas, simak Tabel 8 tentang pencitraan Lembaga
Terkorop di Indonesia Tahun 2006 sampai 2007 berikut ini:

Beberapa data ketimpangan di atas, setidaknya dapat memberi-
kan gambaran kinerja perekonomian pemerintah selama 68 tahun
atau hampir mencapai satu abad (1945-2013). Dalam Kkonteks
ekonomi Islam, ketimpangan dan kemiskinan yang menggambarkan
kinerja sebuah pemerintahan merupakan suatu bentuk kedzaliman
terhadap kemaslahatan penduduk. Terutama jika dilihat dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan dalam konteks maqashid as-syari’ah
perspektif ekonomi Islam, akibat kezhaliman pemerintah terhadap
hak hidup layak bagi kemanusiaan belum memberikan dapkanya
terhadap kemaslahatan manusia dan ini semua bertentangan dengan
amanat Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila.

Al-Qur’an pun banyak memberikan penjelasan tentang dampak
ketimpangan (mirip dengan istilah manusia serakah), misalnya kisah
Qabil dan Habil. Perhatikan QS Al-Maidah/ 5: 27-32, kemudian juga
bagaimana Al-Qu’'an menggambarkan karakter keserakahan harta
Qarun sebagaimana digambarkan dalam QS Al-Qasas/28: 76-82,
kemudian QS Al-Ankabut/ 29:39, dan QS 40: 24), termasuk juga
tahkim dimasa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Semua itu merupakan
gambaran episode sejarah manusia yang terus berulang sejak zaman
sebelum datangnya Islam (baca: perebutan kunci Ka’bah),87 yang
menggambarkan betapa dahsyatnya dampak dari sebuah
ketimpangan politik, ekonomi dan budaya,88 dan sampai saat ini
karakter manusia seperti yang digambarkan di atas terus berlangsung.

Berbagai literatur ekonomi Islam seringkali menggambarkan
kekuatirannya terhadap bahaya ketimpangan dan kemiskinan yang
pada akhirnya umat Islam seringkali terjebak pada lingkaran
kekufuran, sehingga tidak mengherankan sebagian besar pemikiran
dan teori ekonomi Islam cenderung membicarakan persoalan (mikro
ekonomi) terutama menyangkut akhlak pembangunan ekonomin, dan
konsep kekhalifaan manusia di dunia yang berimplikasi terhadap
kehidupan di akhirat. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam terhadap
“Ketimpangan dan Kemiskinan” antara lain sebagai berikut:

87Muhammad Husain Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, saw, h.53.
88 Harun Nasution, Islam Rasional; gagasan dan pemikiran, Cet.I (Jakarta: Mizan,
1994), h.52-78.
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Menurut Muhsin Sulaiman, prinsip-prinsip pertarungan
manusia dengan kekayaan alam ini, bertujuan untuk memperoleh
barang-barang dan pelayanan-pelayanan dalam segala urusan hidup,
yang melahirkan muamalat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan
sedikit demi sedikit, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan
keahliannya. Hasil produksi itu dibagikan (didistribusikan) supaya
masyarakat semakin maju dalam menghasilkan barang-barang dan
jasa-jasa dalam jumlah banyak dan kualitas baik; dan supaya barang-
barang dan jasa-jasa tersebut dibagikan sebaik-baiknya, sehingga
ketimpangan dan kemiskinan tidak merambah lebih luas. Ia kemudian
menggambarkan ketimpangan, kemiskinan, dan pemenuhan kebutuh-
an ekonomi, bagaikan tiga orang yang tinggal di tengah padang pasir
dekat sebuah sumur. Produksi diibaratkan sebagai air yang keluar dari
sebuah sumur.89 Andaikata ketiga orang itu mengambil satu ember air
dari sumur, sedang mereka sama-sama membutuhkannya untuk
menghilangkan dahaga, memasak nasi, dan berwudhu, maka
dipastikan masing-masing memperoleh air sesuai kapasitas air
diembar jika hanya 9 liter. Dikerjakan secara bersama-sama, dibagi
sama rata; yakni masing-masing mendapatkan 3 liter, dapat meng-
hilangkan dahaga, masak nasi dan berwudhu.

Menurut Nejatullah Siddiqy, prinsip-prinsip aktivitas per-
ekonomian dalam Islam adalah untuk mencapai falah yang digambar-
kan sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan materi harus
diseimbangkan dengan dengan usaha mendapatkan dunia yang lebih
abadi-yaitu akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan
agar setiap individu menciptakan kehidupan yang harmonis untuk
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kemaslahatan akhirat. lafal
yang digambarkan dalam Al-Qur'an sama dengan “kerelaan Allah
SWT”. Adapun perbedaan antar keduanya bahwa “kerelaan Allah yang
digambarkan Al-Qur’an: merupakan ide yang abstrak dan sukar untuk
diukur secara jelas, sementara falah sebagai wujud kebahagiaan hidup
merupakan keadaan yang dapat dilihat dan dapat dipahami.?®

89Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Liaajul - Musyhilah Al-Iqtisaadiyah bil-Islam,
Terj. Abdul muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islami, Cet. 1
(Bandung: Al-Ma’arif, 1983),, h.62-65.

90Muhammad Nejatullah Siddiqi, Islamic Consumer Behaviour dalam Sayyid Tahir,
h. 2-3.
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Menurut mannan, syarat pertumbuhan ekonomi sebagai
antononim ketimpangan dan kemiskinan, berada pada dua persoalan,
yaitu prilaku manusia dan sumber alam yang terbatas.! Gagasan
pokonya bahwa sumber alam yang melimpah tidak memberikan ke-
pastian terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan
masyarakat. Sementara prilaku manusia yang cenderung stagnan, ia
gambarkan sebagai sebuah masyarakat tradisional yang ditandai oleh
keseimbangan yang statik, maka tekanan dan ketegangan yang
diakibatkan ketimpangan dan kemiskinan dalam usaha pembangunan
manusia akan menimbulkan ketidakseimbangan dinamik dan frustasi
secara besar-besaran.

Sehubungan dengan prilaku yang cenderung statik di atas, Tibi
mengatakan bahwa agama sebagai sebuah model untuk realitas dan
interaksi antara keduanya akan melahirkan pemikiran ekonomi Islam
sebagai suatu sistem budaya modern yang menghalau berbagai
ketimpangan, ketertinggalan dan peradaban yang terkoyak dari
sebuah sistem “dunia”.92 Untuk menunjang terlaksananya sistem
ekonimi modern dalam Islam, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa
prinsip Islam memiliki hubungan dengan sifat Ketuhanan. Setidaknya
terdapat 7 prinsip yang dianggap relevan dengan penulisan ini antara
lain:

1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Tinggi, yang menciptakan (al-
Khalik), dan Maha Menyempurnakan penciptaan-Nya (Al-
Musawwiru), Maha Pemberi Rezeki (Al-Razaq), dan Maha Pembuka
Rahmat bagi siapa yang dikehendaki-Nya (Al-Fattahu), Yang Maha
Penyantun (Al-Lathifu), Yang Maha Menghitung (Al-Hasibu), Yang
Maha Mengasihi (Al-Wadudu),dan Yang Maha Belas Kasih (ArRa-
Ufu) yang menentukan kadar masing-masing, serta pemberi
petunjuk. Itulah Allah: Tuhan semesta alam, yang menguasai hari
pembalasan (Q.S. (1): 2-4). Maka tidak boleh satu mahluk pun
menjadikan selain Allah sebagai pelindung dan memohon hidyah
selain Allah.

2. Percaya bahwa manusia bukan hanya mahluk fisik. Ia bukan hanya
kerangka yang terdiri atas tulang, daging, dan persendian. Manusia
juga adalah ruh tinggi yang menempati kerangka. Manusia adalah

91Abdul Mannan, Islamic Economics, Teory and Practece, h. 379.

92Bassam Tibi, Islam and the Cultural accommodation of Social Shange, Terj.
Misbah Zulfa Ellizabeth, Islam Kebudayaan dan Perubahan Soaial, Cet.I (Yogyakarta:
Tiara Wacana Yogya, 1999), h.13-15.
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percikan dari nur Tuhan yang terdapat bungkusan tubuh dari
tanah. Inilah rahasia yang tersembunyi dibalik pantasnya manusia
menjadi khalifah di bumi QS. al-Baqarah/2: 30 “ingatlah ketika
Tuhan berfirman kepada malaikat; sesesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.

3. Yakin bahwa seluruh manusia adalah hamba-hamba dari satu
Tuhan. Semua sama dalam penciptaan dan tempat kembalinya
kepada-Nya, bersaudara dan berprikemanusiaan. Semua sama
karena tercipta dari satu bapak, Adam a,s, Dialah yang menciptakan
manusia dari suku dan bangsa yang berbeda, untuk saling kenal
mengenal, begitu juga dengan warna dan pribadi, kecuali dengan
tagqwa.

4. Allah tidak membiarkan manusia merana karena kelaparan, Allah
mengutus seorang kepada mereka sebagai tujuan dan jalan yang
harus ditempuh, pemberi peringatan, pembawa berita gembira
bagi siapa yang dikehendaki. Camkan firman Allah SWT berikut ini,
Q.S. An-Nisa/4: 165

LSa 13358 4 IS5 RSN 307 R84 0 e G (3% S ()3 (o ylah S
“Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan, agar tidak ada bagi manusia untuk
membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha
Perkasa, Maha Bijaksana”. 93

5. Sesungguhnya tugas manusia dalam kehidupan di dunia bukanlah
untuk makan dan menikmati kehidupan sebagaimana mahluk
lainnya, melainkan menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada
sesama untuk mendapatkan ridha-Nya, dan sabar menghadapi
cobaan.

6. Sesungguhnya mati bukanlah akhir atau penutup kehidupan
manusia. Kematian adalah perpindahan dari kehidupan dunia
menuju kehidupan baru, tempat semua orang menerima ganjaran

93Dari hasil penelitian penulis, setidaknya terdapat 87 pemikiran ekonomi dengan
berbagai prinsip-prinsip ekonomi Islam, pemikiran Yusuf Qardhawi merupakan
representasi dari berbagai pemikiran tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dari
berbagai pakar dan muffasirin khususnya menyangkut persoalan manusia
pembangunannya.lebih lengkap, lihat Yusuf Qardhawi, Darul Qiyam wa Akhlak fil
Iqtishadi Islami, Terj. Zainal Arifin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, h. 33-35.
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dari perbuatannya, dan ia kekal di dalamnya. Perhatikan Q.S. al-
Mukminun/23: 115-116.
u‘gu_)d‘zf\_xﬂ\e&\‘sux;e&mh\m\ (u.u;a\

&0 el o S A Y el ad an L
Terjemahnya
Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami
menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak
akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah, raja
yang sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (yang
mempunyai) 'Arsy yang mulia.%*

Menurut Nasution, dalam teologi Islam, terdapat dua ajaran
yang erat kaitannya dengan produktifitas manusia; pertama agama
mengajarkan bahwa sesudah hidup pertama di dunia yang bersifat
material, ada kehidupan kedua di akhirat yang bersifat spritual.
Bagamana pengaruh ajaran ini terhadap produktivitas dari penganut
agama yang bersangkutan. Apabila kehidupan duniawi dipandang
penting, maka produktivitas akan meningkat, tetapi sebaliknya, kalau
hidup diakhirat yang diutamakan, produktivitas akan menurun;
kedua,agama mempunyai ajaran mengenai nasib dan perbuatan
manusia. Kalau nasib manusia telah ditentukan Tuhan sejak semula,
maka produktvitas masyarakat yang menganut paham agama yang
demikian, akan rendah sekali. Tetapi, dalam masyarakat, yang
menganut paham bahwa manusialah yang menentukan nasibnya dan
manusialah yang menciptakan perbuatannya, produktivitas akan
tinggi.®> Paham pertama menggunakan filsafat fatalisme atau
jabariyah. Paham kedua disebut qadariyah atau kebebasan manusia
dalam menentukan kemauan dan perbuatannya, perhatikan QS al-
Qashash/28:77 dan QS al-Baqarah/2: 201.

5@‘&3‘}[}@\&3\ w\ww\}uﬂ\wmwy‘}bPY\ Jhl\‘m\ d.u\\.mﬁtu‘j
uamd\g_\uy.m\ u\ ua)‘)“ud

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada

94Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h.
95Harun Nasution, Islam Rasional; gagasan dan pemikiranh.111.
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orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.6

S Gilse U85 A 503 Y (85 A W B Wl 35 58 % 2des
Terjemahnya:
Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah
Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami
dari siksa neraka".97

Langkah-langkah untuk menciptakan produktivitas, dikemuka-
kan pula oleh Naqvi antara lain; pertama untuk mencapai keadilan
distribusi secara riil, institusi kepemilikan pribadi penting untuk
dirasionalisasikan; kedua kebijakan peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang merupakan sasaran pentingnya dalam ekonomi Islam,
untuk mencapai keadilan distribusi; ketiga Islam menuntut keadilan
distribusi dalam semua keadaan ekonomi, suatu jaminan yang teliti
untuk mencapainya.®8 Sehubungan dengan pemikiran di atas, An-
Nabhani mengatakan bahwa prinsip utapa yang dapat mengurangi
ketimpangan ekonomi pembangunan umat Islam satu-satunya adalah
memiliki pemikiran yang inofatif. Karena ummat Islam saat ini telah
kehilangan pemikirannya, telah kehilangan jati diri sebagai ummat
penggerak pembangunan. Sepanjang masih bertahan dengan lantunan
imajinasi parsial (banyak bicara—sedikit yang bisa dikerjakan).
Sepanjang mereka tidak berani melangkah, niscaya mereka tetap tidak
akan mungkin melangkah maju setapak pun.?® Keberanian melangkah
pada niat yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jauziyah;
merupakan wujud kebenaran agama yang diyakini ummat Islam
sepanjang sejarah, itulah ummat yang akan menjadi saksi terhadap
usaha untuk merubah kehidupannya, ia bukan merendahkan diri
(kufur) dan tunduk dengan tahayul, melainkan merendahkan hati

96Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 394.

97 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h.

98Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas IImu Ekonomi Islam, h. 145-151.
99Taqyuddin An-Nabhani, membangun Sistem Ekonomi Alternatif, h.2.
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(dengan kasih sayang) kepada sesama manusia sebagai bukti
ketauhidan sejati.100

Menurut Metwally, prinsip lain dalam ekonomi Islam adalah
meningkatkan produktivitas pembangunan. Untuk melaksanakan
tujuan tersebut, tidaklah salah jika Islam memberi ketegasan terhadap
kapil yang produktif. Kapital produktif digambarkan seperti darah
yang mengalir dari jantung. Jantung berfungsi mengalirkan darah
dengan tekanan yang berimbang, sehingga bagian terkecil dalam
tubuh pun tetap mendapatkan porsi (“keadilan”) sehingga semua
organ tubuh dapat berfungsi dengan baik.101 Kapital bukan berarti self
interes versus kapitalism, melainkan kapital dalam arti mendorong
pertumbuhan ekonomi, sehingga ketimpangan dan orang-orang
miskin dapat diserap melalui kegiatan ekonomi sehingga
produktivitas dapat menciptakan kemakmuran bersama.

Teori (al-kasb) sebagai salah satu prinsip ekonomi pembangun-
an, sedapat mungkin dikembangkan untuk melakukan reformasi
pemahaman kita terhadap berbagai prinsip ekonomi Islam. Reformasi
yang berasal dari kata “re dan formasi”.“ Re” berarti “kembali” dan
“formasi” berarti “ susunan”. Reformasi berarti pembentukan atau
penyusunan kembali sasaran ekonomi pembangunan sebagai cara lain
untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.192 Reformasi dalam
The Nelson Contemporary English Dictionary, diartikan sebagai
membentuk, menyusun, mempersatukan kembali.103 Dalam Dictory of
Law, disebutkan reformasi sebagai suatu tindakan untuk menyusun

100]bnu Qayyim Al-Jauziyah, Hidayatul Hayari fi Ajwibatil Yahud wan Nashara, Terj.
Amir Hamzah Fachrudin, Petunjuk Bagi Orang-Orang Yang Bingung, Cet, 1 (Jakarta:
Pustaka Azzam, 1999), h.24-25.

101Kapital dalam Islam dibolehkan, apapun alasan yang menghalangi semangat
kapital, sama artinya dengan menurunkan produktivitas ekonomi. Islam tidak pernah
melarang seseorang berjiwa kapital, bertindak kapital. Bagaimana negara dapat
menjamin kemaslahatan penduduknya, jika semangat kapital ditekan - dilarang.
Mustahil ekonomi bergerak tanpa kapital yang tidak memadai. Kapital yang dilarang
adalah kapital yang tersimpan tanpa dimanfaatkan.itulah zakat maal sebagai bentuk
lain dari denda terhadap hak orang lain. Selengkapnya lihat, M.M. Metwally, General
Equilibrium Model and Macroeconomics Policies in Islam Economiy, Terj. M. Husen
Sawit, Teori dan Model Ekonomi Islam, Cet |, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), h.87.

102Anton Moeliono (ed), Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1993), h. 1990.

103Ljhat, John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. Ke-XXV
(jakarta: Gramedia, 2005), h.472.
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kembali, 194 reformasi juga berarti; perubahan secara drastis untuk
perbaikan (bidang sosial, politik, ekonomi, dan agama),105 dalam suatu
masyarakat atau negara,l%¢ dan dalam konteks muamalat (makro
ekonomi Islam) kata “reform” dimaknai sebagai aslah{a-yuslihu—
ishla>han; yaitu meluruskan kembali sudut pandang terhadap
prinsip-prinsip muamalat dalam Islam.10? Kata ishla>han yang
disandarkan pada kaidah ushul tentang dibolehkannya muamalat

sepanjang tidak ada larang yang datang sesudahnya; 4l & Joa V)

Ly pad e Jlad oy o) ¥14a L YY) Ekonomi [slam ingin menyelesaikan

gap ekonomi dengan cara-cara kemanusiaan yang adil dan berakhlak

mulia. Perhatikan kaidah berikut; 35 Lol 433 Lus ¥) 3 Ja YY) “Hukum
asal dalam kemanusiaan adalah persamaan”.

Dalam perspektif muamalat, aspek tujuan selalu disandarkan
pada aspek proses, sementara aspek manfaat seringkali luput dari
perdebatan, 1°8 mestinya tujuan ekonomi pembangunan sebagai usaha
untuk menghilangkan ketimpangan dan kemiskinan dapat dilihat dan
dikaji dari aspek kesamaan dan aspek manfaat, bukan pada aspek
proses saja. Menurut Yusuf Qardhawi, kontra pemikiran seputar
prinsip-prinsip muamalat dalam jumlah yang amat banyak itu,
disebabkan Pendekatan Analisis dalam Ijtihad Kontemporer meng-
gunakan tiga aliran ijtihad;

1. Aliran yang mempersulit dan mempersempit ijtihad yang dibagi
menjadi dua yaitu; kelompok ijtihad zhahiriyah baru, mereka
menukilkan hadis, tapi tidak mempraktikkan fikih dan ushulnya;
dan kelompok yang mempercayai akan kewajiban mengikuti
mazhab tertentu dan tidak boleh keluar dari mazhab itu.

2. Aliran yang berlebih-lebihan dalam memperluas ijtihad walaupun
terhadap nash-nash yang muhkamat dan hukumnya telah tetap.

104Peter Collin Dictionary of Law (T.tt. Peter Collin Publishing, 2000), h. 311.

105Hubungan timbal balik antar fariabel economic man dan self Interest sebagai ciri
manusia potensial dan harus dipahami sebagai subset (ekonomi tuma’ninah). Lihat,
Muhammad Yunus dan Rahmatia Yunus, Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tuma’ninah vs
Self - Interest ; Kajian Hikmah & Makna makro - Mikro Al-Qur’an, h. 53-85.

106Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Cet. Ke-3,
(jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 939.

107Nabih Ghattas, A Dictory of Economic, Businnese: English - Arabic With an Arabic
Glossary, dalam Euis Amalia, Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguatan
Peran LKM dan UKM di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h.39.

108Munawwir Sadzali, ljtihad Kemanusiaan, Cet. |, (Jakarta: Paramadinah, 1997), h.
49.
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Aliran ini juga terbagi dua kelompok, yaitu; kelompok yang
mendahulukan maslahat daripada nash, dan kelompok yang hanya
memberikan legitimasi terhadap yang sudah terjadi.

3. Aliran yang moderat (mengambil jalan tengah) yaitu aliran yang
mengikuti nash dan memperhatikan maksud-maksud syari'ah
serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang telah
di sepakati.10?

Dalam ilmu ushul figh ada yang disebut ahliyat al-wujud dan
ahliyat al-ada. Ahliyat al-wujud melekat pada manusia karena
kemanusiaan (hak hidup). Sementara ahliyat al-ada> adalah tanggung
jawab dan dasarnya adalah “akal”.110 Oleh karena itu, anak kecil boleh
melakukan transaksi sepanjang dia dianggap cerdas menurut adat
kebiasaan, karena dampak transaksi (hukum) perjanjian dalam Islam
adalah boleh. Imam syafi'i mengatakan prinsip-prinsip utama dalam
muamalat tergantung pada niatnya; perhatikan kaidah asasiyah
berikut yang dinukilkan dari hadis nabi saw, tentang “Niat”.

b 1a Liey 5w Y “segala sesuatu tergantung pada maksudnya”
oleh sebab itu 4 L ¥ V&Y “ Tidak ada pahala kecuali dengan niat”,

109Yusuf Qardhawi, al-Ijtiha>d fi al-Syari’ah al-Islamiyah ma’a Nazharat tahliliyah
fi al-ljtiha>d al-mu’ashira, alih bahasa, Ahmad Syathari, (Jakarta: Bulan Bintang,
1987), h. 255-256.

110Abd Wahab al-Khalaf, IImu Ushul al-Figh, (Cet. VIII, t.tp,; Da>r al-Kuwaitiyah,
1388H, 1988M), 136.h.
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BAB 6

Prinsip Kebijakan Fiskal Dan Moneter:
Perspektif Ekonomi Islam

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal adalah untuk
mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi
kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan
spritual pada tingkat yang sama. Selain itu, kebijakan fiskal dianggap
sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang
dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan
pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan
terhadap pengeluaran pemerintah).

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam diharapkan dapat
melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu
negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi
etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam.
Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya
dan makmur yang mempunyai kelebihan dan memikul beban utama
pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam perspektif antara lain:

1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga
jarang terjadi defisit anggaran.

2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan
berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak
ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi
maupun jenis tanaman.
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3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada
jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan
zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan
terhadap biaya produksi.

Adapun yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah
upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro
kepada kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur
jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah
meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya
stabilitas harga (inflasi terkontrol).!11 Inflasi terkontrol merupakan
kinerja moneter dalam mendorong perputaran dan permintaan uang
dengan mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil.

Kebijakan moneter dalam perekonomian modern dilakukan
melalui berbagai instrumen, yaitu opersi pasar terbuka (open market
operation), penentuan tingkat bunga, ataupun penentuan besarnya
cadangan wajib dalam sektor perbankan. Ada instrumen lain yang di-
gunakan oleh pemerintah selaku pengelola moneter, yaitu himbauan
moral atau moral persuasion. Peran moral persuasif pada sektor
perbankan diharapkan dapat melakukan penarikan dan penyaluran
dana yang berimbang sehingga laju perkembangan perekonomian
masyarakat dapat berjalan dengan baik. di samping itu, untuk
merakyatkan manfaat moneter, pemerintah menganjurkan kepada
Bank Indonesia untuk mengedepankan asas manfaat dengan tetap
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sektor perbankan.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Pertama, Dalam meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat
partisipasi kerja, serta usaha meningkatkan permintaan agregat
(aggregat demand) sebagai dampak dari perikatan dan persaudaraan
masyarakat Muhajirin dan Anshar sehingga menyebabkan peningkat-
an distribusi pendapatan dari kaum Anshar kepada kaum Muhajirin
yang berimplikasi terhadap permintaan total di Madinah. Selain itu,
Rasulullah saw menerapkan kebijakan penyediaan lapangan kerja
bagi kaum Muhajirin melalui program muzaraah, musaqah dan
mudharabah. Sehingga secara alami, perluasan produksi dan fasilitas

111Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar IImu Ekonomi:
Mikroekonomi dan Makroekonomi, (Jakarta: FEU, 2008), h.435.
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perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dari
pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Selain itu,
Rasulullah saw, membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk
pembangunan pemukiman yang berimplikasi terhadap peningkatan
partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah,
sehingga menghasilkan kesejahteraan kaum muslimin. Demikian pula
terhadap harta rampasan perang sebesar 80% dibagikan kepada para
mujahidin yang pada akhirnya meningkatkan agregat.

Kedua, Kebijakan pajak, seperti kharaj, khums, dan zakat
menyebabkan kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi.
Khusus pajak khams, pada kenyataannya dapat mendorong stabilitas
pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan
penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga
tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi.

Ketiga, Pengaturan Anggaran APBN yang dilakukan Rasulullah
saw secara cermat, efektif, dan efesien, menyebabkan jarang
terjadinya devisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
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BAB 7

Sumber Pendapatan dan
Pengeluaran Negara

A. Sumber-Sumber Pendapatan Negara dalam Islam

Di masa Rasulullah saw, negara tidak mempunyai kekayaan
apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada.
Demikian pula ketika Rasulullah sae, meninggal, para sahabat
menarapkan sumber pendapatan negara sebagaimana dilakukan pada
masa Nabi saw, dan ada beberapa kebijakan lain yang mendukung
kebijakan Nabi pada awal pemerintahan Madinah. Secara umum
sumber-sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah saw tidak
saja bersumber dari zakat saja. Pada masa ini, sisi penerimaan APBN
terdiri dari:

1. Kharaj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan
berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besar
pajak ini ditentukan tiga macam yaitu; tingkat keseburun tanabh,
jenis tanaman, dan jenis irigasi.1’2 Kemudian pada masa Khalifah
Umar ibn Khattab, Kharaj tidak saja pada tanah dengan tingkat
kesuburan tertentu (humus tanah), melainkan tanah mati yang
ditinggalkan, diperintahkan untuk dimanfaatkan, sehingga fiskal

112Kadim As-Sadr, Fiscal Policies in Earty Islam, dalam Bagqir al-Hasani dan Abbas
Mirakhor, (ed), Essays on Iqtishad: Islamic Approach Problems. Nur Corporation: Silver
Spring USA, 1989), h. 130
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pemerintah pada awal pelaksanaan kebijakannya menghabiskan
anggaran yang amat besar yakni 8.000 dinar.

2. Zakat, pada masa pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam
bentuk uang tunai, hasil peternakan dan pertanian. Pada tahun
kedua hijriyah, Allah SWT mewajibkan kaum muslimin
menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan ramadhan. Besaran
zakat ini adalah 1 sha’ kurma, tepung, keju lembut, atau kismis,
atau setengah sha’ gandum, untuk setiap muslim, dibayarkan
sebelum pelaksanaan shalat ‘Id. Setelah kondisi perekonomian
kaum muslim stabil, tahap selanjutnya Allah SWT, mewajibkan
zakat mal pada tahun kesembilan hijriyah.113 Sebagian besar para
ahli hadis cenderung berpendapat bahwa zakat mal telah
diwajibkan sebelum tahun kesembilan hijriyah,114 sementara
fakta sejarah yang menyebutkan bahwa zakat mal telah
disebutkan dalam surat-surat yang turun di Makkah, 115 bahkan
riwayat sebelumnya telah menjelaskan tentang hal itu. Al-
Maladzuri mengatakan bahwa pidato sahabat Ja’far tentang zakat
pada sidang di Najasyi pada tahun kelima kenabiaan,!16 atau
pembenanan zakat dan ushr atas komuditas anggur dan kurma
terhadap bani Tsagif pada tahun kedelapan hijriyah.11?

3. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 15%.118 Dalam
perkembangannya, terdapat beberapa pendapat dikalangan
ulama Syiah dan ulama Sunni mengenai obyek khumsi. Kalangan
Syiah mengatakan bahwa obyek khums adalah seluruh
pendapatan selama waktu tertentu. Menurut ulama Sunni, obyek
khums termasuk semua barang temuan dan barang tambang.119

113Syibli Nu'man, Seerat an Nabi, Vol. I,(Karachi: Matbee Ma’arif Azamgarh, 1973),
h. 281dalam Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 40.

114Abul Hasan Ali Nadwi, The Four Pillars of Islam, Edisi ke-2 (Karachi: Majelis
Nashrayat-e Islam, 1975), h. 98 dalam Adiwarman A. Karim, h. 40,

115 Syibli Nu'man, Seerat an Nabi, h. 238.

116Al-Baladzuri, Kitab Futuh al-Buldan, Terj. Philip K. Hitti (Beirut: t.p.1966), h. 20.

117Al-Baladzuri, Kitab Futuh al-Buldan, h. 20.

118Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer, h.78.

119Ljhat Imam Al-Bukhari, Sahih al-bukhari, Terj. Muhammad Muhsin Khan, Vol. 7,
Edisi ke-4,(Lahore: Kazi Publication, 1997), h. 208-209. Lihat juga Adiwarman A.
Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, (Jakarta: Karim Bussines
Consoling, 2001), h. 97.
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4. Jizyah,yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-
muslim sebagai peganti layanan sosial-ekonomi dan
perlindungan keamanan dari negara Islam. 120

5. Uang Tebusan para tawanan perang, khususnya perang Badar.
Pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan
perang. Menurut Syibli Nu'man, tawanan perang Hunain
mencapai 6000 orang dibebaskan tanpa uang tebusan.12!

6. Uang pinjaman(setelah penaklukan kota Mekkah) wuang
pembayaran diyat kaum muslimin Bani Judzaimah atau sebelum
pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham (20.000) dirham
menurut al-Bukhari) dari Abdullah bin Rabiah dan menjamin
beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofyan bin
Umayyah.122

7. Kaffalah/amwal fadhilah, yakni penerimaan negara melalui harta
waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Hadis yang
menjelaskan tentang ketentuan tersebut dapat disimak pada
terjemahan hadis berikut ini;

“Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Saad bin Abi Waqqash
sedang sakit parah ketika Rasulullah saw datang untuk
menjenguknya. la kemudian bertanya kepada Rasulullah saw, “Aku
memiliki harta yang banyak dan tidak ada orang lain yang berhak
menerima harta warisan itu kecuali anak perempuanku satu-
satunya. Bolehkah aku memberikan dua pertiga dari kekayaanku
sebagai sedaqah ? Rasulullah saw mengatakan, “Tidak boleh”. Lalu
Saad kembali bertanya, bagaimana jika setengahnya? Sekali lagi
Rasulullah saw menjawabnya, “Tidak boleh” Kemudian Saad
bertanya lagi, bagaimana jika sepertiganya, Rasulullah saw
bersabda,” yang demikian itu diperbolehkan sekalipun jumlah
sepertiga itu masih terlalu banyak, karena akan lebih baik bagi
kamu meninggalkan keturunan dalam keadaan kaya daripada
meninggalkannya dalam keadaan miskin,sehingga mereka
terpaksa memohon pertolongan dari orang lain. Dan apapun yang
kamu belanjakan untuk kepentingan-Nya, kamu akan

120Syibli Nu'man, Seerat an Nabi, h. 62-63.
121Syibli Nu'man, Seerat an Nabi, h. 546.
122A]-Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Terj. Muhammad Muhsin Khan, Vol. 2,
Edisi ke-4, (Lahore: Kazi Publication, 1979), h. 335-336
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10.

11.

mendapatkan balasannya meskipun itu hanya sepotong kecil
makanan yang kamu letakkan di dalam mulut istrimu”.123

Wagqaf, yaitu pemberian negara yang bersumber dari harta benda
yang didelegasikan oleh seseorang muslim untuk kepentingan
agama dan disimpan di Baitul Mal.

Nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum
muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran
negara selama masa darurat, seperti terjadi mada masa perang
tabuk.124

Zakatul Mal, yaitu zakat atas harta kaum muslimin secara umum,
dikeluarkan jika telah memenuhi kreteria; haul dan nisab. Pajak
ini sebetulnya sebagai pengganti (denda) dari bentuk simpanan
pasif, sehingga Islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakatnya
sebesar 2,5% dari jumlah (nisab) yang dianalogikan dengan emas
seberat 96,8 gram dengan ukuran harga jual saat itu.

Kafarat, adalah pendapatan negara atas denda kesalahan yang
dilakukan oleh seorang muslim pada saat melalukan kegiatan
badan, seperti berburu pada musim haji.

Dari keseluruhan sumber pendapatan negara pada masa

pemerintahan Rasulullah saw di atas, dapat dilihat pada data
dikalisifikasikan pada Tabel berikut:

Tabel Sumber-sumber Pendapatan Negara dalam Islam.

Dari Kaum Muslimin | Dari Kaum Non- Umum (Primer dan
Muslim Sekunder)

1. Zakat 1.Jizyah. 1. Ghanimah.

2. Zakat Mal 2.Kharaj. 2. Fai

3. Ushr (5-10%) 3.Ushr (5%) 3. Uang Tebusan

4. Ushr (2,5%) 4. Pinjaman dari kaum

5. Kafalah muslin  atau  non

6. Wakaf muslim.

7. Nawaib 5. Hadiah dari pimpinan

8. Sedekah atau pemerintah

9. Khums. negara lain.

Sumber: Syibli Nu'man.

123 Al-Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Vol 2, h. 208-209.
124 Syibli Nu'man, Seerat an Nabi, h. 546.
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Data sejarah menunjukkan bahwa jumlah total pendapatan
negara pada masa Rasulullah saw tidak dapat diketahui. Menurut Al-
Baladzuri tidak ada data yang dapat dipastikan itu disebabkan antara
lain:

1. Jumlah kaum muslim yang bisa membaca sedikit, dan dari jumlah
itu, orang yang dapat menulis atau mengenal aritmatika sederhana
berjumlah lebih sedikit pula.

2. Sebagian besar pendapatan bernilai setara dan didistribusikan
atau diberikan dalam bentuk yang sama.

3. Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah berbeda dan tidak
umum digunakan.

4. Pada kebanyakan kasus, harta ghanimah didistribusikan tidak lama
setelah terjadi peperangan tertentu. Misalnya, ketika perang
Hunain telah usai, sejumlah besar perak, unta dan domba
diserahkan dan didistribusikan ke Ji'ranah kepada para tentara dan
sebagian lagi diberikan kepada orang-orang di Makkah yang baru
masuk Islam.!25 Dalam peristiwa lain, Al-Ala ibn Al-Hadhrami
dikirim dari Bahrain menghadap Rasulullah saw, untuk
menyerahkan sejimlah uang sebesar 80.000 dirham. Oleh
Rasulullah saw, sebagian harta tersebut langsung diberikan kepada
pamannya, Abbas bin Abdul Muthaliab.126

B. Sumber-sumber Pengeluaran Negara pada masa Rasulullah

Catatan mengenai pengeluaran rinci pada masa pemerintahan
Rasulullah saw, juga tidak tersedia secara sistimatis. Namun hal
tersebut tidak berarti sistem moneter pada masa itu tidak berjalan
dengan baik dan benar. Rasulullah saw senantiasa memberikan
perintah yang tegas dan jelas kepada petugas yang sudah terlatih
mengumpulkan zakat. Dalam berbagai kasus, Rasulullah saw
menyerahkan pencatatan penerimaan harta zakat kepada masing-
masing petugas.l?2? Setiap perhitungan yang ada disimpan dan
diperiksa sendiri oleh Rasulullah saw, dan setiap hadiah yang diterima
oleh petugas zakat disita, seperti yang terjadi pada kasus al-Lutbigha,

125A]-Baladzuri, Kitab Futuh al-Buldan, Terj. Philip K. Hitti, h. 86. Dan Syibli
Nu'man, h.542-543.

126 Al-Baladzuri, Kitab Futuh al-Buldan, h. 123-124. Menurut Syibli, harta tersebut
merupakan kharaj, lihat Syibli, h. 313.

127 Adiwarman Azhar Karim, sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 65.

Pembangunan Ekonomi Dalam Islam 63



pengumpul zakat dari Bani Sulaiman.!28 Berkaitan dengan
pengeluaran negara di atas, Rasulullah sangat menaruh perhatian
terhadap zakat harta, terutama zakat unta. Adapun pengeluaran
negara semasa Rasulullah, digunakan untuk hal-hal sebagaimana
digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel Sumber-sumber Pengeluaran Negara pada Masa Pemerintahan
Rasulullah saw.

Primer Sekunder
1. Pembayaran untuk 1. Bantuan kepada orang yang belajar
penyebaran Islam, di Madinah.
Pendidikan, 2. Huburan untuk delegasi
kebudayaan, keagamaan.
pengembangan ilmu, 3. Hiburan untuk tamu utusan suku
kesehatan, dan negara serta biaya perjalanan
pengetahuan, mereka.
pembangunan 4. Hadiah untuk pemerintah negara
infrastruktur, lain.
pembangunan armada | 5. Pembayaran untuk membebaskan
perang dan keamanan, kaum muslimin yang menjadi
serta penyediaan budak.
pelayanan 6. Pembayaran denda atas mereka
kesejahteraan sosial. yang terbunuh secara tidak sengaja
2. Biaya pertahanan oleh pasukan kaum muslimin.
(persenjataan, unta, 7. Pembayaran hutang orang yang
dan logistik). meninggal dalam keadaan miskin.
3. Penyaluran Zakatdan | 8. Pembayaran tunjangan sosial
Ursh kepada yang kepada orang-orang miskin atau
berhak menerima, janda /duda.
termasuk kepada 9. Tunjangan kepada sanak saudara
badan amil zakat. Rasulullah saw.
4. Pembayaran hutang 10.Pengeluaran rumah tangga
negara. Rasulullah saw, (hanya sejumlah
5. Pembiayaan pertanian kecil, 80 butir kurma dan 80 butir
dan peternakan. gandum untuk setiap istri Nabi
saw.

128A]-Imam al-Bukhari, h. 337, lihat juga Syibli Nu'man, Seerat an Nabi h. 65.
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Primer Sekunder

11.Persediaan darurat (sebagian dari
pendapatan Khaibar.

Sumber: Adiwarman A. Karim dan Euis Amaliah.

Seluruh alokasi pengeluaran negara tersebut mempunyai
dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung
ataupun tidak. Seperti alokasi untuk infrastruktur (kesehatan,
pendidikan, pertanian dan lain-lain) yang berdampak terhadap
kenaikan aggregat demand sekaligus aggregat supply karena jumlah
populasi akan meningkat dan penggunaan sumber daya alam akan
semakin maksimal.129

Karena itu, kebijakan fiskal dalam Islam didasari oleh suatu
politik ekonomi (as siyasatu al igtishadi) yang bertujuan mencapai
distribusi ekonomi yang adil, sebagaimana yang dikemukakan
Abdurrahman Al Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah/ basic needs) perindividu
secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara
mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan
tersiernya (al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar kemampuannya. 130
Hajat al-syasiyah merupakan kewajiban utama pemerintah dalam
kinerja keuangan publik, sedangkan al-hajat al-kamaliyah merupakan
kebutuhan penyempurnaan dari kebutuhan hajat al-syasiyah.

Kebijakan Moneter

Moneter dalam banyak buku ekonomi didefinisikan sebagai
uang. Oleh karena itu fokus utama pembahasan dalam kebijakan
moneter adalah mengenai peranan uang dalam perekonomian, baik
mengenai teori-teori tentang uang, pengelolaan, kebijakan, instrumen
maupun institusi yang menjadikan uang sebagai objek aktifitasnya.
Peranan uang dalam perekonomian, merupakan materi yang sangat

129Beberapa kebijakan Rasulullah saw ketika hijrah ke Madinah, Abu Bakar telah
berperan aktif sebagai donatur dalam pembangunan infrastuktur (masjid Nabawi),
demikian juga terhadap persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar dalam perjanjian
Akabah satu & Akabah dua yang berdampak pada produktifitas masyarakat Madinah.

130Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (as-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-
Mutsla), alih bahasa Ibnu Sholah, cet. I, (Bangil: Al-1zzah, 2001), hal. 159. Lihat juga
Taqiuddin an-Nabhani, The Economic System of Islam., hal. 51-52, dan Abdul Aziz Al
Badri, Hidup Sejahtera., hal. 37
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berharga dan sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu negara.
Perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya
uang. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia, tanpa uang,
perekonomian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Secara sederhana uang didefinisikan segala sesuatu yang dapat
dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum,
uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai
uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan
atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan
sebagai alat tukar. Fungsi utama uang dalam teori ekonomi
konvensional adalah: Sebagai alat tukar (medium of exchange) uang
dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Di
samping itu, uang sebagai alat kesatuan hitung (unit of Account) untuk
menentukan nilai/ harga sejenis barang dan sebagai perbandingan
harga satu barang dengan barang lain. Uang sebagai alat
penyimpan/penimbun kekayaan (Store of Value) dapat dalam bentuk
uang atau barang dan ini merupakan karakteristik alat tukar yang
digunakan pada kerajaan Rumawi dan Persia dan kemudian berlanjut
setelah Islam tampil sebagai negara dan agama adidaya yang dijadikan
contoh dalam berbagai kegiatan moneter saat itu.

Mata uang yang digunakan oleh bangsa Arab adalah dinar dan
dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap,
karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang. Jika dirham
diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari
dirham,!31 sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter,
nilai adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dalam
perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada
dinar. Menurut Amalia, pengaruh tersebut sangat berkaitan erat
dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh wilayah
kekaisaran Persia. Sementara itu, tidak semua wilayah kekaisaran
Romawi berhasil ditaklukan.

1. Penawaran dan Permintaan Uang.

Pada masa pemerintahan Nabi saw, kedua mata uang tersebut
dimpor; Dinar dari Romawi dan Dirham dari Persia. Besaran volume
impor dinar dan dirham dan juga barang-barang komoditas ber-

131Kadim as-Sadar, Mony and Monetary Policies in Eraly Islamic Period, dalam Baqir
al hasani dan Abbas Marakhor, (ed), Essays on Iqtisad Islamic Approach to Economic
Proplems, h.199-217.
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gantung kepada volume komoditas yang dikspor dari kedua negara
tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pengaruh-
nya. Lazimnya, uang akan diimpor jika permintaan uang (money
demand) pada pasar internal mengalami kenaikan dan, sebaliknya,
komoditas akan diimpor jika permintaan uang mengalami penurunan.

Hal yang menarik menurut Amalia, adalah tidak adanya
pembatasan terhadap impor uang karena permintaan iternal dari
hijaz terhadap dinar dan dirham secara proporsional sangat kecil,
sehingga tidak berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan
dalam perekonomian Romawi dan Persia.132 Namun demikian, selama
pemerintahan Nabi saw, uang tidak dipenuhi dari keuangan negara
semata, tetapi juga dari hasil perdagangan luar negeri. Karena tidak
adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang
diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan
internal. Pada sisi yang lain, nilai emas dan perak pada kepingan dinar
dan dirham sama dengan nilai nominal uangnya, sehingga keduanya
dapat dibuat perhiasan atau ornamen. Dengan demikan bahwa pada
awal periode Islam, penawaran uang (money supply) terhadap
pendapatan sangat elastis.

Siklus transaksi perdagangan dan jasa permintaan uang dan
karenanya motif utama permintaan terhadap uang adalah permintaan
transaksi bukan pertukaran nilai yang diperdagangkan seperti
kebanyakan yang dilakukan pada pasar uang (bursa efek). Pada situasi
yang kurang kondosif, misalnya permusuhan kaum Quraisy terhadap
kaum muslimin, dan keterlibatan kaum muslimin rata-rata enam kali
perang dalam setiap tahunnya.

2. Percepatan Peredaraan Uang.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai uang
adalah pemercepatan peredaraan uang. Sistem pemerintahan yang
legal, khususnya perangkat hukum yang tegas dalam menentukan
peraturan dagang dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang
signifikan dalam meningkatkan percepatan peredaraan uang.
Larangan terhadap kanz cenderung mencegah dinar dan dirham
keluar dari perputaran. Demikian pula pencegahan terhadap praktik
bunga uang mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal.

132Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer, h. 81.
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Kedua larangan ini akan mempercepat peredaraan uang secara
signifikan dan sirkulasi perputarannya mencapai Loan to Deposit Ratio
yang saling menguntungkan semua pihak. Demikian juga Rasulullah
saw mendorong masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama dan
mendesak mereka untuk memberikan pelayanan akad al-salam,
istisnah, dan qard al-hasan, semakin memperkuat percepatan
peredaraan uang.

Setelah umat Islam di bawah kepemimpinan Rasullah saw
menaklukan kekuatan Quraisy yang secara turun temurun menguasai
struktur monopoli pasar di Ka’'bah (fath al-makkah), struktur pasar
semakin memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemercepatan
peredaraan uang. Hak-hak istimewa Quraisy sebagai pemegang
kekuatan pasar Ukaz dan Ddzul Majaz di ambil alih dari tangan
mereka. Dengan demikian, penghapusan struktur monopoli dari pasar
perdagangan telah meningkatkan efesiensi pertukaran dan membawa
perekonomian kepada distribusi pendapatan yang lebih baik,133
terutama permintaan efektif mengalami kenaikan dalam pasar, dan
permintaan transaksi terhadap uang semakin memperlancar
peredaraan uang.

Pada awal periode Islam, perekonomian pertanian lebih
cenderung untuk dipertukarkan dengan cara barter. Karenanya, dinar
dan dirham tidak dipergunakan dalam perdagangan. Jika hal itu
dilakukan, maka proses perdagangan menjadi lambat dan tentunya
hal itu akan mempengaruhi percepatan perputaran perekonomian
secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan peperangan umat Islam
semakin menguatkan rasa percaya diri dan optimisme mereka tentang
masa depan yang lebih baik. Setelah perdamaian Hudaibiyah,
optimisme tersebut semakin meningkat dan setelah fath al-Makkah,
sistem moneter Islam telah tersusun baik di seluruh Arab. Olehnya itu,
dapat dikatakan bahwa di samping peningkatan volume aktivitas
ekonomi, percepatan peredaraan uang juga mengalami kenaikan.

3. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Nilai Uang.

Di atas telah dikemukakan tentang situasi perekonomian kaum
Muhajirin ketika berada di madinah perekonomian cenderung
mengalami penurunan permintaan yang efektif. Menurut Amalia,

133Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer, h.82.
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perpindahan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah yang tidak
dibekali dengan kekayaan dan keahlian yang akan dipergunakan di
madinah telah menciptakan keseimbangan perekonomian yang
rendah. Sejumlah peperangan, telah menyerap tenaga kerja yang
seharusnya dapat dipergunakan untuk pekerjaan produktif, sehingga
membutuhkan kebijakan dan perhitungan yang tepat untuk
meningkatkan permintaan secara keseluruhan.134

Kebijakan yang patut dijalankan yang biasanya disertai dengan
peningkatan jumlah permintaan, juga dapat menaikan kemampuan
produksi dan ketenagakerjaan dan secara positif mempengaruhi nilai
uang. Dilihat dari sudut pandang kebijakan fiskal, masalah yang
dihadapi oleh pemerintahan Islam saat itu adalah pengaturan
pengeluaran untuk biaya perang yang rata-rata terjadi setiap bulan.
Peralatan perang, logistik, transpotasi, dan biaya kesehatan prajurit
serta biaya lainnya memerlukan biaya yang relatif besar yang
dibebankan pada keuangan negara. Penyediaan biaya minimum untuk
setiap orang muslim dan gaji hakim turut menambah beban kewajiban
finansial negara. Begitu pula gaji pegawai yang tersebar, akuntan,
kasir dan petugas penarik pajak dibebankan kepada dana yang
tersimpan di Baitul Mal. Kendati demikian, besar seluruh pengeluaran
di atas, keuangan negara tidak mengalami devisit anggaran selama
awal periode Islam. Hanya dalam suatu kesempatan Nabi saw
melakukan pinjaman setelah fath al-Makkah untuk membayar
masyarakat Makkah yang baru masuk Islam. Pinjaman itu dibayar
kurang dari setahun, tepatnya setelah kembali dari perang Hunain.

Kebijakan lain yang dilakukan Rasulullah saw, adalah
memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum muslimin
dalam melakukan aktivitas produktif dan ketenagakerjaan terutama
pada sektor pertanian. Karena sektor ini banyak menyerap tenaga
kerja, maka langkah mempersatukan kaum Mubhajirin dan Anshar
merupakan salah satu kebijakan prainvestasi masyarakat secara luas.
Untuk meningkatkan aktivitas pertanian, maka Rasulullah saw, men-
dorong semua pihak untuk memanfaatkan tanah hasil penaklukan
Bani Nadir. Kedua kebijakan moneter ini dapat meningkatkan tingkat
produksi dan jasa dalam perekonomian Madinah yang akhirnya
membawa kepada tingginya tingkat keseimbangan penawaran dan

134Euis Amalia,Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer h. 84.
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permintaan agregat. Seiring dengan kemajuan di bidang
perekonomian, kesejahteraan dan ketenagakerjaan kaum muslimin
turut meningkat. Dengan demikian, kebijakan fiskal, meskipun melalui
perluasan, tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadai nilai uang.

4. Mobilisasi dan Utilisasi Tabungan.

Salah satu tujuan perekonomian Islam adalah penginvestasian
tabungan yang dimiliki masyarakat dilakukan dengan dua cara yaitu;
pengembangkan peluang investasi Islami secara legal dan mencegah
kebocoran penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak Islami.

Pengembangan peluang investasi secara legal dilakukan dengan
mengadopsi sistem konvensional yang disesuaikan dengan prinsip
syari’ah.135 Prinsip yang terakhir disebutkan ini akan dikemukakan
pada bagian akhir dari kajian tentang prinsip moneter modern yang
diimplimentasikan dalam kegiatan perbankan Islam. Untuk
meningkat peluang investasi, sektor yang dianggap paling dominan
antara lain adalah sektor jasa, pertanian, perdagangan, dan kerajinan
tangan. Bentuk hukum yang sesuai untuk semua kegiatan
perekonomian di atas antara lain adalah mudharabah,muzaraah,
musaqah, istisnah, dan syirkah. Tabungan yang dimiliki masyarakat
dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan tangan, sedangkan
aset fisik seperti tanah digunakan untuk pertanian. Berkat dorongan
dan motivasi dari Rasulullah saw, kaum Muhajirin dan Anshar siap
kerjasama dengan menggunakan ukuran pembangian 50%-50%.
Mengingat kaum Muhajirin kekurangan modal dan skill khususnya
dalam bidang perdagangan dan pertanian bagian kepemilikan yang
diterima tidak sesuai dengan nilai partisipasi. Melalui akad kerjasama
tersebut produktivitas investasi meningkat.

5. Instrumen-instrumen Kebijakan Moneter Islam
Instrumen-instrumen Kkebijakan moneter dalam perspektif
Islam terdapat dalam tiga mazhab, yaitu:
a. Mazhab Igthisaduna.
Pada masa awal Islam, tidak diperlukan kebijakan moneter
karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya
penggunaan uang. Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-

135Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer, h. 85.
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benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Perputaran
uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa
yang diproduksi pada rentang waktu yang sama.
b. Mazhab Mainstream. 136
Menurut mazhab mainstream kebijakan moneter dalam
Islam bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar
dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif.
Melalui instrumen “dues of idle fund” yang dapat mempengaruhi
besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada
peningkatan produktifitas perekonomian secara keseluruhan.
c. Mazhab Alternatif/Analitis Kritikal-Khaduri
Kebijakan moneter melalui “syuratiq process”, dimana suatu
kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan
musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Sehingga
terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor riil. 137

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan
moneter dalam ekonomi Islam, antara lain:
a. Reserve Ratio
Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang
harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral
ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan reserve
ratio (RR) misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya
sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit,
begitu sebaliknya.
b. Moral Suassion
Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk
meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka
ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit
dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.
c¢. Lending Ratio
Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Ilending
(meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan
(pinjaman kebaikan).

136Umar Chapra, Sistem Moneter Islam, h. 231
137 Umar Chapra, Sistem Moneter Islam, h. 231-132.
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d.

Refinance Ratio

Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika
refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat,
dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati
karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
Profit Sharing Ratio

Ratio bagi keuntungan (profit sharing ratio) harus ditentu-
kan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat mengguna-
kan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika
bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio
keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

Islamic Sukuk.

Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi,
pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang
akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan
tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau
menurunkan jumlah uang beredar.

Penjualan atau pembelian sertipikat bank sentral dalam
kerangka komersial, disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini
dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral
kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan
berbunga meskipun kecil. Treasury Bills ini tidak bisa di terima
dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah
dengan system bebas bunga, yang disebut GIC: Government
Instrument Certificate. Kapan pun bank sentral ingin menurunkan
jumlah uang beredar, sertifikat tersebut akan dijual kepada bank
komersial, begitu sebaliknya, ketika bank sentral membeli
sertifikat tersebut berarti bank sentral ingin meningkatkan jumlah
uang beredar.

g- Aplikasi Instrumen Moneter Islam di Indonesia.

1) Giro Wajib Minimum (GWM): biasa dinamakan juga statutory
reserve requirement, adalah simpanan minimum bank-bank
umum dalam bentuk giro pada Bl yang besarnya ditetapkan oleh
BI berdasarkan Persentase tertentu dari dana pihak ketiga.
GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung
pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (Prudential
Banking) serta berperan sebagai instrumen moneter yang
berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang.
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Besaran Giro Wajib Minimum adalah 5% dari dana pihak ketiga
yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga
yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari
rata-rata harian dalam satu masa laporan untuk periode masa
laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang
dimaksud adalah sebagai berikut:

e Giro Wadiah;

e Tabungan Mudharabah;

e Deposito Investasi Mudharabah; dan

e Kewajiban lainnya.

Dana Pihak Ketiga dalam LDR tidak termasuk dana yang
diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR). Sedangkan Dana Pihak Ketiga dalam mata uang
asing meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk bank
dan Bank Indonesia yang terdiri atas:

e Giro Wadiah;

e Deposito Investasi Mudharabah; dan

e Kewajiban lainnya.

Bank lindonesia (BI) mengenakan denda terhadap kesalahan
dan keterlambatan penyampaian laporan mingguan yang
digunakan untuk menentukan GWM. Bank yang melakukan
pelanggaran juga terkena sanksi.

2) Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat

IMA): yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah
yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntung-
an. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana
jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami
kekurangan dana.
Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor
pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang
ditetapkan oleh BI. Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya
dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan
bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindah-
tangankannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka
waktu. Pembayaran dilakukan oleh bank syariah penerbit
sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang
dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui
kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).
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3) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI): yaitu instrumen Bank

Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat
digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan liquiditas
sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.
Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal
minimum Rp 500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam
hari (misalnya: 7 hari, 14 hari, 30 hari).pembayaran atau
pelunasan SWBI dilakukan melalui debet/kredit rekening giro
di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan
bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter
Sertifikat IMA.138

138Adiwarman Azhar Karim, Ekonomi Islam suatu Kajian Ekonomi Makro, h. 112
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BAB 8

Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi
Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Pada dekade 1950-an dan dekade 1960-an, pembangunan di-
pandang hanya sebagai fenomena ekonomi semata. Tinggi rendahnya
kemajuan pembangunan di suatu Negara hanya diukur berdasarkan
tingkat pertumbuhan GNP (Gross National Product) atau Pendapatan
Nasional Bruto, baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang
diyakini akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dan
berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan
menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya
distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih
merata. Proses tersebut dikenal secara luas sebagai “prinsip trickle
down effect”. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi
merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-
masalah lain seperti kemiskinan, diskriminasi, pengangguran, dan
ketimpangan distribusi pendapatan, kurang mendapat perhatian.

Pada tahun 1970-an, berkaca pada pengalaman sebelumnya
bahwa ketika banyak di antara negara-negara Dunia Ketiga (negara
yang sedang berkembang) berhasil mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi sesuai target mereka, namun gagal memperbaiki
taraf hidup sebagian besar penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa
ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut
selama ini. Maka dari itu, tujuan utama dari usaha-usaha pembangun-
an ekonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang
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setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat
kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan
penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus
berkembang.

Dengan demikian, pembangunan harus dipandang sebagai
suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan
mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-
institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan
ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan. Jadi, pada hakekatnya, pembangunan itu harus
mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian
sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman
kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-
kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju
suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material
maupun spiritual.

Menurut Goulet paling tidak terdapat tiga komponen dasar atau
nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis
untuk memahami arti pembangunan yang paling hakiki. Ketiga nilai
inti antara lain sebagai berikut:

1. Kecukupan (sustenance)

Kecukupan yang dimaksud merupakan kecukupan mengenai
semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia secara
fisik. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak
dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan
dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan
keamanan.

Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakekatnya
adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin masyarakat yang
dilengkapi perangkat dan bekal guna menghindari segala ke-
timpangan, kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan
oleh kekurangan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan
keamanan. Atas dasar itulah, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan
pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi membaiknya
kualitas kehidupan.

2. Harga Diri (self-esteem)

Harga diri yang dimaksud adalah adanya dorongan dari diri
sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa
diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan
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seterusnya. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa
peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan
penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta
peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan,
yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki
kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri
pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam
ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah
ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan
yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan
ekonomi.13% Dengan demikian, isu-isu penting yang mendapat per-
hatian ekonomi pembangunan adalah (1) masalah ekonomi yang
dihadapi negara berkembang, (2) berbagai kebijakan yang perlu
dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan mempercepat
tingkat pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi pada umumnya diartikan sebagai
serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk
mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur
lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan ber-
kembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin
meningkat. Implikasi dari perkembangan tersebut diharapkan
kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan
semakin meningkat, kemakmuran masyarakat menjadi semakin
tinggi, pengangguran dan kemiskinan semakin menurun, serta
ketimpangan dapat dihindari.140

Pandangan Islam terhadap ekonomi pembangunan telah
mendorong manusia untuk berusaha bekerja maksimal, sehingga
kemiskinan dan ketimpangan sedini mungkin dihindari. Al-Qur’an
banyak membereri dorongan kepada manusia untuk berusaha,
memanfaatkan sumberdaya yang telah disediakan untuk
kemakmuran bersama, bahkan dalam konteks mencari karunia,
Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan masjid setelah
selesai mengerjakan shalat, dengan banyak mengingat Allah.

139Sadono Sukirno, Makro Ekonomi: Teori Pengantar, h. 3.
140Mudrajad Kuncoro, Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan, h. 117.

Pembangunan Ekonomi Dalam Islam 77



Pandangan Islam terhadap ekonomi pembangunan men-
dapat perhatian serius dari Rasulullah saw dan para sahabat. Pada
awal pemerintahan Madinah, langkah utama yang dilakukan
adalah mempersaudarakan masyarakat madinah dan masyarakat
Makkah yang ikut hijrah bersama Nabi saw. Dalam perspektif
sosiologi, langkah yang diambil Nabi saw memberikan dampak
positif, membangun persaudaraan antara penduduk asli Madinah
dan imigran Makah. Dari segi ekonomi pembangunan, kebijakan
Nabi dianggap sebagai langkah awal untuk membangun sebuah
kekuatan besar, sehingga Madinah menjadi kota metropolitan
dengan tingkat pendapatan yang cukup signifikan.

Demikian pula cara penanganan kemiskinan, penganggguran
dan kesenjangan dilakukan dengan cara-cara yang halal sesuai
tuntunan syari’at Islam. Untuk hal-hak yang bersifat khusus, dan
belum diperoleh petunjuk penangannya, maka dilakukan ijtihad.
Adapun kaidah pokok yang digunakan, “segala sesuatu yang
menyangkut pembangunan duniawi yang tidak ada larangannya,
hukumnya boleh (mubah). Dengan demikian, pintu ijtihad amat
mendukung kreaktifitas masyarakat untuk berinovasi, sepanjang
tidak ada larangan. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah dan
pelaku ekonomi swasta secara umum, mempunyai landasan atau
prinsip yang jelas, sehingga muzaraah dan mughabarah sektor
pertanian dapat difungsikan maksimun, demikian pula terhadap
sumber daya liar dimanfaatkan sebesar-besarnya demi
kesejahteraan bersama.

Menurut Aedy, prinsip-prinsip umum ekonomi pembangunan

perspektif Islam didasarkan pada delapan (8) prinsip antara lain:

1.

Konsep kepemilikan.

Dalam hal kepemilikan, ekonomi pembangunan dalam
perspektif Islam, membagi tiga macam kepemilikan yaitu:

a. Kepemilikan Individu. Kepemilikan ini dihargai dan dihormati
oleh semua orang sehingga siapapun, akan merasa aman,
nyaman dan sejahtera. Dalam bentuk pemanfaatan, melekat
pula kewajiban antara lain, tidak boleh merugikan orang lain,
tidak pamer, tidak mendatangkan kemudaratan, dan selalu
dengan niat ibadah. Pandangan Islam terhadap kepemilikan
pribadi tetap memiliki fungsi soaial yang sewaktu-waktu
dapat dilakukan dengan ikhlas untuk kemaslahatan yang lebih
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luas. Itu artinya, jika negara sewaktu-waktu mengalami devisit
anggaran, maka rakyat secara suka rela menyerahkan
sebagian penghasilannya kepada negara, sehingga per-
ekonomian negara dapat terjamin dan infrastruktur secara
berkala terus mengalami peningkatan.

b. Kepemilikan Umum.
Menyikapi kepemilikan umum, dalam hal sumber daya alam,
manusia mensyukurinya anugrah Allah SWT sebagai milik
bersama. Dasarnya adalah akal sehat (rasional) dan hadis
Rasulullah saw yang mengandung makna dan isyarat terhadap
tiga kekayaan, yaitu sumber daya air, sumberdaya rumput
(pohon), dan sumberdaya api (bahan bakar), sebagai milik
bersama. Pengelolaan akan lebih kondusif dan produktif jika
dikelola oleh negara, namun hasilnya adalah sebesar-besarnya
untuk kesejahteraan umum.141

c. Kepemilikan Negara. Sumber-sumber pendapatan negara
adalah untuk negara. Dan negaralah yang mengatur pe-
manfaatannya untuk keperluan keamanan dan ketertiban
negara, termasuk semua fasilitas yang menyangkut ke-
sejahteraan bersama. Dengan kata lain, negara berkewajiban
mensejahterakan rakyatnya dari semua kepemilikannya, atas
dasar inilah, rakyat tidak boleh menganggur, tidak bolek
tertindas, bebas dari buta huruf dan biaya kesehatan yang
rendah.siapapun yang mengelelola negara, adalah penegang
amanah Allah SWT.

2. Menghidupi Tanah Mati.

Salah satu ciri negara sedang berkembang adalah ke-
pemilikan faktor produksi yang sangat timpang antara kelompok
berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah.
Konsep ekonomi pembangunan Islam melihat kondisi tanah
mati/lahan tidur yang tidak produkstif diwajibkan bagi pemilik-
nya untuk memanfaatkan menjadi lahan yang produktif. Khalifah
Umar Ibnu Khattab pernah memberikan contoh terhadap kasus
ini dengan memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk
memanfaatkan tanah mati yang ditinggalkan pemiliknya selama
tiga tahun berturut-turut.l42 Tindakan yang cukup adil yang

141Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah
Studi Komperasi, h. 37.
142Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h.78.
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dilakukan Umar karena orang kaya banyak memiliki lahan
pertanian, sementara orang miskin, tidak memiliki lahan
pertanian. Melalui program muzaraah, mukhabarah/musaqah,
masyarakat Madinah dapat meningkatkan derajat perekonomian,
karena pengemis dan gelandangan difokuskan untuk melaksan-
kan program di atas secara bersama-sama dengan sejumlah
orang kaya. Ternyata dalam waktu kurang dari setahun,sektor
pertanian dapat menyumbangkan Produk Domestik regional
Bruto cukup positif dan signifikan.

Pengelola Sumber Daya Liar.

Sumber daya liar merupakan bagian dari sumber
pendapatan masyarakat. Karena empat perlima bumi ini adalah
air dan laut, maka sumber daya liar ada di laut dan di air. Oleh
karena itu, sumber daya yang ada menjadi salah satu sumber
pendapatan yang layak untuk mensejahterakan rakyat. rakyat
diperkenankan untuk mengambil dan menjaga kelestarian biota,
sehingga tidak mencemarkan lingkungan dan tetap menjaga
sumberdaya itu darui kepunahan.

Kepedulian terhadap Alam dan Lingkungan.

Alam semesta dan segala isinya diyakini oleh manusia
bahwa tidak terjadi dengan sendirinya. Oleh sebab itu, Pencipta-
Nya memiliki rencana besar mengenai alam semesta dengan
segala isinya dengan tujuan dan hikmah yang amat besar bagi
kelangsungan hidup mahluk ciptaan-Nya. Itu sebabnya, Sang
pencipta telah menciptakan sumberdaya alam (natural resources)
termasuk hewan dan tumbuh-tuimbuhan, guna memenuhi
kebutuhan manusia.

Pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki dipandang sebagai
titipan baik langsung, maupun tidak langsung melalui usaha dan
kerja keras manusia. Meskipun hasil kekayaan dimaksud benar-
benar diperoleh dari hasil keringan sendiri, namun tidak berarti
dimanfatkan mengikuti hawa nafsu. Manusia hanya berusaha,
yang memberikan adalah Allah SWT. Karena itu manusia tidak
bebas menggunakan apalagi dengan jalan yang bertentangan
dengan kehendak pemilik-Nya. Karena semua harta yang dimiliki,
akan dimintai pertanggungjawaban, dari mana harta diperoleh,
dan kemana dibelanjakan. Pandangan Islam berbeda dengan
pandangan sosialisme yang menganggap kekayaan masyarakat
dapat dipergunakan menurut kehendak penguasa. Islam justru
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lebih menghormati hak kepemilikan individu atau pribadi,
sehingga fungsi kekayaan itu dengan penuh kesadaran dan
kekayakinan dapat dimanfaatkan tanpa paksaan dan intervensi
dari siapapun.

6. Menghemat Sumber daya.

Pada dasarnya ekonomi pembangunan dalam Islam
mengutamakan perilaku hemat, baik produksi, konsumsi, dan
kontribusi. ekonomi pembangunan perspektif Islam menekankan
perilaku di tengah (igtishad), tidak kikir, dan juga tidak boros.143
Pendapat yang lebih mendalam terhadap tujuan, fungsi dan
tanggungjawab dalam konteks self-interes sebagaimana
digambarkan Muhammad Yunus dan Rahmatia, bahwa ekonomi
toma’ninah adalah ekonomi yang bergerak mengikuti
sunnahtullah, tidak sekadar mengikuti derat waktu maupun derat
hitung semata, melainkan mengikuti gerakan, sikap, pengetahuan
dan kemampuan, dan kesadaran akal sebagaimana dijumpai
dalam gerakan shalat bertoma’ninah. Ini sebenarnya esensi self-
interes yang mempersaudarakan manusia, melalui akhlak dan
kearifan individu sehingga konsep rahmatan lil a>lamin> benar-
benar nyata dalam kehidupan manusia ekonomi,44 bukan pos
modernis dengan tradisi berpikir seakan-akan, bahkan membuat
pernyataan bahwa Tuhan mati, kering dan tanpa arah yang jelas.

Menurut Yusuf Qordhawi, penanggulangan ketimpangan
ekonomi pembangunan dalam Islam, didasarkan pada petunjuk
al-Qur’an setidaknya terdapat enam prinsip antara lain adalah:

7. Bekerja.

Bekerja merupakan merupakan keharusan bagi setiap
muslim agar memperoleh rizki yang Allah sediakan, bahkan kalau
perlu seorang muslim berjalan di muka bumi ini hingga ke
penjuru dunia guna meraih rizki yang halal sebagaimana
disebutkan dalam QS Al-Mulk/ 67:15 yang artinya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah

dijelalahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan

143Hamzah Hasan Khaeriyah, Ekonomi Islam, Kerangka dan Instrumen Ekonomi
Zakat serta Wasiat, h. 8-12.

144Muhammad Yunus dan Rahmatia Yunus. Rekonsiliasi Manusia Ekonomi
Tuma’ninah vs Self- Interest, Kajian Hikmah dan Makna Makro-Mikro Al-Qur’an, h.42.
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makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-

Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.145

Allah-lah yang menjadikan bumi mudah ditempati di
permukaannya dan diambil manfaatnya. Karena itu, berjalanlah
di berbagai penjuru dan jalannya, bepergianlah di seanteronya,
serta makanlah di antara rezeki yang diberikan Allah kepada
kalian di bumi. Hanya kepada-Nyalah kalian dibangkitkan dari
kubur untuk dihisab dan dibalas.

Mencukupi keluarga yang lemah.

Keluarga yang lemah tidak bisa bekerja bukan karena
malas, tapi karena mereka lemah dan kaum muslimin memang
harus memenuhi kebutuhannya, misalnya janda yang ditinggal
mati suaminya tanpa harta, anak-anak yatim yang masih kecil
sehingga belum bisa mandiri, orang yang lanjut usia, orang yang
berpenyakit menahun, orang yang cacat dan sebagainya.
Keharusan keluarga yang lain untuk memenuhi kebutuhan
anggota keluarganya yang lemah sebagaimana firman Allah
dalam QS Al-Isra>/ 17: 26-27.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada

orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan

janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu)
secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu
adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada

Tuhannya.146
Menunaikan kewajiban zakat.

Kewajiban zakat merupakan kewajiban yang kedudukan-
nya sama dengan kewajiban menunaikan shalat, karenanya
dalam banyak ayat dan hadits, perintah shalat dirangkai dengan
perintah zakat, misalnya dalam QS Al-Bagarag/2: 43.

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukulah

bersama orang yang ruku.147

Karena zakat merupakan upaya mengatasi ketimpangan
dan kemiskinan, maka sedapat mungkin dana zakat itu tidak
hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya
konsumtif bagi fakir dan miskin kecuali kalau zakat fitrah, karena
kalau demikian dikhawatirkan mereka hanya menggantungkan

145Departemen Agama R, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 563.
146Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 284.
147Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 7.
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harapannya dari zakat yang membuat mereka tambah malas
untuk berusaha, maka dana zakat itu bisa saja digunakan untuk
biaya pendidikan, modal usaha dan sebagainya. Meskipun
demikian, kebutuhan awal untuk makan tetap harus dipenubhi,
apalagi bagi mereka yang berpenyakit menahun, cacat dan
sebagainya.

Oleh karena itu, bagi yang tidak menunaikan zakat; bukan
hanya tidak sempurna keislamannya, tapi termasuk orang yang
tidak beruntung, tidak baik dan tidak menunjukkan kebajikan dan
ketagwaan, sama saja dengan orang-orang musyrik, tidak
memperoleh rahmat Allah, bahkan tidak berhak memperoleh
pertolongan-Nya.

10. Shadaqah suka rela dan kebajikan individu.

Shadagah merupakan stimulus yang diberikan Allah
kepada kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk
ditunaikannya, diantara bentuknya adalah waqgaf dan hibah
terhadap harta yang dimilikinya seperti rumah, tanah, kendaraan
dan sebagainya. Stimulus dari Allah yang akan diberikan
kepadanya adalah dengan memperoleh pahala yang terus
menerus mengalir meskipun dia telah meninggal.148 Pusat dari
ekonomi pembangunan dalam Islam adalah Human. Human
sebagai kapital dengan akal yang dimilikinya, dan juga sebagai
khalifah diharapkan mampu untuk mengelola alam ini untuk
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dasar-dasar
filosofis pembangunan ekonomi dalam Islam yaitu tauhid,
Khilafah, keadilan, dan tazkiyah.

Islam memandang kemiskinan tidak hanya dari sisi materi
saja. Kaya miskinnya seseorang tidak hanya dilihat dari sisi
materi saja tetapi yang lebih penting berkaitan dengan kaya
miskinnya kerohanian atau jiwa seseorang. Islam tidak
memandang kemiskinan sebagai masalah kultural karena Allah
telah mewajibkan kepada manusia untuk mencari nafkah. Dengan
demikian, kemiskinan merupakan masalah struktural.

148Yusuf Qardhawi. Daurul Qiyamwal Akhlak fil Iqtishadil Islami, Terj. Zainal Arifin
dan Dahlia Husin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, h. 51.
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Tujuan Ekonomi Pembangunan dalam Islam.

Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam berkaitan dengan
konsep falah yang berarti kesejahteraan ekonomi di dunia dan
keberhasilan hidup di akhirat, yaitu kesejahteraan yang meliputi
kepuasan fisik sebab kedamaian mental yang hanya dapat dicapai
melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan ruhani
dari personalitas manusia. Kursyid Ahmad merumuskan tujuan
kebijakan pembangunan dan target yang lebih spesifik tanpa
mengharapkan atau ketergantungan pada bantuan negara lain.

Belajar dari kegagalan ekonomi pembangunan Islam masa lalu,
saat ini, dan mungkin samapai masa akan datang, maka perlu dilaku-
kan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai
pelatihan dan kegiatan yang mendukung terciptanya pertumbuhan
ekonomi yang memadai. Pembangunan sumberdaya insani
merupakan tujuan pertama dari kebijakan pembangunan. Dengan
demikian, harus diupayakan membangkitkan sikap dan apresiasi yang
benar, pengembangan watak dan kepribadian, pendidikan dan latihan
yang menghasilkan keterampilan, pengembangann ilmu dan riset
serta peningkatan partisipasi.

Perluasan produksi yang bermanfaat. Tujuan utama adalah
meningkatkan jumlah produksi nasional di satu sisi dan tercapainya
pola produksi yang tepat. Produksi yang dimaksud bukan hanya
sesuatu yang dapat dibeli orang kaya saja, namun juga bermanfaat
bagi kepentingan ummat manusia secara keseluruhan. Produksi
barang barang yang dilarang oleh Islam tidak akan diperkenankan,
sedangkan yang bermanfaat untuk ummat akan ditingkatkan. Dalam
kebijakan demikian, pola investasi dan produksi disesuaikan dengan
prioritas Islam dan kebutuhan ummat. Dalam hal ini ada tiga hal yang
diprioritaskan: Pertama, Produksi dan tersedianya bahan makanan
dan kebutuhan pokok dalam jumlah yang melimpah, termasuk bahan-
bahan konstruksi untuk perumahan, jalan dan kebutuhan dasar
lainnya dengan harga yang cukup murah. Kedua, Perlunya pertahanan
dunia Islam di negara-negara Islam, maka dibutuhkan peralatan
persenjataan yang memadai. Ketiga, Swasembada di bidang produksi
kebutuhan primer.

Perbaikan kualitas hidup dengan memberikan prioritas pada
tiga hal, Pertama, terciptanya lapangan kerja dengan segala penataan
struktural, teknologi, investasi, dan pendidikan. Kedua, sistem
keamanan nasional yang luas dan efektif yang menjamin kebutuhan
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dasar masyarakat. Dalam hal ini zakat harus dijadikan sebagi
instrumen utama. Ketiga, Pembagian kekayaan dan pendapatan dan
merata. Harus ada kebijakan pendapatan yang mampu mengontrol
tingkat pendapatan yang terendah (UMR), mengurangi konsentrasi
ketimpangan dalam masyarakat. Salah satu indikator tampilan
pembangunan adalah berkurangnya tingkat perbedaan pendapatan
masyarakat. Karena itu sistem perpajakan harus diatur sebaik-
baiknya.

Pembangunan yang berimbang, yakni harmonisasi antar daerah
yang berbeda dalam satu negara dan antar sektor ekonomi.
Desentralisasi ekonomi dan pembangunan semesta yang tepat, bukan
saja merupakan tuntutan keadilan tetapi juga diperlukan untuk
kemajuan yang maksimum. Salah satu tujuan pembangunan adalah
melalui desentralisasi, maka pemerintah daerah perlu diberikan
keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan
meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan terus melakukan
check and balances serta bimbingan dan pengawasan yang kuat, akan
membentuk daerah itu menjadi agen pembangunan yang serba guna.
Tujuan perencanaan pembangunan yang komprehensif akan sulit
dicapai bilamana kita tidak mampu mengembangkan desentralisasi
kekuasaan dan pengawasan yang lebih efisien serta mengurangi
birokratisasi masyarakat. Dalam konteks ini, maka perusahaan-
perusahaan swasta kecil dan menengah harus digalakkan dan di-
kembangkan. Para penguasa daerah harus menciptakan iklim
lingkungan yang tepat dan kondusif yang memungkinkan tumbuh dan
berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan juga
harus didorong agar dapat meningkatkan investasi yang lebih besar
lagi. Mereka juga diarahkan agar menjadi organisasi bisnis yang maju.
Mereka itulah yang menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang
sarat nilai serta membagi rata tingkat pendapatan kepada seluruh
masayarakat.

Teknologi baru, yaitu berkembangnya teknologi tepat guna
yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, aspirasi negara-negara,
khususnya negara-negara muslim. Proses pembangunan yang mandiri
hanya dapat terwujud jika negara tersebut sudah bebas dari "bantuan”
asing serta mampu menguasai teknologi yang berkembang dalam
lingkungan sosial dan alam yang bebeda, teknologi itu selanjutnya
akan diadaptasikan dengan kreatifitas sendiri. Karena itu, perlu ada
riset yang intensif dan luas.
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Berkurangnya ketergantungan pada dunia luar dan dengan
semakin menyatunya kerjasama yang solid sesama negara-negara
Muslim. Adalah tugas ummat sebagai khalifah, bahwa ketergantungan
pada dunia non-Islam dalam semua segi harus diubah menjadi
kemandirian ekonomi. Harga diri negara-negara muslim harus
dibangun kembali dan pembangunan kekuatan serta kekuasaan harus
diwujudkan secara bertahap. Ketahanan dan kemerdekaan dunia
[slam serta kedamaian dan kesentosaaan ummat manusia merupakan
tujuan utama yang harus mewarnai dalam perencanaan pembangun-
an. Karena itu perlu ada perubahan mendasar dalam isi dan pola
perencanaan pembangunan Kkita.
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Perspektif Keadilan Ekonomi Dalam
Islam

Maqasid al-syariah atau goals dan objectives dari hukum Islam
adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak pernah terabaikan oleh
syari‘ah Islam. Secara umum, syari’ah didasarkan pada manfaat yang
diberikan bagi individu dan juga masyarakat, dan hukum-hukum dari
magqasid didesign, dirancang, agar dapat memproteksi manfaat tadi
dan memfasilitasi kondisi perbaikan dan kesempurnaan pada
manusia di alam semesta. Sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. Al-
Anbiya/21: 107 dan QS Yunus/10: 57 yang artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)

rahmat bagi semesta alam”, 149

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran

dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman. 150

Dikalangan ulama sendiri ada yang membagi kandungan al-
Qur’an kepada tiga kelompok besar, yaitu aqidah, khulugiyyah, dan
amaliah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan.
Khuluqgiyyah berkaitan dengan etika atau akhlak, sedangkan amaliah
berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari aqwal

149Departemen Agama R, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 331.
150Departemen Agama R, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 215.
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(ungkapan-ungkapan), dan afal (perbuatan-perbuatan). Kelompok
terakhir (amaliyyah) dalam sistem hukum Islam dibagi ke dalam dua
kelompok besar. Pertama Ibadah, yang di dalamnya diataur pola
hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua muamalah, yang di
dalamnya di atur pola hubungan antara sesama manusia.15! Muamalah
dalam pengertian maqashid di atas adalah hukum-hukum Allah yang
dibebankan kepada manusia (dalam interaksi antar sesamanya), yang
berdampak pada kebaikan dan kebahagiaan menyeluruh, bukan saja
pada kebaikan sesama manusia, melainkan juga kebaikan terhadap
alam dan lingkungan sekitarnya.152

Sebagai sumber ajaran Islam, al-Qur'an tidak memuat
pengaturan-pengaturan yang terinci tentang ibadah dan muamalah.
Dari 6360 ayat, al-Qur'an hanya 368 ayat yang berkaitan dengan
aspek-aspek hukum.!53 Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar
masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan
dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Qur’an. Bertolak dari dasar
atau prinsip tersebut, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui
hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-
aspek hukum dalam muamalah dikembangkan oleh para ulama yang
mencoba mengembangkan pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat
dalam dua sumber ajaran Islam tersebut dengan menghubungkan
dengan maqashid as-syari’ah.

Secara lughawi, maqashid as-syari’ah terdiri dari dua kata, yakni
magqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jama’ dari magashid
yang berarti kesengajaan atau tujuan.!54 Adapun syari’ah secara
bahasa berarti 155 2a3 gl sall s Lall ) yang berarti jalan menuju sumber
air.156 Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan
ke arah sumber pokok kehidupan.

151Abd. Al-Wahab Khallaf, Iim Ushul Figh, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 32.

152Muhammad zain dan Satria Efendi, Figh Muamalah: Suatu Upaya Rekayasa
Sosial Ummat Islam Indonesia, Makalah Seminar Akuntansi Figh Muamalah dalam
Kehidupan dewasa ini, (Medan: t.p. 1989), h. 1-5.

153Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: Ul Press,
1984),h. 7.

154Lihat, Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, ]. Milton Cowan (ed)
(London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), h. 767.

155]bn Mansur al-Afriqi, Lisan al-Arab, Jilid VIII,(Beirut: Dar-al Sadr, t,th), h. 175.

156Fazlurrahman, Islam, Alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984),
h. 140.
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Sebelum menjelaskan pengertian magqashid as-syari’ah, ada
baiknya dijelaskan pengertian syari’ah secara terpisah. Dalam
beberapa literaur ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang
syari’ah. Menurut Ali Syayis, pada periode awal, syari’ah merupakan
al-nusus al-muuqaddasah dari al-Qur'an dan al-sunnah yang
mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran
manusia, dalam wujud seperti ini syari’ah disebut al-tariqah al-
mustaqamah.157 Syari’ah dalam konteks ini mencakup agqidah,
amaliyyah, dan khuluqiyyah. Perhatikan QS al-Jasiyah/45: 18 dan QS
Asy-Syura/42:13.

O34l Y Gl #1581 4 V5 s ,a¥) Ga ey e e
Terjemahnya,
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)
dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”, 158

e 5 (ha3a5 A il A Lia) L L) W csﬁ‘j Bia Lasle il Ga &1 6 55
S5 G Al 2500 A0 ) b 36 L (S il e iR ) A5 Y5 Gl )5
St G 4l (5045
Terjemahnya;

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan
kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa
dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah

tentangnya”...159

Dalam perkembangannya terjadi reduksi muatan arti syari’at.
Aqgidah tidak masuk dalam pengertian syari’ah. Syekh al-Azharm
Muhmoud Syaltout, memberikan pengertian syari’ah adalah aturan-
aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam
mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama
muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.160 Ali al-Sayis

157Ali al-Sayis, Nasy’ah al-Figh al-Ijtihadi wa Atwaruh (Kairo: Majma’al Buhus al-
Islamiyyah, 1970), h. 8.

158Departemen Agama R, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 500.

159 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya,484.

160Mahmoud Syaltout, Islam: ‘Aqidah wa Syari;ah (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.
12.
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mengatakan bahwa syari’ah adalah hukum-hukum yang diberikan
oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan
mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di
akhirat.161 Adapun penyimbolan dan urgensi air merupakan unsur
yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh
Allah dalam QS. Al-Anbiya/21: 30

“Dan Kami jadikan segala sesuatu dari air.”

Pengertian bahasa di atas para ulama memberikan batasan
syari'ah dalam arti umum. Hal ini terlihat cukup jelas dalam batasan
yang dikemukakan oleh Mahmout Saltout dan Sayis di atas, yang pada
intinya bahwa syari’at adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang
diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup
baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari’at yang
demikian itu, menurut Jaya Bakri, secara tidak langsung memuat
kandungan maqashid al-syari’ah.162 Dalam karyanya; al-Muwafaqat,
al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan
istilah magqashid al-syari’ah. Kata tersebut adalah maqashid al-
syari’ah63 al-maqashid al-syariyyah fi al-syari’ah, 16* dan maqashid
min syari’ah al-hukm.16> Menurut hemat penulis, meskipun al-Syatibi
menggunakan istilah maqashid yang berbeda-beda, namun esensinya
adalah sama yakni tujuan diturunkannya hukum-hukum oleh Allah
yang dinukilkan berdasarkan petunjuk al-Qur’an yang telah disebut-
kan di atas.

Menurut al-Syatibi sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya
sendiri bahwa: | ejs La Liall 5 (p all (& agS Lias o L (8 g ) LAl dal G (g8al
Giaag dxy 8 “Sesungguhnya  syari'at itu bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.166 Dan
dalam ungkapan yang lain, al-Syatibi mengatakan: Lwasl 45 b alSa Y]
ALl = “Hukum-hukum disyariatkan adalah untuk kemaslahatan

161Ali al-Sayis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh,h. 10.

162Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’‘ah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1996), h.63.

163Abu Ishaq Al-Syatibi (w.790 H), al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, selanjutnya
disebut al-muwafaqat (Kairo: mustafa Muhammad, t,th), h. 21. Untuk mengetahui
tentang perkembangan dan tahun wafat al-Syatibi lebih lanjut dapat dilihat pada
Mustafa al-Maraghi, al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Usuliyyin, Jilid, 1I, (Beirut:
Muhammad Amin Ramj wa Syirkah, 1974), h. 204

164As-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah h. 23.

165As-Syatibi, al-Muwafagqat fi Ushul al-Syari’ah, h. 374.

166 As-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, h. 6.
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hamba”.167 Apabila dikaji pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat
dikatakan bahwa teori (kandungan) maqashid al-syari’ah atau tujuan
hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Pandangan al-
Syatibi bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban
yang dibebankan (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan
kemaslahatan hamba.168 Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama
dengan taklif ma la yutaq (membebankan sesuatu yang tidak dapat di
laksanakan. Menurut Fath al-Daraini dalam al-manahij, bahwa
hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan
dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan.169 Kemaslahatan dapat
diraih manakala manusia tunduk terhadap semua perintah Allah dan
menjauhi larangan-Nya.

Tujuan yang bersifat dharuriyat merupakan tujuan utama dalam
pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai dan segala tuntutan
(perintah) yang berkaitan dengan hal tersebut bersifat mutlak dan
pasti, serta hukum syara’ yang berlatar belakang pemenuhan
kebutuhan dharuriyat menjadi wajib. Demikian sebaliknya, larangan
yang berkaitan dengan dharuriyat juga tegas dan mutlak dan hukum
yang ditimbulkan menjadi haram (haram dzatiy).170

Menurut Abu Zahra, berkaitan dengan maqgashid ia mengatakan
bahwa tujuan hakiki dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak
satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur’an maupun
Sunnah Nabi saw melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.
Kemaslahatan itu tentunya bertujuan untuk menjaga kelangsungan
hidup manusia di dunia dan di akhirat. Lebih lanjut ia mengatakan
bahwa keberlangsungan hidup manusia di alam ini tidak terlepas dari
ketergantungannya dengan orang lain. Untuk itu dituntut kepatuhan
manusia terhadap aturan-aturan Ilahi sehingga ia selamat di dunia
dan selamat juga di akhirat.l’! Beberapa teori lain menyangkut
magqashid al-Syari’ah dikemukakan oleh Khalid Mas'ud dalam Islam
Legal, mengatakan bahwa magqashid al-syari’ah sebagai upaya untuk
memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan

167 As-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ahh. 54.

168 Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, h. 195.

169Fathi al-Daraini, al-Manahij al-Usuliyyah fi ljtihad bi al-Rayi fi al-Tasyri’
(Damsyik: Dar al-kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

170Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group,
2008),h.213.

171Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al-A’'rabi, 1958), h. 366.
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hukum. Kemaslahat umat manusia akan berpengaruh positif dan
signifikan manakala ia telah memenuhi kebutuhan pokok untuk
melaksanakan perintah agama, menjaga dan memelihara akal,
menjaga dan memelihara nyawa, mengumpulkan harta kekayaan, dan
memelihara keturunan dari berbagai kebutuhan (makanan) yang
dihalalkan, yaitu makanan yang baik lagi bersih.172

Agaknya tidak berlebihan jika Wael B. Hallag mengatakan
bahwa magqashid al-syari’ah yang dikemukakan oleh beberapa tokoh
tersebut terutama oleh al-Syatibi, yang berusaha mengekspresikan
penekanannya terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan
aspirasi hukum yang manusiawi. Inilah yang membedakan hukum
Islam dengan hukum lainnya, ia lebih menyentuh pada ranah bathin
manusia, bersifat universal dan daya gunanya bersifat elastis/fleksibel
(sesuai dengan perkembangan zaman, waktu, dan tempat).173

Menurut Ibnu ‘Asyur: Maqashid Syari’ah adalah makna-makna
dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah SWT
dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga masuk dalam
wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya.174 ‘Allal al-Fasi:
mengatakan bahwa maqgashid al-syari'ah adalam “Al-murad bi
magqashid al-syari’ah: al-ghayah minha wa al-asrar allati wadha’aha al-
Syari’ ‘inda kulli hukmin min ahkamiha (Magashid al-syari’ah adalah
tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap
hukum-hukum-Nya).17s Menurut Ahmad Al-Raisuni: maqashid al-
syari'ah adalah “Al-ghayat allati wudhi’at al-syari’atu liajli tahqiqiha li
mashlahati al-ibadah” (Maqashid Syari’ah adalah tujuan-tujuan yang
ditentukan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan
manusia).176

172Muhammad Khalid Mas'ud, Islamic Legal Philosophy, (Islamabad: Islamic
Research Institut, 1977), h. 223-224.
173Wael B. Hallaq, The Frimacy of The Qur’an in Syatibi Legal Theory: dalam Wael
B. Haaq dan Donald P. Little (ed), Islamic Studies Presented to Charles ].Adams (Leiden:
EJ-Brill, 1991), h. 89-90.
174Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur, Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah,
(Tunisia: Mashna’ Al-Kitab,t.th),h.51.
175]1lal Al-Fasi, Maqashid Al-Syari’‘ah Al-Islamiyah wa Makarimuha, (Maroko,
Mathba’ah Al-Risalah 1979),h.3.
176 Ahmad Al-Raisuni, Nazhariyah Al-Maqashid ‘inda Al-Imam Al-Syathibi,
(kairo: Dar Al-‘Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah,. t.th), h.7.
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Al-Ghazali dalam membahas Magashid tidak memberikan
batasan secara rinci mengenai pengertian Maqashid Syari’ah ter-
kecuali hanya mengatakan bahwa; “wa magshudu al syar’i min al
khalqi khamsatun wa hiya: ‘an yahfadha lahum di>nahum wa
nafsahum, wa ‘aqlahum wa naslahum wa mdlahum” (tujuan syariat
Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta).l’”? Menurutnya, mashlahah menurut asalnya
merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) atau
menghindarkan mudharat (kerusakan), namun lebih jauh dikatakan
bahwa al-mashlahah adalah memelihara tujuan syara’ dalam
menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syariat Allah SWT bagi
makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Dari definisi tersebut Al-Ghazali melihat bahwa menurut
asalnya-Mashlahah berarti bagaimana manusia sebagai subyek
hukum (al-mukallaf) mewujudkan tujuannya terhadap hamba-Nya
yang mecakup lima hal pokok itu dapat terwujud.

Al-Thufi mengatakan bahwa Maslahah adalah ungkapan dari
sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah atau
adat.!’® Menurut Al-Juwaini, Maqashid itu didasarkan pada 5 (lima)
pilar, yaitu: (1) sesuatu yang dapat dinalar dan dipahami maknanya
sehingga diinterpretasikan menjadi hal yang dharurat (primer),
seperti sanksi qisas disyariatkan untuk menghindarkan manusia dari
pertumpahan darah secara berkesinambungan; (2) sesuatu yang
berhubungan dengan hajat umum tapi tidak mencapai tingkatan
dharurat, seperti transaksi sewa menyewa (ijarah) disyariatkan
karena adanya kebutuhan bagi orang-orang yang tidak mempunyai
kemampuan kepemilikan; (3) sesuatu yang tidak berhubungan
dengan dharurat khusus atau hajat umum, tapi dapat mencapai
keutamaan dan kesenangan, seperti membersihkan hadats dan
menghilangkan kotoran; dan (5) sesuatu yang tidak berdasar kepada
hal-hal dharurat ataupun hajiyat, namun dapat menjadi suplemen,179
Konstruksi magqashid ini ternyata menjadi dasar bagi ulama
semasanya.

177Al-Ghazali, Abu Hamid, Al-Mustashfa min Ilm al-Usul al-Amiriyyah, Jilid, 1& 1I,
(Kairo: Maktabah Al-Jundi, 1964), h. 251.

178Al-Juwaini, Abd Al-Malik Ibn Abdullah, Al-Burhan fi Ushul al-Figh, (Kairo, 1400
H, Dar Al-Anshar), h. 925.

179A1-Thufi dalam Abd Al-Rahman Ibrahim al-Kailani Qawaid Al-maqashid ‘inda Al-
Imam Al-Syathibi, (Damaskus, Syria): Dar Al-Fikr, t.th), h.48.
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Berdasarkan teori maqashid al-syari’ah di atas, menurut hemat
penulis bahwa magqashid al-syari’ah adalah kemaslahatan. Maqashid
al-syari’ah di atas, tidak hanya diartikan secara teks belaka, melainkan
dalam upaya menjawab dinamika dan pengembangan hukum-hukum
dalam yang berkaitan dengan berbagai persoalan ekonomi, serta cara-
cara mendapatkan dan menggunakannya. Sejauhmana dampak positif
terhadap perekonomian itu, terpergantung dari sejauhmana manusia
mampu mengunakan akal dalam menjaga agama, akal, keturunan,
nyawa, dan kekayaannya. Perhatikan QS al-Maidah/5: 6, dan QS al-
Bagarah/2:179.

@;;)\M\J@\)A\g\esm\}g 515kl }LA\Q\ i u\\y\w.m@u
u‘* eSM Alels 5l i e 3 o 3a A 5155k LA A ) u“*ﬁ‘ ARSI
MneSJm\}?SAP}\\M\AL\.\L\.\.\M ) yaadi 2l \jmemw\mj\hu\
&30 KT A&l At 2y Akl Juﬁjcﬁweﬂs du-*m‘

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu,
supaya kamu bersyukur”.180

385 140 A 5 . ot 3 4
Terjemahnya:
Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.181

Berdasarkan ayat di atas, al-Syatibi mengatakan bahwa
magqashid al-syari’ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-
aspek hukum secara keseluruhan. Artinya bahwa apabila terdapat
persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan secara jelas
dimensi kemanusiaan, dapat dianalisis melalui maqashid al-syari’ah
yang dilihat dari ruh syari’at dan tujuan umum dari agama Islam yang
hanif.182 Al-Qur’an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan
landasan yang penting-yakni The principle governing the interest of
people (prinsip pembentukan kemaslahatan manusia) terhadap
syari’at.

180Departemen Agama R], al-Qur’an dan terjemahnya, h. 27.

181Departemen Agama R], al-Qur’an dan terjemahnya, h. 27.

182Muhammad Abu al-Ajfan, Min Atsar Fuqaha’ al-Andalus Fatawa al-Imam al-
Syatibi, (Tunis: Matba’ah al-Kawakib, 1985), h. 95.

94 Pembangunan Ekonomi Dalam Islam



BAB 10

Prinsip Keadilon Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip keadilan ekonomi (al-
Kits) merupakan dasar pijakan terhadap aktivitas ekonomi
berdasarkan prinsip iman, ibadah, dan ikhsan. Embrio dari prinsip
keadilan adalah pemerataan terhadap hak-hak manusia dalam
memenuhi hajat hidupnya berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Pada kenyataannya, prinsip keadilan ekonomi (al-kits) semakin
jauh dari harapan segenap masyarakat di daerah itu. Hal ini dapat
ditunjukkan melalui kinerja sektor perbankan syari’ah baik dari segi
kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, kinerja perbankan
syari'ah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dan
secara langsung dan signifikan dapat meminimalisir ketimpangan
(kemudaratan) melalui Loan to deposit Ratio (LDR) cenderung tidak
melaksanakan prinsip keadilan.

Dari segi kuantitas, perbankan syari’ah sesungguhnya menjadi
prioritas utama dalam mengembangkan usahanya di berbagai
kabupaten/kota di Maluku. namun pada kenyataannya, perbankan
syari’ah hanya melakukan aktivitas ekonomi di Kota Ambon sebagai
ibukota provinsi Maluku, sementara 10 (sepuluh) kabupaten/kota
lainnya aktivitas perbankan syari'ah tidak beroperasi layaknya
perbankan konvensional lainnya yang dianggap tidak adil oleh
sebagian masyarakat di Indonesia (prototipe). Tabel 28 berikut ini
memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan
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dengan pertumbuhan share sektor perikanan terhadap ketimpangan
antar kabupaten/kota.

Kehati-hatian atau kekuatiran pihak pengelola lembaga ini
dianggap sangat tidak beralasan, terutama jika dilihat dari komunitas
masyarakat Islam yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di
provinsi Maluku. Pada tahun 2011 jumlah masyarakat Islam yang
tersebar di Maluku sebanyak 982.070 jiwa. Jika ditelusuri dengan
berbagai potensi yang dimiliki, kabupaten Maluku Tengah jumlah
masyarakat Islam sebanyak 337.192 jiwa, kepulauan Aru sebanyak
42.424, Seram Bagian Barat sebanyak 124.506, Seram Bagian Timur
sebanyak 123.362, Buru sebanyak 154.268 jiwa, dan Kota Ambon
sebanyak 112.868 jiwa.

Selain itu, struktur ekonomi Kota Ambon yang relatif ekstrim di
atas, didukung oleh input share sektor perikanan sebesar 15,80%
dengan nilai pendapatan sebesar Rp. 332.748,99. Selain dua sektor di
atas, realisasi sektor perpakanan memberi konstribusi yang cukup
signifikan terhadap struktur perekonomian di Kota Ambon. Tahun
2005, realisasi sektor perpajakan cukup memberi andil dalam
pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, sebesar 17.488.189, naik sebesar
22.394.406 tahun 2006, kemudian tahun 2007, sebesar 25.169.507,
dan tahun 2011naik menjadi 26.217.406.

Meskipun struktur ekonomi Kota Ambon memperlihatkan
angka yang cukup ekstrim tinggi, namun jika dilihat pada Indeks Pem-
bangunan manusia (IPM), masih menunjukkan tingkat ketimpangan
yaitu sebesar 78,91%. Rendahnya IPM Kota Ambon yang ditandai
dengan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2011 sebesar 72,85%,
Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 99,20%, dan Lama sekolah (LS)
mencapai 78,25%. Angka tersebut jika dilihat pada partisipasi
penduduk putus sekolah sebanyak 303 orang tahun 2006, turun
menjadi 251 orang tahun 2009, sampai tahun 2011 anak putus
sekolah di kota Ambon sebanyak 217 orang.

Dari 22.178 bayi lahir di Kota Ambon selama tahun 2006, yang
mengalami gizi buruk sebesar 1,86%, akibatnya, kematian bayi pada
tahun tersebut mencapai 0,90%, gizi normal sebesar 1,08%, dan tidak
disusui dengan berbagai alasan dan kondisi sosial mencapai 9,50%.
Pada tahun 2011, angka kelahiran Kota Ambon mencapai 31.161
orang, dengan tingkat kematian mencapai 0,86 orang, balita
mengalami gizi buruk mencapai 1,80%, dan tidak disusui sebanyak
4,43%, sementara gizi normal hanya sebesar 2,15%.
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Pada dasarnya struktur ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya
menyelesaikan berbagai persoalan hidup termasuk angkatan kerja
dan bukan angkatan kerja termasuk pencari kerja yang semakin
meningkat bersamaan dengan meningkatnya realisasi anggaran di
berbagai daerah. Selama tahun 2011, penduduk Kota Ambon yang
bekerja sebanyak 159.229 orang, pencari kerja mencapai 10. 229
orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 245. 689 orang. Meskipun
struktur ekonomi Kota Ambon cenderung lebih ekstrim tinggi
dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tetapi angka
kemiskinan tahun 2000 sebanyak 25, 89%, turun menjadi 20,80%
tahun 2005, dan tahun 2011 naik mencapai 26,18%.

Selain angka kemiskinan, jumlah anak terlantar di Kota Ambon
menunjukan angkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2005, angka anak
terlantar mencapai 92.081 jiwa. Dari jumlah tersebut, anak yatim
sebanyak 32.522 jiwa, piatu sebanyak 24.017 jiwa, yatim piatu
sebanyak 12.179 jiwa, dan lain-lain sebanyak 23.333 jiwa. Pada 2006,
jumlah anak terlantar di Kota Ambon mengalami sedikit penurunan
yaitu sebanyak 11.774 jiwa dibandingkan tahun 2003 sebanyak 73.
393 jiwa.

Selain Kota Ambon yang memiliki tingkat pertumbuhan
ekonomi yang ekstrim tinggi, empat kabupaten lainnya struktur per-
ekonomian hanya mencapai rata-rata 3,24%, dialami kabupaten
Maluku Tenggara BaratMaluku Tenggara, Seram Bagian Timur, dan
Buru Selatan. Adapun empat kabupaten lainnya mengalami per-
tumbuhan rata-rata sebesar 4,95 dialami kabupaten Maluku Barat
Daya, Tual, Maluku Tengah, kabupaten Buru. Adapun kabupaten
dimana struktur ekonomi paling ekstrim rendah masing-masing
dialami kabupaten kepulauan Aru sebesar 2,78% dan Seram Bagian
Barat sebesar 2,26%.

Ketimpangan struktur ekonomi kabupaten Seram Bagian Barat
menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai
salah satu standar penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat di
negara-negara sedang berkembang menunjukkan bahwa kondisi
ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat masih berada di
bawah garis kemiskinan. Padahal, jika dilihat konstribusi share sektor
perikanan terbesar adalah kabupaten Aru melampaui pertumbuhan
share sektor perikanan Kota Ambon, dan 8 (delapan) kabupaten
lainnya.
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Ketimpangan regional terekstrim yang dialami kabupaten
Seram Bagian Barat (2,26%) dan kepulauan Aru (2,78%) jika dilihat
dari realisasi APBD tahun 2005 diproyeksikan kabupaten Aru sebesar
Rp. 79.562.273,12 menjadi Rp. 117.596.248.787, tahun 2010, pada
tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.140.691.008,35. Adapun
untuk kabupaten Seram Bagian Barat proyeksi APBD tahun 2005
sebesar Rp. 12.988.493.623 naik menjadi Rp. 274.171.835.046 dan
tahun 2011 menjadi 125.321.372.031,00 yang menghasilkan laju
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan
usaha tahun tahun 2002 sebesar 10,27%, kabupaten Aru sebesar
7,63% naik menjadi 10,49%, dan kabupaten Aru sebesar 7,40% tahun
2005. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan PDRB terendah adalah
kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sebesar 6,75%, Seram Bagian
Barat sebesar 11,71%, dan kabupaten Aru sebesar 7,64%. Ketimpang-
an tersebut patut diduga bahwa kebijakan fiskal dan moneter
merupakan deviasi yang cukup menonjol sejak tahun 2005 sebesar
1,92%, turun menjadi 1,90% tahun 2006, tahun 2011 naik menjadi
2,25%.

Implikasi dari ketimpangan ekstrim tersebut menghasilkan
ketimpangan IPM kabupaten Seram Bagian Barat dimana Angka
harapan Hidup (AHH) tahun 2001 sebesar 62,02%, Angka Melek
Huruf (AMH) sebesar 94,4%, dan Lama Sekolah mencapai 7,6%
dengan tingkat pengeluaran per kapita riil sebesar Rp. 673,2. Adapun
untuk kebupaten Aru, Angka harapan Hidup mencapai 63,01%, Angka
Melek Huruf mencapai 97,01%, dan Angka Lama Sekolah mencapat
6,8%.

Ketimpangan yang terus menerus merasuk Indeks pembangun-
an Manusia di Seram Bagian Barat tahun 2005 belum banyak meng-
alami perubahan sejak lima tahun sebelumnya, yang menunjukkan
Angka Harapan Hidup hanya sebesar 65,02%, Angka Melek Huruf
telah mencapai 98,0%, dan Angka Lama Sekolah mencapai 67,1%
dengan pengeluaran per kapita riil sebesar Rp. 581,2. Pada tahun
2011, Angka Harapan Hidup kabupaten Seram Bagian Barat baru
mencapai 66,76%, Angka Melek Huruf menembus angka 98,29%, dan
Lama sekolah mencapai 8,30% dan pengeluaran per kapita riil sebesar
Rp.581,2

Dampak ketimpangan IPM sektor pendidikan di Seram Bagian
Barat tahun 2000 usia 7-12 tahun yang belum pernah sekolah
sebanyak 262 orang, anak putus sekolah usia 13-15 tahun sebanyak
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345 orang, buta huruf (AMH) sebanyak 359 orang, lama sekolah usia
19-24 tahun sebanyak 245 orang dengan presentase sebesar 18,99%.
Adapun ketimpangan sektor kesehatan dapat dikemukanan sebagai
berikut: pada tahun 2000, tingkat kelahiran mencapai 1.129 orang
dengan rincian sebagai berikut; kematian sebesar 1,20%, gizi normal
mencapai 46,75%, sementara gizi buruk menembus angka 52,25%,
bayi yang tidak disusui sebayak 11,50% tahun 2000. Tahun 2005,
belum pernah sekolah usia 7-12 tahun sebanyak 234, siswa putus
sekolah usia 13-15 tahun sebanyak 321, buta huruf (AMH) usia 16-18
tahun sebanyak 209, dan lama sekolah mencapai pada usia 19-24
tahun sebanyak 171, sehingga total untuk variabel pendidikan
mencapai 18,12%, dengan tingkat kelahiran sebanyak 978, tingkat
kematian 0,35%, gizi normal 64,77%, gizi buruk 35,23%, bayi yang
tidak disusui sebesar 10,90%.

Ketimpangan tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh
ketersediaan lapangan kerja dan pembangunan infra struktur yang
memadai. Minimnya lapangan kerja dan terbatasnya pembangunan
infra struktur dapat mengakibatkan tingkat kemiskinan dan
pengangguran, dapat mempengaruhi struktur perekonomian di
provinsi Maluku dan kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan data dinas
tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Maluku, angkatan kerja tahun
2005 untuk kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 47.912, pencari
kerja sebanyak 16.476 dan bukan tenaga kerja sebayak 29.108. pada
tahun 2011, yang bekerja meningkat menjadi 51.438 namun pencari
kerja menurun menjadi 5.139 dan bukan tenaga kerja mengalami
peningkatan signifikan yakni sebanyak 105.566.

Akumulasi berbegai persoalan ekonomi di atas, mengakibatkan
jumlah masyarakat miskin tahun 2005 mencapai 57,70%, pada tahun
2008 turun menjadi 50,66%, dan tahun 2011 menjadi 49,55%.
Meskipun tren kemiskinan cenderung menurun, namun anak
terlantar menunjukkan tren yang berlawanan. Tahun 2005 misalnya,
jumlah anak terlantar mencapai 3.729. jika dilihat dari status anak
terlantar, anak yatim cenderung lebih banyak yaitu 1.978, piatu 897,
yatim piatu 569, lain-lainnya sebanyak 285. Pada tahun 2006, anak
terlantar di Seram Bagian Barat sebanyak 10.800. angka yang cukup
tinggi adalah anak terlantar yang berstatus yatim 7.322, piatu 2000,
yatim piatu 1.477.
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Ketimpangan sebagaimana digambarkan di atas, jika dilihat
pada rata-rata konsumsi per kapita sehari menurut jenis bahan
makanan di Maluku menunjukkan bahwa daerah perkotaan tingkat
konsumsi protein meningkat, adapun tingkat konsumsi di daerah
pedesaan cenderung menurun yang menggambarkan ketimpangan
telah merasuk diseluruh sektor kehidupan penduduk tidak saja antara
provinsi dan kabupaten/kota, melainkan pada masyarakat perkotaan
dan masyarakat pedesaan pun selama 2000-2011 menunjukkan tren
ketimpangan yang semakin jauh keseimbangan hidup.

Ketimpangan yang menunjukkan tren perkotaa dan pedesaan
berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SSEN) 13
(tigabelas) jenis bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat per-
kotaan tahun 2000 sebesar 46,37%, untuk daerah pedesaan sebesar
40,71%, naik menjadi 21,95% untuk padi padian, ikan sebesar
12,36%, makanan dan minuman jadi sebesar 5,76% tahun 2005
daerah perkotaan, untuk daerah pedesaan padi padian sebesar
14,87%, ikan 16,81%, makanan dan minuman jadi sebesar 1,87%
sehingga untuk tahun 2005 total konsumsi untuk daerah perkotaan
sebesar 52,71%, daerah pedesaan sebesar 41,05%.

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, ketimpangan
regional di kabupaten/kota di Maluku menunjukan bahwa kebijakan
pemerintah terhadap belanja modal belum memberikan dampak
positi terhadap Indeks pembangunan Manusia, demikian pula peran
serta sektor perbankan belum mencapai sasaran pembangunan sektor
keuangan yang memadai. Jumlah perbankan konvensional telah
mendominasi bursa keuangan masyarakat di seluruh kabupaten/kota,
sementara kinerja perbankan syari’ah baik dari segi kelembagaan
maupun dari jasa pelayanan pembiayaan (Loan to deposit Ratio) masih
menunjukkan tren ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, dan itu
semua bertentangan dengan prinsi keadilan ekonomi dalam Islam (al-
kits).

Kinerja perbankan syari’ah yang telah menjustifikasi ajaran
agama dan memandang bahwa sesungguhnya “ Islam sebagai agama
rahmatan lil a>lami{n ” perlu dan segera dievaluasi kembali, sehingga
prinsip-prinsip muamalah benar-benar tertuju pada kemaslahatan
manusia dan alam sekitarnya. Pemikiran al-Ghazali tentang tanggung
jawab pemerintah terhadap rakyatnya, dan tanggung jawab individu
terhadap maqasyidnya, merupakan fardu kifayah, karena jika tidak
mendapat penekanan yang demikian, nicaya kecenderungan manusia
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terhadap harta dalam pemenuhan kebutuhan akan mengantarkan
manusia pada sifat kebinatangan, homu homuni lupus “ manusia yang
mensifati ketamakan binatang”.

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya ketimpangan,
pejabat pemerintahan harus benar-benar jujur dalam penggunaan
anggaran daerah (igtishad) adanya keseimbangan antara belanja rutin
dan belanja modal, karena pada dasarnya kedua jenis pembelanjaan
itu bersumber dari output belanja modal untuk menyiapkan
infrastruktur yang benar-benar baik dan berdampak positif terhadap
kehidupan masyarakat di daerahnya. Jika saja pemerintah daerah
memiliki hati nurani, atau setidaknya sebagai pribadi yang pernah
melihat dan merasakan betapa banyak rintihan dan jeritan hati
manusia akibat kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan, maka
tentunya amanah yang dipercayakan benar-benar dapat dilaksanakan
dengan hati-hati jika saja ia memahami makna ka>lu> bala>
syahidna>, tentu saja ia justru lebih takut kepada dirinya dan
keluarganya dari aib di dunia dan kehinaan di akhirat.

Dampak dari kebijakan dan kebiasaan yang menyimpang dari
prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut, dalam konsep magqasyid
adalah sesuatu yang pasti terjadi yang berdampak pada ibadah
mahdanya, akalnya, jiwanya, keturunannya, dan kekayaannya.
Dampak kebatilan terhadap agamanya tercermin dari gerakan shalat
tumahninah “ makna mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram>,
seakan-akan Kkita memperlihatkan kepada Allah SWT bahwa
sesungguhnya ibadahku, hidup dan mati adalah kehendak Allah,
padahal sesungguhnya dibalik sifat kemunafikan itu tersimpan bahwa
sesungguhnya tanganku telah berlumuran dengan makanan dan
minuman yang subhat, perutku tersimpan hak fakir miskin, pakaian
dan rumah adalah hasil jarahan, sebuah sikap penuh kebohongan,
yang pada akhirnya, sifat manusia serakah yang digambarkan Al-
Qur'an dan Adam Smith merupakan sebuah kenyataan yang sulit
dibantahkan, sebuah lingkaran syaitan dimana manusia secara
berulang cenderung melakukan perbuatan bathil, kecuali orang-orang
yang diberi hidayah dari Allah SWT (cahaya akal) dapat memahami
hakikat kejadian dirinya.

Keadilan Ekonomi dan Pertumbuhan IMP Kabupaten/Kota.
Membaiknya stabilitas ekonomi makro tersebut, menjadikan
daerah Maluku merupakan salah satu alternatif yang prospektif dalam
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melakukan investasi di daerah Kabupaten/Kota. Dengan 2 (dua) Visi
Pembangunan Provinsi Maluku mencapai target tahun 2013 yakni; (1)
mewujudkan masyarakat Maluku yang sejahtera, rukun dan religius,
(2) mewujudkan masyarakat Maluku yang berkualitas. Visi tersebut
tentunya perlu kiranya didukung oleh geoposisi yang amat strategis di
kawasan Asia Fasifik yang saat ini sementara berproses dalam
membangun Maluku sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (free Trade Zona dan Free Port) dengan dukungan
potensi sumber daya ekonomi 11 Kabupaten/Kota didukung dengan
luas lautan 90 persen.

Kurun waktu 2004-20011 perekonomian Maluku secara makro
mengalami pertumbuhan yang berjalan secara bertahap dan positif
dengan turbolensi perekonomian nasional sejak tahun 1997 dilanda
krisis. Perekembangannya sampai pada triwulan II tahun 2011
menghadirkan cakrawala harapan, optimisme sekaligus tantangan
baru di tengah derasnya globalisasi dan masih ada fenomena
glokalisasi di beberapa daerah Kabupaten/Kota di Maluku.

Adapun pada tingkat Kabupaten/Kota, semangat memperbaiki
status sosial melalui kesadaran bersama masyarakat dan pemerintah
Kabupaten, mulai menampakkan hasil. Keberhasilan pembangunan
yang memiliki dimensi kemanusiaan ini dengan berbagai perbaikan
infrastruktur sehingga akses ekonomi pada daerah yang terisolasi
mulai bergegas meningkatkan pendapatan masyarakatnya dari waktu
kewaktu mulai menampakkan hasil.

Pada bidang ekonomi seperti telah disebutkan, setidaknya
masih mencatat angka positif, dengan pencapaian rata-rata 4,0 persen
pertahun. Angka kemiskinan meskipun lambat namun terus
menunjukkan trend yang menurun. Sepertiga penduduk dari 11
Kabupaten/Kota hidup dalam kemiskinan pada tahun 2002 dan mulai
berkurang hampir sekitar 12 persen dalam 9 tahun, pada Maret 2011
presentase penduduk miskin diseluruh Provinsi Maluku adalah 23
persen.

Memperhatikan setiap kebutuhan dari sekitar 1,5 juta
penduduk Maluku, bukanlah pekerjaan yang mudah. 90 persen luas
wilayah perairan yang tersebar pada 11 kabupaten/Kota merupakan
tantangan tersendiri yang dihadapi pemerintah di Maluku, terutama
Pembangunan Manusia sendiri merupakan suatu konsep yang luas
dan komprehensif yang merangkum kisaran luas potensi manusia
mulai dari kesehatan dan gizi sampai kebebasan berdemokrasi dan
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kualitas hidup yang sebagian besar sulit diterjemahkan ke dalam data
statistik.

Keadilan ekonomi membutuhkan kebijakan politik pemerintah
dalam menunjang ekonomi pembangunan yang berkelanjutan,
dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran APBD
yang seharusnya lebih diarahkan dalam pembangunan infrastruktur
yang memadai, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan derajat
kesehatan, di samping sumber daya mansuai yang memadai, sehingga
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat dieliminir menuju
keseimbangan pembangunan yang adil dan berkeadaban.
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